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PERATU$N 
DAERAH Kl A BAUBAU 

N©MOR 1 TAHUN I 023 
TENT ANG 

PENGELOLj'\AN BARANG � LIK DAERAH 
DENGAN RAijiMAT TUHAN y:, G MAHA ESA 

WlALI KOTA BAU AU, 

Menimbang: a. bahw untuk melaiJ anakan ketentuan dalam 
Pasal 105 Peratur Pemerintah Nomor 27 
Tahu 2014 tentang, Pengelolaan Barang Milik 

/Daerah sell gaimana telah diubah 
Peraturan Pd erintah Nomor 28 Tahun 
tentang Pe I bahan Atas Peraturan 

irrtah Nomor 7 Tahun 2014 tentang 
Penge olaan Barang ilik Negara/Daerah dan 
kete; · an dalam Pa al 511 ayat (1) Peraturan 
Ment ri Dalam Nege · Nomor 19 Tahun 2016 

' tent g Pedoman engelolaan Barang Milik 
I Daer , perlu mene apkan Peraturan Daerah 
' tent g Pengelolaan arang Milik Daerah; 

1. Pasal 18 Ayat (6) Un ang-Undang Dasar Negara 
Repu 1ik IndonesiaT ; unl 945; 

2. Und g-Undang Norn r 13 Tahun 2001 tentang 
' Pemb ntukan Kata au-Bau (Lembaran Negara 

Repu 1ik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, 
Tamb an Lembaran Negara Republik Indonesia 
Noma 4120); I 

3. Und g-Undang Norn r 23 Tahun 2014 tentang 
, Peme · tahan Dad ah (Lembaran Negara 

Repu lik Iridorreeia j ahun 2014 Nomor 244, 
Tamb an Lembarari Negara Republik Indonesia 
Noma 5587); se agaimana telah diubah 
beber pa kali, ter�ir dengan Undang-Undang 
Noma 1 Tahun 022 tentang Hubungan 
Keu gan Antara Pemerintah Pusat dan 
Peme · tahan Dae ·ah (Lembaran Negara 
Repu, lik Indonesia I Tahun 2022 Nomor 4, 
Tamb an Lembaran Negara Republik Indonesia 
Noma 6757); 
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I 
I 

Pemerintah 1Nomor 28 Tahun 2020 
tentan Perubahan a s Perafuran Pemerintah 

I I Nomor 7 Tahun 2014 ntang Pengelolaan Barang 
Milik egara/Daerah ( �mbaran Negara Republik 
Indone¥a Tahun 202 Nomor 142, Tambahan 
Lembar Negara Repul lik Indonesia Nomor 6523); 

an Menteri ti am Negeri Nomor 19 
Tahun 2016 tentan . Pedoman Pengelolaan 
Baran Milik Daerahl (Berita Negara Republik 
Indone ia Tahun 20161 omor 547). 

Deng Persetujuan B rsama 
ATDAERAH 

KOTABAUBAU 
dan 

' 
- ' Menetapkan: PERAT DAERAH 

BARANG MI IK DAERAH. 

u 

PENGELOLAAN 

BABI 
TENTUANUM M 

Pasal 1 
Dalam Pera ran Daerah · · yang dimaksud dengan: 
1. Pengelol an Barang J Milik Daerah adalah 

keseluru an kegiatan · g meliputi perencanaan 
kebutuh dan pe ganggaran, pengadaan, 

pemanfa tan, pengamanan dan 
perrilai , pemindahtanganan, 

penghap san, penatausahaan dan 
, pengawasrui an pengendalian. 

2. Barang ilik Daerah a alah semua barang yang 
dibeli a au diperoleh tas beban APBD atau 
berasal ari perolehan la nnya yang sah. 

3. Daerah dalah Kota Ba I au. 
4. Pemerin ahan Daerahl adalah penyelenggaraan 

urusan emerintahan ��' h Pemerintah Daerah dan 
Dewan erwakilan R at Daerah merrurut asas 
otonomi dan tugas pe' bantuan dengan prinsip 
otonomi seluas-luasnyaf dalam sistem dan prinsip 
Negara esatuan Rep'ub ik Indonesia sebagaimana 
dimaksu dalam Und g-Undang Dasar Negara 
Repub · Indonesia Tah n 1945. 
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5. Pemerint ' ah Wali Kota sebagai 
unsur p nyelenggara P I erintahan Daerah yang 
memimpi pelaksana , I Urusap. Pemerintahan 
yang me jadi kewenang Daerah otonom. 

6. Wali Koladalah Wali Kr a Baubau. 
7. Pemegan kekuasaan engelolaan Barang Milik 

Daerah alah Wali Kot Baubau. 
8. Dewan erwakilan R I at Daerah Kota Baubau 

yang sel �utnya disebur ' DPRD adalah DPRD Kota 
Baubau. 

9. Pengelol Barang Milik aerah yang selanjutnya 
disebut Pengelola Bar g adalah pejabat yang 
berwen g dan bert I ggungjawab melakukan 
koordina i pengelolaan B ang milik daerah. 

10. Satuan erja PerangkaJ Daerah yang selanjutnya 
disingka SKPD adalah Insur pembantu Wali Kota 
Baubau an DPRD dal penyelenggaraan Urusan 

an yang men� di kewenangan Daerah. 
Penatausahaan Barang adalah Kepala 

Daerah y1 
g mempunyai fungsi 

an Barang Mii k Daerah selaku pejabat 
I pengelol keuangan daer 

12. Penggun barang aJ pejabat pemegang 
kewenan I Barang Milik Daerah. 

13. Unit Ke a adalah bagi Perangkat Daerah yang 
I akan satu atau beberapa program. 

14. Anggar Pendapatan I an Belanja Daerah yang 
selanju ya disingkat APBD adalah rencana 
keuang tahunan aerah yang ditetapkan 
dengan eraturan Daer . 

15. Kuasa P ngguna Baran1 

Milik Daerah selanjutnya 
disebut Kuasa Penggu a Barang adalah kepala 
unit ke · a atau pej at yang ditunjuk oleh 
Penggun Barang unt k menggunakan Barang 
Milik Da;erah yang berJ. a dalam penguasaannya 
dengan fbaik-baiknya. 

16. Pejabat enatausahaan Pengguna Barang adalah 
Pejabat yang melaks akan fungsi tata usaha 
Barang ilik Daerah pa a Pengguna Barang. 

17. Penguru Barang Milik Daerah yang selanjutnya 
disebut engurus Baran adalah pejabat dan/atau 
jabatan fungsional uni m yang diserahi tugas 
mengu s barang. I 

18. Penguru Barang Peng lola adalah pejabat yang 
diserahi tugas enerima, menyimpan, 
mengelu kan, dan men tausahakan Barang Milik 
Daerah ada Pejabat Pe atausahaan Barang. 
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11. Pejabat 
Perangk 
pengelol 



teknis 
pada 

adalah 
dalam 
teknis 

pad a 

adalah kegiatan 
ebutuhan Barang Milik 

gkan pengadaan barang 
keadaan yang sedang 

am melakukan tindakan 

tu adalah yang diserahi 
yimpan, mengeluarkan, 
empertanggungjawabkan 
pada Kuasa Pengguna 

gguna · adalah jabatan 
iserahi . tugas menerima, 

I 
, kan, 1menatausahakan 

Pengguna Barang. 
ang Pengelola adalah 

membantu dalam 

Pe Barang 

26. Perenc aan 
merumu kan rincian 
Daerah ntuk menghub 
yang te lalu deng 
berjalan sebagai dasar d 
yang ak datang. I 

27. Rencana Kebutuhan B ang Milik Daerah yang 
selanju ya disingkat R BARANG MILIK DAERAH 
adalah okumen peren, aan kebutuhan Barang 
Milik Da rah untuk peri del (satu) tahun. 

28. Standar Barang adal1 spesifikasi barang yang 
ditetapk sebagai acuan penghitungan 
pengada Barang Milik Daerah dalam 
perenc aan kebutuhan 

29. Penggun an adalah ke I. tan yang dilakukan oleh 
Penggun Barang I alam mengelola dan 
menatausahakan Baran Milik Daerah yang sesuai 
dengan ugas dan i Perangkat Daerah yang 
bersang tan. 

tugas enenma, me 
menatau ahakan dan 
Barang Milik 
Barang. 

23. Penilai pihak , g melakukan penilaian 
secara · dependen berd sarkan kompetensi yang 
dimilikin a. I 

24. Penilai adalah p oses kegiatan untuk 
an suatu op· · nilai atas suatu objek 
berupa Bara.ti Milik Daerah pada saat 

emerintah al ah Penilai Pemerintah 
Penilai Peme tah Daerah. 

19.Penguru 
fungsion 
menyimp , mengelu 
Barang ilik Daerah pa 

I 
20. Pemban Pengurus 13 

barang y1 

penyiapa admirristr si maupun 
penatau5iahaan Baran Milik Daerah 
Pengelol Barang. 

21. Pembant Pengurus B ang Pengguna 
I barang y g membantu 

penyiap adminisuj si maupun 
penatau ahaan Baran Milik Daerah 
Penggun Barang. 

22.Penguru 

', 
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g selanjutnya disingkat 
Barang Milik Daerah 

ak lain dengan cara 
an/ atau sarana berikut 
selesai pembangunannya 
gunakan oleh pihak lain 

waktu tertentu yang 

35. Bangun Serah Guna y 
BSG ad ah pemanfaa 
berupa tanah oleh lj> 
mendiri bangunan . I' 
fasilitas a, dan setelali 
diserahk untuk diday 
tersebut dalam jan 
disepaka i. 

36. Kerja ama Penyedi an Infrastruktur yang 
selanju ya disingkat SPI adalah kerjasama 
antara emerintah d badan usaha untuk t:re�� p;::::::: ::r :��:��d==· 

dengan 

ngjawab Pro ek Kerja sama yang 
selanju ya disingkat P · K adalah Wali Kota atau 
Badan Usaha Milik Dae ah sebagai penyedia atau 
penyelen ara infr�. truktur berdasarkan 
peratur perundang-u angan. 

' 
30. Pemanfa tan adalah pe dayagurraari Barang Milik 

Daerah yang tid ! digunakan untuk 
penyelen araan tugaq 

j dan furigai Perangkat 
Daerah dan/ atau o, lmaliaasi Barang Milik 
Daerah dengan ti ' mengubah status 
kepemi · 

pemanfa an Barang Milik Daerah 
lain dalam j gka waktu tertentu dan 

imbalan uang unai. 
32. Pinjam akai adalah penyerahan penggunaan 

barang tara Pemerin · Pusat dan Pemerintah 
Daerah atau antar Pb . erintah Daerah dalam 
jangka aktu tertentu I anpa menerima imbalan 
dan set lah jangka aktu tersebut berakhir 
diserahk Kembali kep da Wali Kota. 

33. Kerja ama Pemanfa tan yang selanjutnya 
disingka KSP adalah pe dayagunaan Barang Milik 
Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu 
tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan 
daerah a au sumber pe iayaan lainnya. 

34. Bangun Guna Serah yl g selanjutnya disingkat 
BGS ad ah pemanfaat Barang Milik Daerah 
berupa tanah oleh I ak lain dengan cara 
mend" · bangunan an/atau sarana berikut 
fasilitas a, kemudian idayagunakan oleh pihak 
lain ters but dalam jmji ka waktu tertentu yang 
telah di epakati, untu selanjutnya diserahkan 
kembali anah beserta o gunan dan/ atau sarana 
berikut asilitasnya set lah berakhirnya jangka 
waktu. 
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erintah Daerah adalah 
arang Milik Daerah yang 

kekayaan yang tidak 
ayaan yang dipisahkan 
sebagai modal/ saham 

a Milik Daerah. 
akan memusnahkan fisik 

g Milik Daerah. 

Pe 
kepemilikan 

merupakan 

43.Pemusn 
dan/ata 

38. Pemind tanganan adal pengalihan kepemilikan 
Barang ilik Daerah. j 

I 
39. Penjual adalah peng :\han kepemilikan Barang 

Milik Da rah kepada pi lain dengan menerima 
penggan · an dalam ben k uang. 

40. Tokar enukar adalatl pengalihan kepemilikan 
Barang Milik Daerah I yang dilakukan antara 
pemerint pusat den an pemerintah daerah, 
antar pe erintah daer , atau antara pemerintah 
daerah engan pihak I lain, dengan menerima 
penggan ian utama dal bentuk barang, paling 
sedikit d ngan nilai seini ang. 

41. Hibah a alah pengalih kepemilikan barang dari 
Pemerint Pusat lcep da Pemerintah Daerah, 
antar p merintah daer1 

, atau dari Pemerintah 
Daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh 

44. Penghap san adalah ?Dj akan menghapus Barang 
Milik aerah dari I daftar barang dengan 

an keputus dari pejabat yang 
g untuk meml::i baskan Pengelola Barang, 

Penggun Barang d / atau Kuasa Pengguna 
Barang ari tanggung ja ab administrasi dan fisik 
atas bar g yang beradi dalam penguasaannya. 

45. Pengam an Barang d, Aset adalah kegiatan 
yang dil kan dalam I entuk pengamanan fisik, 
pengam an administt tif dan tindakan upaya 
hukum. 

46. Penatau ahaan adalah rangkaian kegiatan yang 
meliputi pembukuan, in entarisasi, dan pelaporan 
Barang Milik Daerah I esuai dengan ketentuan 
peratur perundang-u dangan. 

47. Invent sasi adalah k giatan untuk melakukan 
pendata , pencata ! , dan pelaporan hasil 
pendata Barang Milili aerah. 

48. Dokume Kepemilikan I dalah dokumen sah yang 
an bukti lcepei ilikan atas Barang Milik 

49. Daftar arang Milik 
� 

erah adalah daftar yang 
memuat data seluruh B ang Milik Daerah. 
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I. 

50. Daftar tang Penggu l adalah daftar yang 
memuat iata Barang Mi I Daerah yang digunakan 
oleh mas· g-masing Pen I na Barang. 

I I ' 
ang Kuasa Pen na adalah daftar yang 
ata Barang M� ik Daerah yang dimiliki 
g-masing Kuas Pengguna Barang. 

52. Rumah egara adalah angunan yang dimiliki 
Pemerint Daerah dan erfungsi sebagai tempat 
tinggal hunian , sarana pembinaan 
keluarga serta menunj pelaksanaan tugas 
pejabat an/atau ASN I Pemerintah Daerah 
yang hers gkutan. 

53. Pihak n adalah p selain Pemerintah 
Daerah. • 1, 

54. Sistem ormasi Barara Milik Daerah adalah 
system berbasis apl kasi teknologi yang 
dikemb gkan Daer untuk mendukung 
tercapain a Pengelolaan arang Milik Daerah. 

Pasal 2 
Barang Milik aerah melipu ·: 

a. Barang Mi ik Daerah 
yan,I 

dibeli atau diperoleh atas 
beban AP D;dan 

b. Barang M ik Daerah y berasal dari perolehan 
lainnya y g sah. 

Pasal 3 
(1) Barang ilik Daerah sebagaimana dimaksud 

dalam P sal 2 dilar digadaikan/dijaminkan 
untuk endapatkan pi jam.an atau diserahkan 
kepala · ak Lain sci agai pembayaran atas 
tagihan k: pada Pemerin I Daerah. 

(2) Barang ilik Daerah I sebagaimana dimaksud 
dalam P sal 2 tidak da at disita sesuai dengan 

I ketentu peraturan pe ndang-undangan. 

(1) 

(2) 

(3) 

Pasal 4 

Barang Eilik Daerah y g dibeli atau diperoleh 
atas beb APBD seba� · ana dimaksud dalam 
Pasal 2 h ruf a, dilengkj . i dokumen pengadaan. 
Barang Jilik Daerah y , g berasal dari perolehan 
lainnya "Jang sah sebag imarra dimaksud dalam 
Pasal 2 hhruf b, dilengka i dokumen perolehan. 
Barang ilik Daerah se� gaimana dimaksud pada 
ayat (1) an ayat (2) b rsifat berwujud maupun 
tidak be jud. 
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Barang Mili 
lainnya yang 
a. barang y 

Pasal 5 
Daerah yan 

ah, meliputi: 
g diperoleh d 

berasal dari perolehan 
I 

· hibah/ sumbangan atau 

putusan 
kekuatan 

b. barang y g diperoleh s bagai pelaksanaan dari 
perjanjian kontrak; I 

c. barangy g diperoleh erdasarkan ketentuan 
peraturan erundang-un gan; 

d. barang ang diperoleh! berdasarkan 
pengadil yang telah mempunyai 
hukum tet p;atau 

e. barang y g diperoleh k1 bali dari hasil divestasi 
atas peny aan modal Pe erintah Daerah. 

' 

Pasal 6 
Barang yang diperoleh d , hibah/ sumbangan atau 
sejenis sebag · ana dimaks d dalam Pasal 5 huruf a 
meliputi hib / sumbangan atau yang sejenis dari 
negara/lemb ga internasio al sesuai peraturan 
perundang-u dangan. 

Pasal 7 

diperoleh s� agai pelaksanaan dari 
perjanjian/ko trak sebagai ana dimaksud dalam 
Pasal 5 huruf b antara lain b asal dari: 

kekuasaan 

lain/lembaga negara 

Pemerintah Daerah dengan badan 
penyediaan rastruktur. 

J II 
I 

ABAT PENGE OLA BARANG MILIK 
DR RAH 

BagiJ Kesatu 
g Kekuasaan engelolaan Barang Milik 

D erah 
pi al 8 

Wali ota adalah f pemegang 
pengelola Barang Mili� Daerah. 
Pemegan Kekuasaan .Ii' ngelolaan Barang Milik 
Daerah b rwenang dan �c rtanggungjawab dalam: 
a. menet pkan kebijakan Pengelolaan Barang Milik 

Daer 

(2) 

e. kerja s 
usaha dal 

(1) 

c. kontrak k rja sama; 
d. perjanjian 

internasio 

·' 
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' b. meneta, kanpengguna ' , pemanfaatan, atau 
pemin tanganan B Fg Milik Daerah berupa 
tanah an/atau ban an· ' 

I ' c. meneta, kan kebijan;.qu., pengamanan dan 
peme · araan Barang ilik Daerah; 

d. menet kan pejabat yang mengurus dan 
men pan Barang My k Daerah; 

e. mengaj kan usul p indahtanganan Barang 
Milik aerah yang emerlukan persetujuan 
DPRD; 

f. usul pemindahtanganan, 
dan pel ghapusan Barang Milik 

jui usul pe , anfaatan Barang Milik 
berupa seb gian tanah dan/atau 

dan s1 ain tanah dan/ atau 

h.menye ujui usul pe anfaatan Barang Milik 
dalam bentu kerja sama penyediaan 

I Dalam ewenang dan tanggung 
jawab s bagaimana di aksud pada ayat (2), 
Pemegan Kekuasaan ! ngelolaan Barang Milik 
Daerah d bantu: 
a. Sekret is Daerah sel Pengelola Barang; 

(3) 

b. Kepala Perangkat o1 erah yang mempunyai 
fungsi Pengelolaan B ang Milik Daerah selaku 
Pejaba Penatausaha I Barang; 

c. Kepala erangkat D� rah selaku Pengguna 
Baran ; I 

d. Pejaba Penatausaha Pengguna Barang;dan 
e. Pengu us Barang M� Daerah, yang terdiri dari: 

1) Pen rus Barang Pi gelola; 
2) Pen rus Barang Pi gguna;dan 
3) Pen rus Barang P bantu. 

Bagian Ke ua 
gelola Barang I ilik Daerah 

Pasal 9 
Sekretaris Daerah sel Pengelola Barang 
sebagaiman dimaksud p a 8 ayat (3) huruf a, 
berwenang d bertanggun� wab: 
a. Meneliti d ;menyetujui • ncana kebutuhan Barang 

MilikDaer 
b. meneliti dan menyet jui rencana kebutuhan 

pemelihar an/perawatan arang Milik Daerah; 
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dan 
yang 

tiga 
aan Barang 

Bagian 
P jabat Penatau� 

Pasal O 

g. melakuk 
Pengelola 

c. mengajuk 
pemindah 
memerluk 

I 
I 
I 
I 

usul pemanfaatan 
ganan Bar cr Milik Daerah ,"' ' 
persetujuan I a1i Kota; I , 

d. mengatur elaksanaan p ggunaan, pemanfaatan, 
pemusnah , dan pen apusan Barang Milik 
Daerah; I 

e. mengatur elaksanaan p mindahtanganan Barang 
Milik Dae �h yang tel:J disetujui oleh Wall Kota 

f. koordinasi dalam pelaksanaan 
si Barang M" · Daerah;dan 

pengawasan dan pengendalian atas 
Barang Milik aerah. 

(1) Kepala kerja · erangkat daerah yang 
mempuny fungsi pe1r1gelolaan Barang Milik 
Daerah se aku Pejabat Pe atausahaan Barang. 

(2) Pejabat enatausahaan Barang sebagaimana 
dimaksud dalam pada a t (1) ditetapkan dengan 
Keputus Wali Kota. I 

(3) Pejabat eriatau sahaanl Barang sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( ), mempunyai wewenang 

ngjawab: 
a. memb tu meneliti dan memberikan 

' pertimb gan persetuj an dalam penyusunan 
rencan kebutuhan B , ang Milik Daerah kepada 
Pengelo •a Barang; I 

b.memb tu menelitt dan memberikan 
pertimb gan persetuj an dalam penyusunan 

kebutuhan I pemeliharaan/perawatan 
ilik Daerah ke ada Pengelola Barang; 

c. membe · an pertimb gan kepada Pengelola 
Barang atas usul pemanfaatan dan 
pemind ang Milik Daerah yang 
memerl W ali Kota; 

d. membe an pertimb gan kepada Pengelola 
I Barang untuk engatur pelaksanaan 

penggu aan, pemanfai tan, pemusnahan, dan 
pengha usan Barang :M: · Daerah; 

e. membe ikari pertimb I gan kepada Pengelola 
Barang atas pelaks aan pemindahtanganan 
Barang Milik Daerah ang telah disetujui oleh 
Wali Ko a atau DPRD; 

f. memb tu Pengelola arang atas pelaksanaan 
koordin si Inventarisasi Barang Milik Daerah; 
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d.menggun 
dalam 

g. mel kan pencatat , Bararig Milik Daerah 
I ' berup tanah dan/a u bangunan yang telah 

diser kan dari Pen I na Barang yang tidak 
digun an untuk ke 'ntingan penyelenggaraan 
tugas , an fungsi Per gkat Daerah dan sedang 
tidak imanfaatkan pJ ak lain kepada Wali Kota 
melalu Pengelola B ang, serta Barang Milik 

yang berada p da Pengelola Barang; 
ankan dan I emelihara Barang Milik 
sebagaimana d aksud pada huruf g; 

I 
i. memb tu Pengelola arang dalam pengawasan 

dan p ngendalian ata1 

Pengelolaan Barang Milik 
Daer ; dan I 

j. menyu un laporan B g Milik Daerah 

Bagian KeeJ 
' PengguIBarang/Kuasa ngguna Barang 

Pasal 11 

(1) Kepala Satu kerja Perang at Daerah selaku Pengguna 
Barang; t (2) Pengguna arang sebagai ana dimaksud pada ayat 
(1) ditetapk dengan KepJ usan Wali Kota. 

(3) Pengguna �arang aebagairn a dimaksud pada ayat 
(1) berwen g dan bertan ngjawab: 

I 
a. mengaju an rencana ke tuhan dan penganggaran 

Barang ilik Daerah bJ · Perangkat Daerah yang 
dipimpin ya; I 

b. mengaju an permoho an penetapan status 
an Barang M' Daerah yang diperoleh 

APBD dan pet lehan lainnya yang sah; 
c. melaku pencatatan I an Inventarisasi Barang 

Milik Da ah yang berad dalam penguasaannya; 
an Barang ilik Daerah yang berada 

penguasaanny untuk kepentingan 
araan tugai;i dan fungsi Perangkat 
g dipimpinny1 

; 

kan dan � melihara Barang Milik 
g berada dal penguasaannya; 

f. mengaju pemanfaatan dan 
pemind g Milik Daerah berupa 
tanah d / atau bangu yang tidak memerlukan 
persetuj:uian DPRD dan arang Milik Daerah selain 
tanah dan/ atau bangun . 

I 
g. menyerah an Barang Milik aerah berupa tanah dan/atau 

' bangunan yang tidak di nakan untuk kepentingan 
penyelen araan tugas danl ungsi Perangkat Daerah yang 
dipimpinn a dan sedang ti ak dimanfaatkan Pihak Lain 
kepada W · Kota melalui Pe1 

gelola Barang; 

_, 
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laporan barang pengguna 

I 
I 
I dan Pe�ghapusan Barang 

I I 
awasan, I dan pengendalian 

I Daerah yang berada dalam 

h. mengajukan usul Pemusnah 
Milik Daer 

i. melakukan pembinaan, pen 
atas penggu aan Barang Mil" 
penguasaan ya;dan 

j. menyusun an menyampaik 
I semesteran dan laporan bar g pengguna tahunan yang 

berada dal penguasaannya ,cepada Pengelola Barang. 

dan 
pad a 

Pejabat oleh 

kebutuhan 
Milik Daerah 

12 

melimpahkan sebagian 
g jawab kepada Kuasa 

Barang 
aan Penggun 

a.menyia 
I pengan aran Baran 

Penggu a Barang; I 
b. meneli · usulan permo onan penetapan status 

I penggu aan barang y g diperoleh dari beban 
' APBD d perolehan 1 · nya yang sah; 
I 

pencatatan 1 Inventarisasi Barang 
erah yang dil sanakan oleh Pengurus 
an/atau Pen I rus Barang Pembantu; 

(1) Pengguna 
Penataus 

(2) Pejabat 
sebagaim 
oleh Wali 

Pas 

(1) Pengguna Bardanang 
tan daggu paJ.1 

kewenang 
Pengguna arang. 

(2) Pelimpah sebagian kel enangan dan tanggung 
jawab epada Kuas Pengguna Barang 
sebagaim a dimaksud I ada ayat (1) ditetapkan 
oleh Wali ota atas usul Pi· ngguna Barang. 

(3) Penetapan Kuasa Periggih a Barang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) b dasarkan jumlah barang 
yang dik lola, beban k rja, lokasi, kompetensi, 
dan/ atau rentang ken1 

a1i dan pertimbangan 
objektif 1 · ya. I 

Bagi Kelima 
ejabat Penatau1 

ahaan Pengguna Barang 
Pl sal 13 

I 
ban tu 

(3) 

Pengguna Barang 
a dimaksud ada ayat (1) ditetapkan 

ota atas usul � ngguna Barang. 
Penatausaha Pengguna Barang 
a dimaksud p da ayat (2) yaitu pejabat 

yang me bidangi fungsi I engelolaan barang milik 
dearah pa. a pengguna b , ang. 

(4) Pejabat Barang sebagaimana 
dimaksud (2) berwenang dan 
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arang; 
an menyiapkan bahan 
an dalam penyusunan 
pemeliharaan/ perawatan 

13 

enatausaha 
tu meneliti 

gan persetu 
kebutuhan 

n pengajuan sulan pemanfaatan dan 
tanganan B,<:U1;;,. 1ug Milik Daerah berupa 
dan/atau I gun� yang tidak 

kan persetuju I DPRD clan Barang Milik 
' elain tanah d / atau bangunan; 

d.menyus 
pemind 
tan ah 

e. mengus lkan rencana enyerahan Barang Milik 
Daerah berupa tanah an/ a tau bangunan yang 
tidak digunakan untuk kepentingan 
penyele ggaraan tuga dan fungsi Pengguna 
Barang dan sedang t dak dimanfaatkan oleh 
Pihak L . ; I 

f. menyia kan usulan Pemusnahan dan 
Pengha usan Barang 114: ik Daerah; 

g. meneliti laporan barang semesteran dan tahunan 
yang ilaksanakan I leh Pengurus Barang 
dan/ at Pengurus Brur g Pembantu; 

h. membe ikari persetuju atas Surat Permintaan 
Barang dengan men bitkan Surat Perintah 
Penyalu an Barang un k mengeluarkan Barang 
Milik D erah dari gud I g penyimpanan; 

i. dan memve ikasi Kartu Inventaris 
setiap semester dan setiap tahun; 

j. an verifikasi s: bagai dasar memberikan 
persetuj an atas peruo han kondisi fisik Barang 
Milik D erah; dan l 

k. meneliti laporan mutast barang setiap bulan yang 
disamp · an oleh Pe1t rus Barang Pengguna 
dan/at Pengurus Bi g Pembantu. 

Bagian �< enam 
Pengurus Baral g Pengelola 

Pasall 4 

(1) Pengurus Barang ngelola sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 8 yat (2) huruf e angka 1, 
ditetapk oleh Wali ota atas usul Pejabat 
Penataus aan Barang. I 

(2) Pengurus lsarang Pengelo sebagaimana dimaksud 
pada ayai_ (1) adalah � jabat yang membidangi 
fungsi p gelolaan Bar g Milik Daerah pada 
Pejabat Pe atausahaan B1 

ang. 
(3) Pengurus arang Pengelo sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) berwenang d bertanggungjawab: 
a. memb tu meneliti '. an menyiapkan bahan 

gan persetuj an dalam penyusunan 
kebutuhan B ang Milik Daerah kepada 



Pejabat kepada 
! 
i 

pengajuan usulan 
indahtanganan Barang 
rlukan persetujuan Wall 

ah 

I 

penyele 
Daerah 
Lain ke 

e. menyia 
Daerah 
tel ah 
tidak 

Barang Milik Da 
Penatau ahaan Barang 

c. menyia kan 
Pemarif atan dan Pe 
Milik D erah yang me 
Kota; 

d. meneliti dokumen penggunaan, 
pemanf atan, pemusn an, dan penghapusan 
dari engguna Ba) ang, sebagai bahan 
pertimb gan oleh I ejabat Penatausahaan 
Barang dalam pe gaturan pelaksanaan 

I aan, pemanfa tan, pemusnahan, dan 
usan Barang ik Daerah; 
kan bahan l'.j ncatatan Barang Milik 
berupa tanah an/ atau bangunan yang 
serahkan dari Pengguna Barang yang 

digunakan untuk kepentingan 
ggaraan tugas dan fungsi Perangkat 

' dan sedang �, ak dimanfaatkan Pihak 
ada Wall Kota elalui Pengelola Barang; 

sli kepemilikan Barang f. 

sebagaimana dimaksud 
f e angka 2, ditetapkan 

gguna Barang. 

g. menyim an salinan 9 Barang 
Penggu a/Kuasa Peng na Barang; 

' h. melaku an rekorisi asi dalam rangka 
nan laporan B I ang Milik Daerah; dan 

i. mereka itulasi dan me ghimpun laporan Barang 
Penggu , a semesteran d tahunan serta laporan 
Barang ilik Daerah. I 

(4) Pengurus arang Pengelol secara administratif dan 
secara fungsional ertanggungjawab atas 
pelaksana tugasnya * pada Pengelola Barang 
melalui Peiabat Penataus aan Barang. 

(5) Dalam melaksan an tugas dan fungsi 
administr si Pengurus I arang Pengelola dapat 
dibantu o !eh Pembantu P ngurus Barang Pengelola 
yang dit tapkan oleh Pejabat Penatausahaan 
Barang. 

(6) Pengurus Barang Penge ola dilarang melakukan 
kegiatan erdagangan, pe erjaan pemborongan dan 
penjualan jasa atau be. · dak sebagai penjamin 
atas kegi tan/pekerjaan/, enjualan tersebut yang 
anggaran ya dibebankan 

1 
· ada APBD. 

Bagian Ke juh 
engurus Baran1 Pengguna 

Pasal i 
(1) Pengurus arang PengguJ 

dalam Pas 8 ayat (3) hu 
oleh Wall K ta atas usul P 

-· 

14 



dokumen rencana 
ggarari Barang Milik 

ermohonan penetapan 
ang Milik Daerah yang 
APBD dan perolehan 

enyerahan Barang Milik 
an/ a tau bangunan yang 

untuk kepentingan 
dan fungsi Pengguna 

ak dimanfaatkan Pihak 

I 
I 

sebagaimana dimaksud 
I bertanggungjawab: 
I 

arang semesteran dan 

meriyrap 
dan 

laporan 

an 
Daerah; 

b. menyia kan usulan 
status , enggunaan B 
diperole dari beban 
lainnya ang sah; j 

akan pencat tan dan Inventarisasi 
Barang ilik Daerah; [ 

d. memb tu mengaman Barang Milik Daerah 
I yang be ada pada Peng na Barang; 

dokum pengajuan usulan 
pemanf atan dan pe indahtanganan Barang 
Milik D erah berupa t ah dan/atau bangunan 

memerlukan persetujuan; 
an Barang Ml· Daerah selain tanah 

dan/ at u bangunan. 
f. menyia kan dokumen 

Daerah berupa tanah 
tidak digunakan I 
penyele ggaraan tuga 
Barang dan sedang ti 
Lain; I 

g. menyia . kan dokumr pengajuan usulan 
an dan pe hapusan Barang Milik 

(2) Pengurus ang Penggun 
pada ayat ( ) , berwenang d 

kan permoho an persetujuan kepada 
Penatausaha Pengguna Barang atas 
an kondisi fiJ Barang Milik Daerah 
kan pengecek I fisik barang; 

n. mengaj 
Pejabat 
perub 
berda 

i. Surat intaan Barang (SPB) 
kan nota pe taan barang; 

j. kan Surat (SPB) 
Pejabat enatausahaan Barang 

a; I 
k. menyer kan barang b rdasarkan Surat Perintah 

Penyalu an Barang : PPB) yang dituangkan 
dalam erita acara pen erahan barang; 

1. membu t Kartu In 
I 

Ruangan (KIR) 
an dan tahun · ; 

· label Barang I ilik Daerah; 

o. melaku an stock opna e barang persediaan; 
p. men an dokumen, antara lain : fotokopi/ 

salinan dokumen ke emilikan Barang Milik 
Daerah dan menyim I an asli/fotokopi/ salinan 
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dokume penatausaha 
q. melaku an 

i 

' . asi dalam rangka 
I ' penyus nan laporan �ang Pengguna Barang 

dan lap ran Barang Mi · Daerah; dan 
r. membu si barang setiap bulan 

yang isampaikan ada Pengelola Barang 
melalui Pengguna B g setelah diteliti oleh 
Pejabat enatausahaan engguna Barang. 

(3) Pengurus arang Penggu · a sebagaimana dimaksud 
pada ayat 2) secara admi istratif bertanggungjawab 
kepada P ngguna Bar� dan secara fungsional 
bertanggu gjawab at� I pelaksanaan tugasnya 
kepada Pengelola B ang melalui Pejabat 
Penataus aan Barang. 

( 4) Dalam tugas dan fungsi 
administr si, Pengurus arang Pengguna dapat 
dibantu ol h Pembantu P ngurus Barang Pengguna 
yang ditet pkan oleh Pen na Barang. 

(5) Pengurus Barang Peng . na dilarang melakukan 
kegiatan erdagangan, p9 erjaan pemborongan dan 
penjualan jasa atau be indak sebagai penjamin 
atas kegi tan/pekerjaanJ enjualan tersebut yang 
anggaran ya dibebankan.11 ada APBD. 

Bagian Ke! lapan 
I engurus Barj Pembantu 

Pas416 
(1) Pengurus Barang mbantu sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf e angka 3 
ditetapk oleh Wali ota atas usul Kuasa 
Pengguna Barang melalui engguna Barang. 

(2) an Pengu Barang Pembantu 
sebagaim a dimaksud ada ayat (1) dilakukan 
berdasark pertimban jumlah barang yang 
dikelola, eban kerja, lok si, kompetensi dan/ atau 
rentang k ndali dan pert· bangan objektif lainnya. 

(3) Barang mbantu sebagaimana 
pada ayat (1), berwenang dan 

gjawab: 
kan dokumen rencana kebutuhan dan 
aran Barang ilik Daerah; 

b. menyia kan usulan permohonan penetapan 
status enggunaan B ang Milik Daerah yang 
diperol dari beb APBD dan perolehan 
lainnya yang sah; 

c. melaks akan penca tan dan inventarisasi 
ilik Daerah; 
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d. memb tu mengaman 
yang be ada pada Kuas 

dokum 
dan 

Barang Milik Daerah 
I Pengguna Barang; 
. pengajuan usulan 
'indahtanganan Barang 
ah dan/atau bangunan 
persetujuan DPRD dan 

selain tanah dan/ atau 

pengajuan usulan 
apusan Barang Milik 

f. menyia kan dokumen enyerahan Barang Milik 
Daerah berupa tanah an/ atau bangunan yang 
tidak digunakan I untuk kepentingan 
penyele ggaraan tuga dan fungsi Kuasa 
Penggu a Barang dan J dang tidak dimanfaatkan 
PihakL . · 

' 

pemusn an 
Daerah; 

h.menyus laporan b ang semesteran dan 
tahun I 

i. menyia kan Surat Pe mintaan Barang (SPB) 
L berdas kan nota perrm taan barang; 

j. mengaj kan Surat P1 mintaan Barang (SPB) 
kepada�uasa Penggun Barang; 

k. menyer kan barang b rdasarkan Surat Perintah 
Penyalu an Barang PPB) yang dituangkan 
dalam berita acara pen rahan barang; 

1. membu t Kartu InJ ntaris Ruangan (KIR) 
semeste an dan tahun I 

I 
m. membe label Barang � · ik Daerah; 
n. mengaj kan permoho an persetujuan kepada 

Pejabat enatausahaad Pengguna Barang melalui 
Kuasa Pengguna B ang atas perubahan 
kondis · sik Barang I ilik Daerah pengecekan 
fisik b ang; I 

an stock opnai e barang persediaan; 
p. men an dokumen antara lain: fotokopi/ 

salinan dokumen k1 emilikan Barang Milik 
Daerah dan menyim an asli/fotokopi/salinan 
dokumr penatausaha ; 

q. melaku an rekonsil asi dalam rangka 
penyus nan laporan j arang Kuasa Pengguna 
Barang an laporan B fFg Milik Daerah;dan 

r. membu t laporan mua:-�i barang setiap bulan 
yang isampaikan �ada Pengguna Barang 
melalui Kuasa Penggu . a Barang setelah diteliti 
oleh P9abat Penatau� aan Pengguna Barang 
dan Pe gurus Barang � ngguna. 

(4) Pengurus arang Pemb tu, baik secara langsung 
maupun tidak langs g drlar'arig melakukan 
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kegiatan erdagangan pe erjaan pemborongan dan 
penjualan jasa atau be '· dak sebagai penjamin 
atas kegi tan/pekerjaan 

1enjualan tersebut yang 
anggaran a dibebankan 

1ada APBD. 

(1) Perencan� kebutuhan Barang Milik Daerah 
disusun dengan me I perhatikan kebutuhan 
pelaksana tugas dan I ungsi Perangkat Daerah 
serta kete1sediaan Baranf Milik Daerah yang ada. 

(2) Ketersedi an Barang M ik Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) erupakan Barang Milik 
Daerah y g ada pada Pl ngelola Barang dan/ atau 
Pengguna Barang. 

(3) Perencan an Barang M · Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( ) dan ayat (2) harus 
mericerrm kan kebutuh riil Barang Milik Daerah 
pada Per gkat Daerah I ehingga dapat dijadikan 
dasar d am penyusu an RKBARANG MILIK 
DAERAH. 

Pasal 18 
(1) kebutuhan Barang Milik Daerah 

dilaksan an setiap tah1 n setelah rencana kerja 
Perangkat Daerah ditetap 

(2) Perencan an kebutuh� sebagaimana dimaksud 
pada aya (1) merupak salah satu dasar bagi 
Perangkat Daerah dalanh pengusulan penyediaan 
anggaran ntuk kebutuh1 baru (rteusinitiatiue} dan 

I angka da (base firie) s rta penyusunan rencana 
kerja dan ggaran. I 

Pasal 19 
(1) kebutuhJ Barang Milik Daerah 

· ada rencana ke · a Perangkat Daerah. 
(2) Perencan an kebutuh� sebagaimana dimaksud 

pada ay t (1), kecua · untuk Penghapusan, 
berpedom pada: 
a. standar barang; 
b. stand kebutuhan;d / atau 

harga. I 

(3) Standar arang sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) huruf a merupakanl spesifikasi barang yang 
ditetapk sebagai acuan penghitungan pengadaan 
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perencanaan dalam 

sebagaimana dimaksud 
rupakan satuan jumlah 
an sebagai acuan 

an penggunaan Barang 
erencanaan kebutuhan 
erangkat Daerah. 

a dimaksud pada ayat (2) 
harga yang ditetapkan 
Barang Milik Daerah 

han. 

Barang Milik 
kebutuh 

(4) Standar k butuhan bar 
pada ayat (2) huruf b m 
barang yang dibut I 
perhitung pengadaan 
Milik Da rah dalam 
barang mi ik daerah pada 

(5) Standar h ga sebagaim 
huruf c m rupakan bes 
sebagai I uan pengada 
dalam per ncanaan kebu 

(6) Ketentu mengenai s, barang, standar 
kebutuh dan stan� harga sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) di etapkan oleh Wali Kata. 

dan standar kebutuhan 
Pasal 19 ayat (2) huruf a dan 
berkoordinasi dengan dinas 

an sebagaimana dimaksud 
f b mempedomani peraturan 

ang dan/ ata:\ Kuasa Pengguna Barang 
RKBARANG ILIK DAERAH pengadaan 
Daerah memp domani standar barang, 

tuhan dan/ ata standar harga. 

Pengguna B 
mengusulk 
Barang Mili 
standar keb 

(1) Penetapan standar kebutu 
dalam Pas 19 ayat (2) hu 
perundang- ndangan. 

(2) Penetapan 
sebagaiman dimaksud dal 
huruf b d akukan 
teknis ter t. 

(1) Pengguna Barang mengh pun usulan RKBARANG 
MILIK D RAH yang diajukan oleh Kuasa 
Pengguna Barang yan� berada di lingkungan 
Perangkat Daerah yang d impinnya. 

(2) Barang enyampaikan usulan 
MILIK DAE H sebagaimana dimaksud 

pada ayat ( 1) kepada Pen1 lola Barang. 
(3) Pengelola Barang mel kan penelaahan atas 

usulan BARANG MILf DAERAH sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) lb rsama Pengguna Barang 
dengan m mperhatikan I ta barang pada Pengguna 
Barang d / atau Pengelo� Barang. 

(4) Data bar g pada Pen na Barang dan/ a tau 
Pengelola Barang, seba aimana dimaksud pada 
ayat (3) tara lain: 
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a. laporan Daftar Barang fngguna bulanan; 
b. laporan Daftar Barang engguna semesteran; 

I , 

c. laporan Daftar Barang engguna tahunan; 
I d. laporan Daftar Barang engelola bulanan; 

e. laporan Daftar Barang engelola semesteran; 
I 

f. laporan Daftar Barang engelola tahunan; 
g. laporan Daftar Barang ilik Daerah semesteran; 

dan 
h. laporan Daftar Barang ilik Daerah tahunan. 

(5) Pengelola Barang dal� melakukan penelaahan 
sebagaim a dimaksud pada ayat (3) dibantu 
Pejabat enatausahaan Barang dan Pengurus 
Barang Pe gelola. 

(6) Pejabat Penatausaha5 Barang sebagaimana 
dimaksud pada ayat. (5� merupakan anggota Tim 
Anggaran emerintah Daj ah. 

(7) Hasil pen laahan sebagai ana dimaksud pada ayat 
(3) meru akan dasar enyusunan RKBARANG 
MILIKD RAH. 

Pasal 23 
ILIK DAERAH I ang telah ditetapkan oleh 

Pengelola B ang diguriake' oleh Pengguna Barang 
sebagai da ar penyusun Rencana Kerja dan 
Anggaran Pe angkat Daerahj 

Pasai 24 

g berada dalam kondisi 

g sedang dalam status 

sedang menjadi objek 

pemeliharaan Barang 
diusulkan oleh Pengguna 

Pengguna Barang 

(1) RKBARANG MILIK DAE 
Milik Dae ah tidak dapa 
Barang dan/atau K 
terhadap: 
a. Barang Milik Daerah .1 

rusak b rat; 
b. Barang Milik Daerah y 

penggu aan sementaraj 
c. Barang Milik Daer yang sedang dalam 

status untuk diopera ikan oleh Pihak Lain; 
dan/at u I 

d. Barang ilik Daerah yj 
pemanf atan. 

(2) RKB G MILIK DAE pemeliharaan Barang 
Milik Dae ah sebagaimari dimaksud pada ayat (1) 
huruf b, diusulkan ole1 Pengguna Barang yang 
menggun an sementaraf, arang Milik Daerah. 

(3) RKBARANG MILIK DAE pemeliharaan Barang 
Milik Dae ah sebagaimait dimaksud pada ayat (1) 
huruf d ti ak termasuk p manfaatan dalam bentuk 
pinjam p ai dengan j I ka waktu kurang dari 6 
(enam) bu an. 
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Kedua, 
I 

ebutuhan Barang Milik 
I ' erah ' 
! 

pi al 25 
kebutuhan Barang Milik Daerah 

p Perencana 
D 

(1) 

Barang Milik Daerah; 
aan pemelih� an Barang Milik Daerah; 

c. perenc aan pemanfa n Barang Milik Daerah; 
d.perenc aan pemind tang an an Barang Milik 

Daerah; dan 
e. perenc aan penghap an Barang Milik Daerah. 

(2) Perencan an pengadaan Barang Milik Daerah 
sebagaim a dhnaksutt pada ayat (1) huruf a 
dituangk dalam do en RKBARANG MILIK 
DAERAH engadaan. 

(3) an pemelihara Barang Milik Daerah 
a dimaksuti pada ayat (1) huruf b 

dalam do en RKBARANG MILIK 

(4) Perencan 
emeliharaan. I 

· Barang Milik Daerah an pemanfaat 
sebagaim a dhnaksuJ pada ayat (1) huruf c 
dituangk dalam do en RKBARANG MILIK 
DAERAH emanfaatan. 

(5) Perencan an pemindah ganan Barang Milik 
Daerah se agaimana � sud pada ayat (1) huruf 
d dituan an dalam do men RKBARANG MILIK 
DAERAH emindahtang 

(6) Perencan an penghapus Barang Milik Daerah 
sebagaim a dimaksuu pada ayat (1) huruf e 
dituangk dalam do en RKBARANG MILIK 
DAERAH enghapus=j ( (7) Ketentu mengenru aa cara perencanaan 
kebutuh Barang M" · Daerah pada Pengguna 
Barang an Pengelolt, Barang sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan sesuai 
ketentuan peraturan pe dang-undangan. 

Tata Cara 
Pen 

(1) Kuasa Pen 
MILIK D 
lingkungan 

Bagian etiga 
enyusunan RK ARANG MILIK DAERAH 
adaan Barang ' ilik Daerah Pada 

Penggunal arang 
Pasal ! 

guna Barang 
� 

nyusun usulan RKBARANG 
RAH Pengadaari Barang Milik Daerah di 
uasa Pengguna arang yang dipimpinnya. 
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(2) Kuasa Pe 
RKBARANG 

gguna B=l menyampaikan usulan 
MILIK DAE I Pengadaan sebagaimana 

da ayat (1) kep �a Pengguna Barang paling 
kedua bulan 

Pasal 27 

Pengguna Barang dan/ atau 
engguna Barang; dan 

c. 
d. kegia 
e. data d tar barang pad 

daftar b ang pada Kuasa 

( 1) Pengguna arang melakuka penelaahan atas usulan 
RKBARANG MILIK DAERAH engadaan yang disampaikan 
oleh Kuasa engguna Barang I ebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 26 ay t (2) pada mmwJ etiga bulan Mei. 

(2) Dalam pen laahan usul� I KBARANG MILIK DAERAH 
pengadaan fang disampaik� leh Kuasa Pengguna Barang 
sebagaiman dimaksud pada ayat (1), Pengguna Barang 
mengikutse akan Pejabat I Penatausahaan Pengguna 
Barang dan Pengurus Barang Pengguna untuk melakukan 
review ter adap kebenar8:} dan kelengkapan usulan 
RKBARANG MILIK DAERAH P ngadaan. 

I 
(3) Penelaahan atas usulan KBARANG MILIK DAERAH 

Pengadaan ang disampaik� leh Kuasa Pengguna Barang 
sebagaiman dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk 
memas · kebenaran data I asukan (input) penyusunan 
usulan R \'\RANG MILIK DA RAH Pengadaan yang paling 
sedikit me ertimbangkan: 

J 

a. kesesuai program p rencanaan dan standar 
sebag · ana dimaksud dal Pasal 19 ayat (1) dan ayat 
(2); dan 

b. ketersedi M ik Daerah di lingkungan 
Penggun 

(4) Hasil penel an atas usu! RKBARANG MILIK DAERAH 
Pengadaan ang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang 
sebagaiman dimaksud pad ayat (3) digunakan oleh 

I Pengguna arang dalam m nyusun RKBARANG MILIK 
DAERAH P ngadaan Barang Milik Daerah pada tingkat 
Pengguna B ang yang paling: edikit memuat informasi: 
a. nama K asa Pengguna B I ang; 
b. 

f. rencana kebutuhan peng] aan barang yang disetujui. 

Pasal 28 

(1) Hasil penel ahan Pengguna B ang atas usulan RKBARANG 
MILIK DAE H Pengadaan J g disampaikan oleh Kuasa 
Pengguna arang sebagaim I a dimaksud dalam Pasal 27 
ayat (4) di datangani Pen na Barang. 
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mpat 
RANG MILIK DAERAH 
ah Pada Pengguna Barang 

nyusun RKBARANG MILIK 
I 
I Milik Daerah berdasarkan 
a dimaksud pada ayat ( 1) 

I • gguna Barang paling lambat 

Pemelihara 

(2) Kuasa Pen guna Barang 
DAERAH P ngadaan Baran 
hasil penel ahan sebagaim 
untuk dis paikan kepada P 

pat bulan Mei. 

Bagian K 
Penyusunan R 
Barang Milik Da 

(1) Kuasa Pen guna Barang m yusun usulan RKBARANG 
MILIK DAE AH Pemelihara Barang Milik Daerah di 

I 

lingkungan uasa Pengguna ' ang yang dipimpinnya. 
(2) Kuasa P ngguna Bar�? menyampaikan usulan 

RKBARANG MILIK DAERJ\.t:\ Pemeliharaan sebagaimana 
dimaksud ada ayat ( 1) kep1 da Pengguna Barang paling 
lambat min u kedua bulan i. 

penelaahan atas usulan 
Pemeliharaan yang 

gguna Barang sebagaimana 
at (2) pada minggu ketiga 

oleh Kuasa Pe 
alam Pasal 29 

disampaik 
dimaksud 
bulan Mei. 

Pasal 30 
( 1) Pengguna . arang melakuka 

RKBARANG MILIK DAE1 

a dimaksud pada ayat (3) 
Barang dalam menyusun 
Pemeliharaan Barang Milik 
arang yang paling sedikit 

(3) Penelaahan 
Pemelihara 
Barang seb 
untuk me 

(2) Dalam pen laahan usulan KBARANG MILIK DAERAH 
pemelihar usulan R ARANG MILIK DAERAH 
Pemelihara yang disamp I an oleh Kuasa Pengguna 
Barang seb gaimana dimakJ d pada ayat (1), Pengguna 
Barang engikutsertakanl Pejabat Penatausahaan 
Pengguna arang dan Pengu us Barang Pengguna untuk 
melakukan enelitian terhada kebenaran dan kelengkapan 

RANG MILIK DA RAH pemeliharaan. 
atas usulan KBARANG MILIK DAERAH 

yang disampt an oleh Kuasa Pengguna 
gaimana dimaks d pada ayat (2) diutamakan 
astikan kebend an data masukan (input) 

penyusuna RKBARANG �I IK DAERAH pemeliharaan 
yang palin sedikit mengac pada daftar barang Kuasa 
Pengguna B ang yang memli t informasi mengenai barang 
yang dipeli a. 

(4) Hasil penel 
digunakan oleh Pengguna 
RKBARANG MILIK DAERA 
Daerah tin kat Pengguna 
memuat infi rmasi: 
a. asa Pengguna B 
b. gguna Barang; 
c. nama b ang yang dipelih ra; 
d. usulan ebutuhan pemelif aan; dan 
e. rencana kebutuhan Bar Milik Daerah yang disetujui. 
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Pasal 31 

Barang atas usulan 
Pe'meliharaan yang 

gguna Barang sebagaimana 
(4) ditandatangani Pengguna 

Barang. 
(2) Kuasa Pen guna Barang nyusun RKBARANG MILIK 

DAERAH P meliharaan Bara g Milik Daerah berdasarkan 
basil penel ahan sebagaim I a dimaksud pada ayat (1) 
untuk dis paikan kepada Pr · gguna Barang paling lambat 
minggu kee pat bulan Mei. 

Pasal 32 
(1) Pengguna B ang menghimpu RKBARANG MILIK DAERAH 

Pengadaan an RKBARANG ILIK DAERAH Pemeliharaan 
dari Kuasa engguna Barang ebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 28 ay t (2) dan Pasal 3 ayat (2) untuk disampaikan 
kepada Pen elola Barang. 

(2) Penyampai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilengkapi urat pengantar KBARANG MILIK DAERAH 
yang ditan atangani oleh engguna Barang dan data 
barang seb . aimana dimaks4 dalam Pasal 22 ayat (4). 

(3) Penyampai RKBARANG M] nc DAERAH Pengadaan dan 
RKBARANG MILIK DAERAH Pemeliharaan sebagaimana 
dimaksud ada ayat ( 1) ol� Pengguna Barang kepada 
Pengelola arang dilakukanj selambat-lambatnya minggu 
kesatu bul Juni. 

Bagian · lima 
Tata Cara Pen laahan RKBARA�G MILIK DAERAH Pengadaan 

Bar g Milik Daerah P da Pengelola Barang 
Pas ·33 

( 1) Hasil pe elaahan 
RKBARANG MILIK 
disampaik oleh Kuasa Pe 
dimaksud d am Pasal 30 ay 

(1) Penelaahan atas RKBARANG MILIK DAERAH Pengadaan 
Barang Mi · Daerah dilakuk I terhadap: 
a. Relevan i program deng1 rencana keluaran (output) 

Penggu a Barang; 
b. Optim sasi penggunaa Barang Milik Daerah yang 

berada ada Pengguna B g; dan 
c. Efektivit s penggunaan arang Milik Daerah yang 

berada pada Penggu1j1 Barang telah sesuai 
peruntu annya dalam ra gka menunjang tugas dan 
fungsi S PD. I 

(2) Penelaahan atas RKBARAN MILIK DAERAH Pengadaan 
Barang M' · Daerah sebag · ana dimaksud pada ayat (1) 
paling sedi t memperhatikanc 
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rencanaan dan standar 
I i 
1 am Pasal 19 ayat (1) dan 

program 
dimaksud 

barang pada Pengguna Barang dan/atau 
ang pada Kuasa engguna Barang; dan 
ebutuhan penga aan barang yang disetujui. 
sanakan penel an Barang Milik Daerah 
dirnaksud pad! ayat (1), Pengelola Barang 

akan Pejabat enatausahaan Barang dan 
arang Pengelol untuk rnenyiapkan dan 

pertirnbangan terhadap kebenaran dan 
usulan paling rnbat rninggu kedua bulan 

a. 

d. 
e. 

f. 
(4) Dalam rnel 

sebagaiman 
rnengiku tse 
Pengurus 
rnernberik 
kelengkap 
Juni. 

I 
b. ang sebagaiman dirnaksU:d dalam Pasal 22 

(3) Penelaahan atas 

RKBARANJ 

MILIK DAERAH Pengadaan 
Barang Mi · Daerah sebag · ana dimaksud pada ayat (2) 
dituangkan dalam Hasil Pe elaahan RKBARANG MILIK 
DAERAH P ngadaan Baran, Milik Daerah yang paling 
sedikit rnern at: 
a. nama K asa Pengguna Bar g; 
b. gguna Barang; 
c. 

Pasal 34 

Pengadaan sebagaimana 
aikan oleh Pengguna Barang 
ing lambat rninggu ketiga 

RKBARANG MILIK DAERAH 
penelaahan sebagaimana 

MILIK DAERAH Pengadaan 
gguna Barang sebagaimana 

yat (3) ditandatangani oleh 

(3) RKBARANG MILIK DAE 
dirnaksud p da ayat (2) dis� 
kepada Pe gelola Barang � 
bulan Juni. [ 

Bagian Ke 

( 1) Hasil Penel ahan RKBARAN , 
Barang Mili Daerah dari P 
dirnaksud alam Pasal 33 
Pengelola B ang. 

(2) Pengguna arang rnenyusu 
Pengadaan berdasarkan ha · 
dirnaksud p da ayat (1). 

Tata Cara Penela an RKBARANG ILIK DAERAH Perneliharaan 
Baran Milik Daerah Pa Pengelola Barang 

Pasal 35 

(1) Penelaahan tas RKBARANG ILIK DAERAH Perneliharaan 
Barang Milik Daerah dilakuk , untuk rnelakukan telaahan 
terhadap da Barang Milik Di\. rah yang diusulkan rencana 
pernelihara nya. 
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(2) Penelaahan tas RKBARANG ILIK DAERAH Pemeliharaan 
Barang Milik Daerah sebag · : a dimaksud pada ayat (1) 
sekurang-ku angnya memper tikan daftar barang pada 
Pengguna B ang yang memu t informasi mengenai status 
barang dan k ndisi barang. I 

(3) Penelaahan tas RKBARANG } ILIK DAERAH Pemeliharaan 
Barang Milik Daerah sebaga.llf a dimaksud pada ayat (2) 
dituangkan alam hasil per laahan RKBARANG MILIK 
DAERAH Pe eliharaan Baran Milik Daerah yang paling 
sedikit mem at: I 
a. nama Ku sa Pengguna Bar 
b. nama Pe gguna Barang; 
c. nama bar g yang dipeliha 
d. usulan k butuhan pemelih .aan; dan 

I e. rencana ebutuhan Baran� ilik Daerah yang disetujui. 
(4) Dalam mel sanakan penela an Barang Milik Daerah 

sebagaimana dimaksud padai ayat (1), Pengelola Barang 
mengikutse an Pejabat � natausahaan Barang dan 
Pengurus arang PengeloJ untuk menyiapkan dan 
memberikan pertimbangan terhadap kebenaran dan 
kelengkapan usulan R RANG MILIK DAERAH 
Pemelihara yang dilaksan I an paling sedikit minggu 
kedua bulan 

Pasal 36 

(1) Hasil Penela ILIK DAERAH Pemeliharaan 
Barang M' · Daerah dari Pe gguna Barang sebagaimana 
dimaksud d am Pasal 35 a at (3) ditandatangani oleh 
Pengelola B ang. l (2) Pengguna B ang menyusun RKBARANG MILIK DAERAH 
Pemelihara berdasarkan h i1 penelaahan sebagaimana 
dimaksud pa a ayat (1). 

(3) RKBARANG MILIK DAERAH Pemeliharaan sebagaimana 
dimaksud pa a ayat (2) disam aikan oleh Pengguna Barang 
kepada Peng Iola Barang palin lambat minggu ketiga bulan 
Juni. 

Pasal 37 

(1) RKBARANG MILIK DAERAH engadaan dan RKBARANG 
MILIK DAE Pemelihara� Barang Milik Daerah dari 

ang sebagaim dimaksud dalam Pasal 34 
ayat (3) dan asal 36 ayat (3) d etapkan menjadi RKBARANG 
MILIK DAE pemerintah dal ah oleh Pengelola Barang. 

(2) RKBARANG MILIK DAERAH engadaan dan RKBARANG 
MILIK DAE H Pemeliharaan ebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dite pkan paling 1 bat minggu keempat bulan 
Juni. 
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DAE RAH 

perubahan 

DAERAH 
dilakukan 

MILIK 

elapan . 
1ARANG ,MILIK DAERAH 
I 
38 

alam Pasal 21 sampai 
secara mutatis mutandis 
perubahan RKBARANG 

Bagi.an Ke 
Perubahan R 

Pas 

RKBru·v-1u 
a dimaksud 

sal 24 berlaku 

Bagi.an esembilan 
P nyusunan RK G MILIK DAERAH 

Untuk ndisi Darurat t sal 39 
(1) setelah baas akhir penyampaian 

MILIK D I RAH terdapat kondisi 
darurat, engusulan pe ediaan anggaran untuk 
kebutuh baru dan pe yediaan anggaran angka 
dasar dal rangka renc a pengadaan dan/atau 
rencana pemeliharaan Barang Milik Daerah 
dilakukan berdasarkan ekanisme penganggaran 
sesuai ket ntuan peratur perundang-undangan. 

(2) Kondisi d rat sebagai I ana dimaksud pada ayat 
(1) melipu i bencana alJ dan gangguan keamanan 
skala bes . 

(3) Hasil engusulan penyediaan anggaran 
sebagaim a dimaksud pada ayat (1) harus 
dilapor oleh Pengguni Barang kepada Pengelola 
Barang bersamaan dengan penyampaian 
RKB G MILIK DAE I H Perubahan dan/atau 
RKB G MILIK DAE� tahun berikutnya. 

(4) sebagaimana , lmakaud pada ayat (3) 
digunak oleh Pengelol Barang sebagai bahan 
pertimb gan tambah� dalam penelaahan atas 
RKBARANG MILIK DAE yang disampaikan oleh 
Pengguna Barang be I angkutan pada APBD 
Peru bah tahun angg an berkenaan dan/ atau 
APBD tah n anggaran be ikutnya, 

(3) Penyusun 
sebagaim 
dengan P 
terhadap 
MILIKD 

(2) 

(1) 

27 



Daerah dilaksanakan 
, efektif, transparan dan 
akuntabel. 
Barang Milik Daerah 

ketentuan peraturan 

Barang 
prinsip efiei 

rsaing, adil, dli 
pengada 

dilakukan sesuai deng 
-undangan. 

(2) 

(1) 

Pasal 1 

(1) Pengguna Barang 
wajibl 

menyampaikan laporan 
hasil pen adaan Barang ilik Daerah kepada W ali 
Kota mel ui Pengelola B ang Milik Daerah untuk 

I ditetapk status penggu aannya. 
(2) Laporan asil pengada Barang Milik Daerah 

sebagaim a dimaksud ada ayat (1), terdiri dari 
laporan s esteran dan t unan. 

BAB 
PENGGU AAN 

Pasal 2 
(1) Status pe ggunaan Bar� Milik Daerah ditetapkan 

dengan K putusan Wali K( ta. 
(2) Wali Kota dapat mendeld asikan penetapan status 

pengguna atas Barang ilik Daerah selain tanah 
dan/atau bangunan kondisi tertentu 
kepada Pe gelola Barang. 

(3) Kondisi te entu sebagai ana dimaksud pada ayat 
(2), an tar lain adalah , ang Milik Daerah yang 
tidak me punyai bukti epemilikan atau dengan 
nilai terte tu. 

(4) Nilai terte tu sebagaim� dimaksud pada ayat (3) 
ditetapk oleh Wali Kot1. 

(5) Penetap status penggu aan Barang Milik Daerah 
sebagaim a dimaksud I ayat (1) dan ayat (2) 
dilaksan an secara tahtn an. 

Milik Barang 
aerah meliputi: (1) Pengguna n Barang Mil" 

a. penetapan status p] 
Daerah; 

b.peng · an status p ggunaan Barang Milik 
Daerah; I 

c. penggu aan sementarel Barang Milik Daerah; dan 
d. penetapan status pd ggunaan Barang Milik 

Daerah ntuk dioper'a.si an oleh Pihak Lain. 
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awal pengadaannya 
' kan; atau 

an· ' 

I 
status pe gguriaan sebagaimana 

I ' ada ayat (1) dilakukan urituk: 

ggaraan tug��J 
Ian 

fungsi SKPD; dan 
ikan oleh Pih Lain dalam rangka 
kan pelayan , umum sesuai tugas dan 
rangkat Daer yang bersangkutan. 

144 
status peng I naan tidak dilakukan Penetapan 

terhadap: 
a. barang pe sediaan; 
b.konstruks dalam pengerj 
c. barang yang dari 

direncan an untuk dihib 
d.Aset Tetap Renovasi (ATR). 

(2) Penetapan 
dimaksud 
a. penyele 
b.diopera 

menjal 
fungsi 

Barang Mil" Daerah berupa tanah 
bangunan seb gaimana dimaksud pada 
tidak diserah an kepada Wali Kota, 

Barang dik nakan sanksi berupa 
dana pemeli araan atas Barang Milik 

(4) Dalam h 
dan/atau 
ayat (2) 
Pengguna 
pembeku 
Daerah. 

(5) Wali mencabut atus penggunaan atas 
ilik Daerah erupa tanah dan/atau 

yang tid digunakan dalam 
penyelen araan tugas dan fungsi Pengguna 
Barang se agaimana dim sud pada ayat (2). 

(6) Ketentu mengenai tat cara pengenaan sanksi 
kepada P ngguna Barang yang tidak menyerahkan 
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Pasal 45 

(1) Penetap status penggu I aan Barang Milik Daerah 
berupa ah dan/ at bangunan dilakukan 
apabila diperlukan untuk kepentingan 
penyeleng araan tugas an fungsi Pengguna 
Barang d / atau Kuas1 Pengguna Barang yang 
bersang tan. 

(2) Pengguna Barang wajib enyerahkan Barang Milik 
Daerah berupa tan dan/ atau bangunan 
sebagaim a dimaksud ada ayat (1) yang tidak 
digunak dalam penyele ggaraan tugas dan fungsi 
Pengguna Barang kep 'a Wali Kota melalui 
Pengelola arang. 

(3) Dikecu · an dari tentuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), apabila tanah dan/atau 
bangunan sebagaimana ·1 imaksud pada ayat (2) 
telah di encanakan J tuk digunakan atau 
dimanfaa an dalam jan ka waktu tertentu yang 
ditetapk oleh Wali Kotal. 



naan; 

atas penyerahan Barang 
dimaksud pada ayat (1) 

dimaksud pada ayat (2) 
asuk hasil pelaksanaan 

· an yang dilakukan oleh 
· Kota dan laporan dari 

(3) Sumber 1 sebagaiman 
h f 1 . I uru c tara aII1 te , 
pengawa dan pengend 

I 

Pengelola arang atau J W, masyarak t. 
(4) Tindak 1 jut pengelola 

Milik Dae ah sebagaim 
meliputi: [ 
a. penetap status peng 
b. pernanf tan; atau 
c. pemind tanganan. 

Barang M ik Daerah seb Paimana dimaksud pada 
ayat (4), 

0 

aksanakan SJ uai ketentuan peraturan 
perundan -undangan. I ; 

' 

Pas 46 
(1) Wali Kota menetapkan � rang Milik Daerah yang 

harus dis rahkan oleh engguna Barang karena 
tidak digunakan untuk kepentingan 

araan tugas dan fungsi Pengguna 
Barang d /atau Kuas, Pengguna Barang dan 
tidak dim faatkan oleh hak Lain. 

(2) Dalam enetapkan 
p[ 

nyerahan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) wj 'li Kota memperhatikan: 
a. standar kebutuhan B ang Milik Daerah untuk 

menyel nggarakan d menunjang tugas dan 
fungsi engguna Baran ; 

b.hasil a dit atas pen naan tanah dan/atau 
bangun ; dan/atau I 

c. laporan data, dan info asi yang diperoleh dari 
sumber lain. 

(1) Wali menerbitk Keputusan penetapan 
ggunaan Bar ng Milik Daerah setiap 

pat ditetapkan status 
elenggaraan tugas dan 

guna dioperasikan oleh 
menjalankan pelayanan 

si Perangkat Daerah yang 

Daerah 
ya untuk pe 
gkat Daerah, 
dalam rangka 
tugas dan fun 

Barang 
pengguna 
fungsi Per 
Pihak Lain 

(2) Mekanism penetapan s tus penggunaan Barang 
Milik Da rah oleh Pen na Barang, Pengelola 
Barang, d pengalihan � atus penggunaan Barang 
Milik Da rah dilakaanr an sesuai ketentuan 
peraturan perundang-und gan. 

Pasal 8 
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Daerah 
dapat 

dan dapat 
Daerah selain 

Barang Milik 
pada ayat (1) 

sementara (2) 

(1) Barang M lik Daerah y ditetapkan status 
pengguna pada ; rigguria' Barang dapat 
digunak sementara leh Pengguna Barang 
lainnya d am jangka w u tertentu tanpa harus 
mengub status penggu1 aan Barang Milik Daerah 
tersebut etelah menda atkan persetujuan Wali 
Kota. 

(3) Pengguna sementara B ang Milik Daerah dalam 
jangka aktu kurang:J dari 6 (enam) bulan 
ditetapk oleh Pengelola arang. 

Pas 50 

(1) Pengguna sementara Barang Milik Daerah 
sebagaim a dimaksud dj, am Pasal 49 dituangkan 
dalam pe [anjian antara_ I engguna Barang dengan 
Pengguna Barang sement a. 

(2) Biaya pe ang Milik Daerah yang 
timbul elama jan waktu penggunaan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
kepada P ngguna Barang/Kuasa 

Pengguna Barang yang enggunakan sementara 
Barang M lik Daerah ber angkutan. 

(3) Mekanism penggunaan sementara Barang Milik 
Daerah di aksanakan se ai ketentuan peraturan 
perundan -undangan. I 

Pas4 51 
(1) Barang M. · Daerah y� telah ditetapkan status 

pengguna nya pada 11 ngguna Barang, dapat 
digunakan untuk diopera, kan oleh Pihak Lain. 

(2) Penggun Barang ilik Daerah untuk 
dioperasik oleh Pi Lain sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) ilaku kari dalam rangka 
menjalan an pelayanan mum sesuai tugas dan 
fungsi Per gkat Daerah ang bersangkutan. 

(3) Pengguna Barang i1ik Daerah untuk 
dioperasik oleh Pili Lain sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam 
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I 
I 
I perjanjian antara Pen guna Barang dengan 

ihak Lain. j 

(4) Biaya pe B g Milik Daerah yang 
timbul sel a jangka w I tu penggunaan Barang 
Milik Daer untuk diop raaikan oleh Pihak Lain 
dibeban pada Pihak rJ in yang mengaperasikan 
Barang Mil ik Daerah. I 

(5) Pihak L · yang meng.9 erasikan Barang Milik 
Daerah ilarang mel� kan pengalihan atas 
pengapera ian Barang Mi Daerah tersebut kepada 
pihak 1 · ya dan/ atf memindahtangankan 
Barang Mil" Daerah hers gkutan. 

(6) Wali Kata dapat meriartk' enetapan status Barang 
Milik Dae , ah untuk diop rasikan aleh Pihak Lain 
dalam hal Pemerintah DI rah akan menggunakan 
kembali u tuk penyelengra aan Pemerintah Daerah 
atau pih lainnya. 

(7) penggunaan B ang Milik Daerah untuk 
oleh Pihak , ain dilaksanakan sesuai 

eraturan peru dang-undangan. 
'-- BAB 

PEMANF 

um 
Pasal 2 

Daerah dapat dilakukan 
ggu pelaksanaan tugas 

pemerintahan daerah. 
· Daerah dilakukan tan.pa 
PRD. 

(3) Pemanfaa an Barang Mili 
sepanjang tidak mengg I 

I dan fungs penyelenggara 
(4) Pemanfaa an Barang Mili 

memerluk persetujuan 

(1) Pemanfaa an Barang Mi ik Daerah dilaksanakan 
aleh: 

f 

a. Perigelo a Barang denJ persetujuan Wali Kata 
yang , erada dalam penguasaan Pengelala 
Barang; atau 

b. Penggu a barang deng persetujuan Pengelala 
Barang, berupa seb gian tan.ah dan/ atau 
ban.gun yang masih J igunakan oleh Pengguna 
Barang, dan selain tan I dan/atau bangunan. 

(2) Barang M� ik Daerah dilaksanakan 
pertimba gan teknis dengan 

memperh tikan kepen ingan Daerah dan 
kepenting umum. 
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emanfaatan Barang Milik 
maan Daerah yang wajib 
e rekening Kas Umum 

Daerah dari 
rupakan pene 

seluruhnya 

(3) 

Pas 53 

(1) Biaya pe eliharaan dan bngamanan Barang Milik 
Daerah se abiaya pelaks I aan yarig menjadi objek 
pemanfaa an dibebankan I ada mitra pemanfaatan. 

(2) Biaya per iapan pemanfa aan Barang Milik Daerah 
sampai engan perruriju an mitra pemanfaatan 
dibeban pada APBD. 

(4) emanfaatan Barang Milik 
Daerah d am rangka p yelenggaraan pelayanan 

I 
umum s suai dengan t - gas dan fungsi Badan 
Layanan mum Daer I merupakan penerimaan 
Daerah y g disetorkan s luruhnya ke rekening kas 
Badan La anan Umum D erah. 

'-- 

(SJ Pendapat 
Daerah d 
dan fun 
merupak 
seluruhn 

emanfaatan Barang Milik 
ln penyelenggaraan tugas 

si yanan Umum Daerah 
penerimaan Daerah yang disetorkan 

ke rekening I s Umum Daerah. 

Pas 

an/atau ban 
ah dan/ata bangunan. 

anfaatan Bar g Milik Daerah berupa 
an/ atau b gunan sebagaimana 
pada ayat ( 1 )j uruf a, dapat dilakukan 
agian atau ke luruhannya. 
objek pemanf tan Barang Milik Daerah 

berupa ebagian tan I dan/atau bangunan 
sebagaim a dimaksud ada ayat (2), luas tanah 
dan/atau bangunan yang menjadi objek 
pemanfaa an Barang Mill Daerah adalah sebesar 
luas bag an tanah d / a tau bangunan yang 
dirnanfaat an. 

(1) Barang Daerah yang menjadi objek 
pemanfaa an dilarang dijf inkan atau digadaikan. 

(2) Barang ilik Daerah I_ ang merupakan objek 
retribusi aerah tidak I apat dikenakan sebagai 
objek pem aatan Bar, Milik Daerah. 

Pasal 55 
Milik Daerah meliputi: (1) Objek pe 

b. selain t 
(2) Objek pe 

tan ah 
dimaksu 

(3) 
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Milik Barang 

a Pemanfaatan 
I ' 

56 
I. ,1: 

Pas 

kewajib lainnya yang 
:;1��am perjj jian pemanfaatan Barang 

Pas 57 
engenai tat cara pemilihan dan 

itra pemanfa� an dilaksanakan sesuai 
aturan perun , , g-undangan. 

e. memen 
ditentu 
Milik D 

Ketentuan 
penetapan 
ketentuan p 

faatan melip 
a. penyew , untuk pe 

Daerah alam bentuk wa; 
b. peminj pakai, unt k pemanfaatan Barang 

Milik D erah dalam be4 k Pinjam Pakai; 
SP, untuk pe anfaatan Barang Milik 

I 
alam bentuk P; 

d.mitra GS/BSG, unt k pemanfaatan Barang 
Milik D erah dalam be1i1 uk BGS/BSG;dan 

e. mitra SPI, untuk pe anfaatan Barang Milik 
Daerah alam bentuk � PI. 

(2) Mitra pem faatan seba irnarra dimaksud pada 
ayat (1) me iliki tanggun iawab: 

an pembay atas pemanfaatan 
Barang Milik Daci ah sesuru. bentuk 
pemanf atan; [ 

b. menyer kan hasil J laksanaan pemanfaatan 
sesuai etentuan bent� pemanfaatan; 

c. melaku an pengaman dan pemeliharaan atas 
Barang Milik Da ah yang dilakukan 
pernarif atan dan hasil elaksanaan pemanfaatan 
Barang ilik Daerah; 

d. menge balikan Bara.it Milik Daerah setelah 
berakhi ya pelaksana ; dan 

(1) 

Bagian etiga 
Bentuk Pej faatan 

Pasall 8 
anfaatan Bar g Milik Daerah berupa: 

a. Sewa; 
b.Pinjam 
c. KSP; 
d. BGS at u BSG; atau 
e. KSPI. 

(1) Bentuk p 
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Barang Milik Daerah 
I ada ayat ( 1) dilakukan 
I peraturan perundang- 
j 

emanfaatan 
a dimaksud 
gan ketentu 

BAB I II 
AMANAN DANI EMELIHARAAN 

Bagian K 
Pengam 

Pasal[ 
Barang, Pen� na Barang dan/atau 

engguna Ba![ g wajib melakukan 
an Barang M' ik Daerah yang berada 

disimpan 
(2) Penyimp 

Daerah 

(1) 
Pasal I O 

emilikan Bar g Milik Daerah wajib 
engan tertib d:it aman. 
an bukti k I emilikan Barang Milik 
lakukan oleh engelola Barang melalui 
arang Pengelol . 

Pasal 61 
kebijakan asuransi atau 
a pengamanan Barang 

tertentu gan mempertimbangkan 
euangan daer . 

PasJ 62 
Ketentuan engenai tata 6 a pengamanan Barang 
Milik Daer dilaksan sesuai ketentuan 

guasaannya. 
(2) Pengam an Barang M1 ik Daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) m liputi: 
an fisik; ) 
an administr si; dan 
an hukum. 

(1) Pengelola 
Kuasa 

(2) Bentuk 

Kuasa 
atas 

berada 

na Barang dan 
ertanggungjawab 

· ik Daerah yang 

(2) Pengelola Barang, Pen 
Pengguna Barang 
pemelihar an Barang 
dalam pe ,guasaannya. 

(1) Barang y g dipelihara a alah Barang Milik Daerah 
dan/atau Barang Milik � erah dalam penguasaan 
Pengelola Barang/Pe gguna Barang/Kuasa 
Pengguna Barang. 
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(3) Tujuan di akukan perneli araan atas Barang Milik 
Daerah ebagaimana · ! akaud ' pada ayat (2) 
adalah u tuk menjaga bndisi dan memperbaiki 

I I semua B ang Milik D rah agar selalu dalam 
keadaan aik dan lay serta siap digunakan 
secara ber aya guna dan I erhasil guna. 

(4) Dalam r gka tujuan seb gaimana dimaksud pada 
ayat (3), P merintah Daer1 harus memprioritaskan 
anggaran : elanja pemel1 1 

r'aari dalam jumlah yang 
cukup. 

(5) Biaya p meliharaan arang Milik Daerah 
sebagaim!a dimaksud ada ayat (4) dibebankan 
padaAPB . I 

(6) Dalam al Barang ilik Daerah dilakukan 
pemanfaa an dengan I Pihak Lain, biaya 
pemelihar an menjadi t ggung jawab sepenuhnya 
dari mitra pemanfaatan , ang Milik Daerah. 

Pasal 64 
I 

(1) Pemelihar an Barang M lik Daerah berpedoman 
pada daft kebutuhan � meliharaan Barang Milik 
Daerah. I 

(2) Daftar k butuhan pem liharaan Barang Milik 
Daerah ebagaimana 1i aksud pada ayat (1) 
merupak bagian dari 

I 
aftar kebutuhan Barang 

Milik Dae ah. 
Pas 65 

wajib membuat Daftar 
g yang berada dalam 

(1) Kuasa Pe gguna Baran 
Hasil Pe · eliharaan Bari 
kewenang nya. 

(2) Kuasa engguna B84 g melaporkan hasil 
pemelihar an barang sel:j gaimana dimaksud pada 
ayat (1) ecara tertulis epada Pengguna Barang 
untuk dil kan peneliti secara berkala setiap 
enam bul / persemester J 

(3) Pengguna Barang atau pejabat yang ditunjuk 
meneliti 1 poran sebagai ana dimaksud pada ayat 
(2) dan menyusun D I ar Hasil Pemeliharaan 
Barang y g dilakukan dalam 1 (satu) Tahun 
Anggaran. 

(4) Daftar H sil Pemelihara Barang yang disusun 
Pengguna Barang atanl pejabat yang ditunjuk 
sebagaim a dimaksud ada ayat (3), merupakan 
bahan �ntuk melaku an evaluasi mengenai 
eflsiensi p meliharaan B I ang Milik Daerah. 

(5) Penelitian laporan seba aimana dimaksud pada 
ayat (2) · akukan terhad' : 
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belanja 
aan;dan 

dan 
aan. 

(6) Pengguna Barang 
Daftar Ha il Pemelihara 
Pengelola Barang secara 
Barang Pe gelola. 

an realisasi belanja 

I a1i .: t t ki · re easn: arge rierja 

laporkan/menyampaikan 
Barang tersebut kepada 
erkala melalui Pengurus 

jenis 
kartu 

oleh 

eliharaan; 
dipergunakan; 

I BAB 
PE NIL 

dilakukan dalam 
ca Pemerintah Daerah, 
ahtanganan. 

Daerah sebagaimana 
ecualikan untuk: 

tuk pinjam pakai; dan 
tanganan dal bentuk hibah. 

nilai Barang �
 

"lik Daerah dalam rangka 
neraca Pelllj rintah Daerah dilakukan 

erpedoman P da Standar Akuntansi 
an (SAP). 

diperlukan dalam rangka penilaian 
Daerah dib ankan pada APBD. 

a.nama b 
b. spesifr sinya; 
c. tanggal pemeliharaan; 
d.jenis pe erjaan atau p� 
e. barang tau bahan yan 
f. biaya p meliharaan; 
g. pihak y g rnelalcsarrakari pemeliharaan; dan 
h. hal lain yang diperluk 

a. pemanf 
b. pemind 

(3) Penetap 
penyusun 
dengan 
Pemerint 

(4) Biaya y 
BarangM 

Pas 

(1) Penilaian Barang 
rangka p nyusunan ne 
pemanfaa an, atau pem� 

(2) Penilaian Barang Mil· 
dimaksud pada ayat ( 1) 

(7) Pengelola Barang mel kan evaluasi terhadap 
Daftar H sil Pemelihar1 n Barang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (6). 

(8) Hasil eval asi sebagaim a dimaksud pada ayat (7) 
ditindakl juti oleh Peng na Barang. 

I 
Pasal 66 

(1) Dalam r gka tertib 
pi 

meliharaan setiap 
Barang ilik Daerah · ' kan pencatatan 
pemelihar an/perawatan yang dilakukan 
Pengurus arang/Pengu I rs Barang Pembantu. 

(2) Kartu emeliharaariyp sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) ni 
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Pasal 8 

(!) Penilaian Barang Mil" 
I 

Daer� berupa tanah 
dan/ atau bangunan d rangka pemanfaatan 

' atau pemi dahtanganan llakukari oleh: 
a. Penilai emerintah; ata1 

b. Penilai blik yang diti apkan oleh Wali Kota. 
(2) Penilai Pu lik, sebagaim a dimaksud pada ayat (1) 

huruf b dalah Penilai elain Penilai Pemerintah 
yang mem unyru izrn pr tik Penilaian dan menjadi 
anggota Pen J • yang diakui oleh 
Pemerint 

(3) Mil" Daerah sebagaimana 
pada ayat (1) dilaksanakan untuk 

mendapa an nilai wajar sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-un gan. 

(4) Nilai waj sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
yang di eroleh dari asil penilaian menjadi 
tanggung awab Penilai. 

(1) Penilaian 
dan/atau 
atau pem 
ditetapk 
penilai y 

(2) Tim seba 
dari Per 
bertugas 
terhadap 

(3) Penilai se 
Penilai Pe 

Daerah selain tanah 
rangka pemanfaatan 

ilakukan oleh Tim yang 
, dan dapat melibatkan 

g tetapkan W Kota. 
aimana dimakl d pada ayat ( 1) berasal 

I 
gkat Daerah/i nit Kerja terkait, yang 
untuk mend patkan nilai taksiran 

I 

asil penilaian ' ang Milik Daerah. 
agaimana dim sud pada ayat (1) adalah 
erintah atau R nilai Publik. 

(4) Penilaian Barang Mill Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat 1 ) , dilaksanakan untuk 
mendapat nilai wajar sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-un gan. 

(5) Apabila p nilaian sebagail ana dimaksud pada ayat 
(4) dil kan oleh ngguna barang tanpa 
melibatk penilai, has penilaian barang milik 
daerah h ya merupakan nilai taksiran. 

(6) Hasil pen aian barang ilik daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) di etapkan oleh Wali Kota. 

PasJ 70 
(1) Dalam ko disi tertentu, a1i Kota dapat melakukan 

penilaian embali dalam angka koreksi atas nilai 
Barang M lik Daerah ya111 telah ditetapkan dalam 
neraca Pe erintah Daer 
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(2) Penilaian kembali seba lruana dimaksud pada 
ayat (1) dalah proses 1-evaluasi dalam rangka 
pelaporan keuangan \lai Staridar Akuntansi 
Pemerint an (SAP) y !g rnetode penilaiannya 
dilaksan an sesuai stan ar penilaian. 

(3) Keputus mengenai pe I ilaian kembali atas nilai 
Barang ilik Daerah 9· aksanakan berdasarkan 
kebijakan yang ditetapk oleh Wall Kota dengan 
berpedom pada ketd tuan pemerintah yang 
berlaku s cara nasional. 

Milik Daerah 
ayat (1) dilakukan 

(2) Pemindah anganan 
sebagaim dimaksud 
dengan c 
a.penjual 
b. tukar- 

Ketentuan engenai tata c a penilaian Barang Milik 
Daerah dila sanakan ses1ai ketentuan peraturan 
perundang-u dangan. 

BAB 
I 

PEMINDAH�] GANAN 
Bagian Kl satu 
Prinsip U um 

Pasal ,2 
(1) Barang ,· · Daerah ya;i g tidak diperlukan bagi 

penyeleng araan tugas Pe erintahan Daerah dapat 
dipindaht gankan. 

enukar; 
c. hibah; tau 

an modal Pem · tah Daerah. 

Pasai 73 

(l)Dalam rang a 
pemindahtanr l 

an Barang Milik Daerah 
dilakukan p nilaian. 

(2) Dikecu · dari ketentuan ebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), un k pemindahtang an dalam bentuk hibah. 

(3) Penilaian sebagaimana 1 maksud pada ayat (1) 
dilaksan untuk mendapa an nilai wajar. 

. I 
Bagian � dua 

Persetujuan Pemi dahtanganan 
Pasal 4 

( 
' 

( 1) Pemindah ganan Barang ilik Daerah yang 

setelah men ;::;:::�:uj �::D untuk: 

dilakukan 
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Pasal 7 
bangunan dipe · ntukan bagi pegawai negeri 

daerah yang bersangkutan sebagaimana 
Pasal 74 ayat (2) huruf c, adalah: 
u bangunan ya merupakan kategori rumah 
golongan III; 

Tanah dan/a 
sipil pemerin 
dimaksud dal 
a. tanah dan/a 

negara/daer 

b. selain ah dan/ atau ban unan yang bernilai lebih dari 
Rp5.000. 00.000,- (lima m Irr rupiah). 

(2) Pemindah ganan Barang I ilik Daerah berupa tanah 
dan/atau b gunan sebagai ana dimJksud pada ayat (1) 
huruf a tid memerlukan pe etujuan DPRD, apabila: 
a. sudah ti ak sesuai deng n tata ruang wilayah atau 

penataan kota; I 
b. harus di apuskan karena anggaran untuk bangunan 

penggan sudah disJ iakan dalam dokumen 
pengangg an; l 

c. diperunt kkan bagi pega; ai negeri sipil pemerintah 
daerah y g bersangkutanj 

kkan bagi kepen gan umum; atau 
pemerintah dae ah berdasarkan keputusan 

pengadil yang telah me1 

iliki kekuatan hukum tetap 
dan/atau berdasarkan ke ntuan perundang-undangan, 
yang jik status kepemil annya dipertahankan tidak 
layak sec a ekonomis. 

75 
( 1) Tanah d / atau bangunan yang sudah tidak sesuai 

dengan t ta ruang wil I ah atau penataan kota 
sebagaiman dimaksud dal I Pasal 74 ayat (2) huruf a, 
dimaksudk bahwa lokasi tanah dan/atau bangunan 
dimaksud t rjadi perubahan peruntukan dan/atau fungsi 
kawasan · ayah. 

(2) Tanah d / atau bangunan yang tidak sesuai dengan 
penataan k ta sebagaimana imaksud pada ayat (1), perlu 
dilakukan enyesuaian yan berakibat pada perubahan 
luas tanah an/atau bangunr tersebut 

Pasal 6 
Bangunan harus dihapus n karena anggaran untuk 
bangunan pen ganti sudah cl sediakan dalam dokumen 

' penganggaran s bagaimana dim sud dalam Pasal 74 ayat (2) 
huruf b, dim sudkan bahJ yang dihapuskan adalah 
bangunan yang erdiri di atas tan!i tersebut dirobohkan untuk 
selanjutnya did' ikan bangunan !) u di atas tanah yang sama 
(rekonstruksi) esuai dengan JI kasi anggaran yang telah 
disediakan dal dokumen penga ggaran. 
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b. tanah yan merupakan 
perencana awalnya untu 
pegawai neg ri sipil pemerinta 

ah kavling yang menurut 
I. pembangunan perumahan 
i:aerah yang bersangkutan. 

(1) Tanah d /atau bangun yang diperuntukan bagi 
kepentingan umum sebagaim a dimaksud dalam Pasal 74 
ayat (2) hu uf d, adalah ah dan/atau bangunanyang 
digunakan ntuk kegiatan g menyangkut kepentingan 
bangsa d negara, asyarakat luas, rakyat 
banyak/ber ama, dan/ atau kepentingan pembangunan, 
termasuk antaranya kegia pemerintah daerah dalam 

I 

lingkup hu ungan persaha atan antara negara/ daerah 
dengan neg a lain atau masy akat/lembaga internasional. 

(2) Kategori bid g kegiatan seb! aimana dimaksud pada ayat 
(1) antara l� sebagai berikutj 
a. jalan umum termasuk a ses jalan sesuai peraturan 

perundan an, jalan tol, dan el kereta api; 
b. saluran air minum/air bersih dan/atau saluran 

pembuan an air; 
c. waduk, endungan dan angunan pengairan lainnya, 

termasuk aluran irigasi; I 
d. rumah s lt umum dan puJ t kesehatan masyarakat; 
e. pelabuh , bandar udarJ stasiun kereta api, atau 

terminal; 
f. tempatib 
g. sekolah a u lembaga pendi ikan non komersial; 

tanggul 
lain-lain 

Jain 
dan 

antara 
lahar 

prasarana pos telekomunikasi; 
prasarana olahr ga untuk umum; 

m.stasiun , enyiaran radio I an televisi beserta sarana 
penduku ya untuk lemba a penyiaran publik; 

n. kantor emerintah, pe I rintah daerah, perwakilan 
negara as g, Perserikatan angsa-Bangsa, dan lembaga 
intemasio al di bawah n ungan Perserikatan Bangsa- 
Bangsa; [ 

o. fasilitas T ntara Nasional I� onesia dan Kepolisian Negara 
Republik I donesia sesuai � ngan tugas dan fungsinya; 

p. rumah su un sederhana; I 
q. tempat pe buangan samp untuk umum; 

h.pasarum 
i. fasilitas p makaman umum 
j. fasilitas keselamatan u 

penanggu angan bahaya 
bencana; 

k. sarana d 

r. cagar al 
s. promosi budaya nasional; 
t. pertaman ,Ir untuk umum; 
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u. panti sosi ; 
v. lembaga p masyarakatan; d [ 
w.pembang t, turbin, transm� i, dan distribusi tenaga listrik 

termasuk instalasi penduk I gnya yang merupakan satu 
kesatuan ang tidak dapat t1 isahkan. 

I 
Pasal 9 

Pemindahtang an Barang Milik aerah berupa tanah dan/atau 
bangunan seba aimana dimaks ! d dalam Pasal 74 ayat (2) 
dilakukan oleh engelola Barang etelah mendapat persetujuan 
Wali Kota. 

usulan. 

etujuan DPRD sebagaimana 
an oleh Wali Kota. 

pada ayat (1) 

(5) Usul untu memperoleh pe 
dimaksud �ada ayat (2) diaju 

(6) Usulan pel:fetujuan sebag · 
dan ayat (2 dilakukan per ti 

Pasal O 

(1) Pemindaht ganan Barang Milik Daerah selain tanah 
dan/ a tau bangunan yan bernilai sampai dengan 
RpS.000.00 .000,00 (lima 'iliar rupiah) dilakukan oleh 
Pengelola B ang setelah me1 apat persetujuan Wali Kota. 

(2) Pemindah ganan Barangf Milik Daerah selain tanah 
dan/ atau bangunan y g bernilai lebih dari 
RpS.000.00 .000,00 (lima 1 'liar rupiah) dilakukan oleh 
Pengelola B ang setelah me dapat persetujuan DPRD. 

(3) Nilai seba aimana dimaksul pada ayat (1) dan ayat (2) 
merupakan nilai wajar un� k pemindahtanganan dalam 
bentuk pen ualan, tukar mel kar dan penyertaan modal. 

(4) Nilai seba aimana dimaksu pada ayat (1) dan ayat (2) 
merupakan nilai peroleh untuk pemindahtanganan 
dalam bent k hibah. 

Bagian etiga 
Penju an 

Paragraf I esatu 
Prinsip mum 

Pasal 81 
I 

(1) Penjualan Barang Milik ID erah dilaksanakan dengan 
pertimbang : I 
a. untuk o timalisasi Baran Milik Daerah yang berlebih 

atau tid digunakarr/di 1 anfaatkan; 
b. secara ekonomis lebih enguntungkan bagi daerah 

apabila ijual; dan/atau 
c. sebagai pelaksanaan ket tuan peraturan perundang- 

undang . I 
(2) Barang Milk Daerah yang rl. ak digunakan/dimanfaatkan 

sebagaim a dimaksud pa1 a ayat (1) huruf a adalah 
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Barang Mi ik Daerah 
kepenting penyelenggara 
tidak diman aatkan oleh pih 

Pasal 

tidak I digunakan untuk 

rugas dan fungsi SKPD atau 
1 . I 
am. I 

2 

' ' ' 

(1) Penjualan arang Milik D� ah dilakukan secara lelang, 
kecuali dal hal tertentu. 

(2) Lelang, se agaimana dim ud pada ayat ( 1) adalah 
penjualan arang Milik Daert yang terbuka untuk umum 
dengan pe awaran harga S<f ara tertulis dan/atau lisan 
yang sem · meningkat ata menurun untuk mencapai 
harga tertin · I 

(3) Lelang seba aimana dimaks'l pada ayat (2) dilaksanakan 
setelah dil kan pengumu an lelang dan di hadapan 
pejabat lel g. I 

(4) Pengecuali dalam hal tert ntu sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) meliputi: I 
a. Barang ilik Daerah yang ersifat khusus sesuai dengan 

peratur perundang-und gan. 
b. Barang ilik Daerah lainnj yang ditetapkan lebih lanjut 

oleh W ali Kota. I 
(5) Barang M' · Daerah yang b rsifat khusus, sebagaimana 

dimaksud p da ayat (4) huruf adalah barang-barang yang 
diatur sec a khusus sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang- · ndangan, antara ain yaitu: 
a. Rumah negara golong III yang dijual kepada 

penghu inya yang sah. I 
b. Kendara perorangan di s yang dijual kepada: 

3. mant Wali Kota; 
4. manta Wakil Wali Kota/ dan 
5. Sekre is Daerah Provin i. 

(6) Barang Mili Daerah lainnya,I sebagaimana dimaksud pada 
ayat(4)hu fbantaralainy 'u: 
a. tanah d / atau bangunan ang akan digunakan untuk 

kepentin an umum; 
b. tanah avling yang IT/' nurut perencanaan awal 

pengada nya digunakati untuk pembangunan 
perumah pegawai negeril ipil pemerintah daerah yang 
bersang tan, sebagaiman tercantum dalam Dokumen 

I 
Pelaksan an Anggaran (DPf; 

c. selain t · ah dan/ atau ba gunan sebagai akibat dari 
keadaan ahar tforcemajeui; ) ; 

d. bangun yang berdiri 
dil 

atas tanah pihak lain yang 
dijual ke ada pihak lain pe ilik tanah tersebut; 

e. hasil bo gkaran bangun I atau bangunan yang akan 
dibangun kembali; atau 
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ah dan/ atau b gunan yang tidak memiliki 
emilikan deng nilai Jrajar paling tinggi 
00 (satu juta rupl 1 ) per uriit. 

I i 

f. selain t 
bukti k 
Rpl.000. 

Pasal 83 
(1) Dalam ran ka penjualan B ang Milik Daerah dilakukan 

penilaian u tuk mendapatka.If nilai wajar. 
(2) Dikecualik dari ketentua� Ii ebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) ad ah bagi penjual Barang Milik Daerah berupa 
tanah yang diperlukan untu pembangunan rumah susun 
sederhana, yang nilai jualny ditetapkan oleh Wali Kata 
berdasark perhitungan yan ditetapkan sesuai ketentuan 
peraturan p rundang-undang . 

(3) Penilaian s bagaimana dimal sud pada ayat (1) dilakukan 
sebagaiman dimaksud dala.ril Pasal 69 dan Pasal 70. 

(4) Penentuan nilai dalam ra I a penjualan barang milik 
daerah sec a lelang sebaga ana dimaksud dalam Pasal 
82 ayat ( 1 dilakukan den memperhitungkan faktor 
penyesuai 

(5) Nilai seba aimana dimaksu pada ayat (4) merupakan 
limit/batas terendah yan' disampaikan kepada Wali 
Kata, sebag · dasar penetap 'nilai limit. 

(6) Nilai limit/ atasan terendah I ebagaimana dimaksud pada 
ayat (5) ad ah harga minimal arang yang akan dilelang. 

(7) Nilai limits bagaimana dim sud pada ayat (6) ditetapkan 
Wali Kata s laku penjual. 

Pasal 4 

' " 

bangunan 
dilakukan 

tanah dan/atau 
lelang pertama, 

ali. 

(1) Barang Mi k Daerah berup 
yang tidak laku dijual pad 
lelang ulan sebanyak l(satu)[ 

(2) Pada pelaks aan lelang ulan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dap t dilakukan peni' 'an ulang. 

(3) Dalam hal etelah pelaksana lelang ulang, barang milik 
daerah seb gaimana dimak d pada ayat (1) tidak laku 
dijual, Peng Iola Barang men1 daklanjuti dengan penjualan 
tanpa lelan , tukar menukar,1 ibah,penyertaan modal atau 
pemanfaat 

(4) Pengelola B ang dapat me! ukan kegiatan sebagaimana 
dimaksud ada ayat (3) atas1 

Barang Milik Daerah setelah 
mendapat p rsetujuan Wali K ta. 

Pasall: 5 

(1) Barang Mi ik Daerah beJ a selain tanah dan/atau 
bangunan ang tidak laku I ijual pada lelang pertama, 
dilakukan I Jang ulang sebany 1 (satu) kali. 

(2) Pelaksana lelang ulang sebl gaimana dimaksud pada ayat 
(1) dapat dil kukan penilaian Jang. 
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Barang Mjl" Daerah wajib disetorkan 
e rekening Kas U um Daerah. 
Barang Milik , aerah berada pada Badan 

, um Daerah maid: 
daerah dari pJ jualan barang milik daerah 

gka penyelengg I an pelayanan umum sesuai 
• I gas dan fungsi B dan Layanan Umum Daerah 

daerah yang disetorkan 
as Badan Layanan Umum 

a. Pendapa 
dalam r 

(1) Hasil penj 
seluruhnya 

(2) Dalam h 

(3) Dalam hal etelah pelaksan lelang ulang sebagaimana 
dimaksud p da ayat (1) tid laku dijual, Pengelola Barang 
menindakl j uti dengan pe jualan tanpa lelang, tukar 
menukar, h bah, atau penye 'an modal. 

(4) Pengelola B ang dapat mel ukan kegiatan sebagaimana 
dimaksud ada ayat (3) atas Barang Milik Daerah selain 
tanah dan/ ttau bangunan I telah mendapat persetujuan 
Wali Kota urtuk masing-rnasi g kegiatan bersangkutan. 

(5) Dalam hal enjualan tanpa j lang, tukar menukar, hibah, 
atau penye aan modal, seba aimana dimaksud pada ayat 
(3) tidak apat dilaksanak , maka dapat dilakukan 
pemusnah 

b. Pendap daerah dari p njualan Barang Milik Daerah 
dalam rf:gka selain penY, lenggaraan tugas dan fungsi 
Badan Layanan Umum D erah merupakan penerimaan 
daerah ang disetorkan eluruhnya ke rekening Kas 
Umum aerah. 

ridis, yakni Barang Milik 
asalahan hukum. 

c. memenu i persyaratan 
Daerah dak terdapat pe 

Paragraf I edua 
Objek 

Ped[ 
alan 

Pasallt 7 
(1) Objek pen� · alan adalah Bar g Milik Daerah yang berada 

pada Pengel la Barang/Peng na Barang, meliputi: 
a. tanah d / atau bangunan;I 

b. selain ah dan/ atau ban an. 
(2) Penjualan arang Milik Da1 ah berupa tanah dan/ atau 

bangunan ebagaimana dim sud pada ayat (1) huruf a 
dilakukan d ngan persyaratari sebagai berikut: 

. I . a. memenu 1 persyaratan te is: 
b. memenu i persyaratan I ekonomis, yakni secara 

ekonomi lebih mengunt ngkan bagi daerah apabila 
Barang ilik Daerah dijJ , karena biaya operasional 
dan pe eliharaan bar8ft lebih besar dari pada 
manfaat ang diperoleh; da 
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aksud pada ayat (2) huruf a 
I 
I 

1gunan si:idah tidak sesuai 
I I 

na dimaksud pada ayat (4) 

secara fisik tidak dapat 
, dan tidak ekonomis apabila 

teknis 
a lain: 
Milik 

Barang Milik Daerah ecara telrnis tidak dapat 
digunakan lagi akibat mo ernisasi; 
Baran� Milik Daerah dak dapat digunakan dan 
dimanf atkan karena engalami perubahan dalam 
spesifi asi akibat pe . naan, seperti terkikis, 
hangus, dan lain-lain sejb isnya; atau 
Barang Milik Daerah dak dapat digunakan dan 
dimanf atkan karena m galami pengurangan dalam 
timban an/ukuran dis babkan penggunaan atau 
susut alam penyimpan atau pengangkutan. 

b. 

a. 

d. 

c. 

(5) 

(3) Syarat telrni sebagaimana di 
antara lain: 
a. lokasi ta ah dan/ atau b 

dengan ta ruang wilayah 
b. lokasi d /atau luas tana dan/atau bangunan tidak 

dapat di nakan dalam r I gka pelaksanaan tugas dan 
fungsi pJ yelenggaraan tu� s pemerintahan daerah; 

c. tanah tvling yang n\. nurut awal perencanaan 
pengada nya diperunt1'1 an bagi pembangunan 
perum an pegawai nege · pemerintah daerah yang 
bersang utan; j 

d. bangun berdiri di atas ta ah milik pihak lain; atau 
e. Barang ilik Daerah yd g menganggur (idle) tidak 

dapat d akukan penetap' status penggunaan atau 
pemanfa tan. 

(4) Penjualan · arang Milik Da rah selain tanah dan/atau 
bangunan sebagaimana dim I sud pada ayat (1) huruf b 
dilakukan d �gan persyarata1 �ebagai berikut: 
a. memenu 1 persyaratan te rs: 
b. memenu i persyaratan I ekonomis, yalrni secara 

ekonomi lebih menguntungkan bagi pemerintah daerah 
apabila Barang Milik d erah dijual, karena biaya 
operasio al dan pemelil:i raan barang lebih besar 
daripad manfaat yang dip1roleh; dan 

c. memenu i persyaratan }!uridis, yalrni Barang Milik 
Daerah idak terdapat per asalahan hukum. 

Pasal 8 
Penjualan Bar g Milik Daerabi berupa tanah kavling yang 
menurut awal I erencanaan peng daannya diperuntukkan bagi 
pembangunan erumahan pega ' ai negeri pemerintah daerah 
yang bersangk tan sebagaiman dimaksud dalam Pasal 82 
ayat (6) huruf b dilakukan deng . persyaratan: 
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J: i 

a.pengajuan p rmohonan penj 
I 
an disertai dengan bukti 

perencanaan wal yang menya an bahwa tanah tersebut 
akan digun an untuk pembe' :gunan perumahan pegawai 
negeri pemeri tah daerah yang �rsangkutan; dan 

b. penjualan di aksanakan langs ng kepada masing-masing 
pegawai nege · sipil pemerin daerah yang bersangkutan 
yang ditetapk oleh Wali Kata.I 

Pasal 9 

tahun 
untuk 

ana dimaksud pada ayat (1) 

Penjualan Barang Milik aerah berupa kendaraan 
bermotor inas operasional dapat dilaksanakan apabila 
telah mem nuhi persyaratan yakni berusia paling singkat 
7 (tujuh) 

a. 

( 1) 

mulai al, bulan, dan 
nya sesuai d9 umen kepemilikan, 
dalam kondisi aru; atau 

b. terhitu g mulai tan al, bulan, dan tahun 
pembu tannya sesuai � , kumen kepemilikan, untuk 
peroleh tidak dalam ko disi baru. 

(3) Dalam hal B ang Milik Daer berupa kendaraan bermotor 
rusak ber t dengan sisa k1 

ndisi fisik setinggi-tingginya 
30% (tiga puluh persen), aka penjualan kendaraan 
bermotor apat dilakukan sebelum berusia 7 (tujuh) 
tahun. 

(2) 

(4) Penjualan endaraan bermo 
7 (tujuh) un sebagaim 
berdasark surat keterang1 

berkompet n. 

r dilalrukan sebelum berusia 
a dimaksud pada ayat (3) 

tertulis dari instansi yang 

Paragraf etiga 
Tata Cara Penjualan B1 ang Milik Daerah 

Pada Pengelcl Barang 
Pasall• 0 

Pelaksanaan pe jualan Barang � lik Daerah yang berada pada 
Pengelola Bar g dilakukan berd sarkan: 
a. InisiatifGub mur/Bupati/Wal\ Kota; atau 
b. Permohonan pihak lain. · 

Pasal 1 
( 1) Penjualan 

diawali d 
meliputi 

a. data b 

Barang Milik Da rah pada Pengelola Barang 
gan membuat erencanaan penjualan yang 

tara lain: 

ang milik daer 

b. pertim angan penjualan, an 

c. pertim angan dari 
asbek 

teknis, ekonomis, 
yuridis oleh Pengelola B ang. 

dan 

47 



penjualan 
penjualan 

usulan I .k ai an 
I perencanaan 
yat (1). 
I 

dise 
dimaksud pada 

Pengelola 
kepada W 
sebagaiman 

(2) 

Pasal 9 
I . al elakukan peneli ian atas usulan penju an 

sebagaim dimaksud dal I Pasal 91 ayat (2). 
Dalam mel kan penelitian ebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), ali Kota membe tuk Tim untuk melakukan 
penelitian. J 
Penelitian s bagaimana dim sud pada ayat (2) meliputi: 
a. peneliti data administra I. ; 
b. peneliti fisik. 

Pasal 9 
Penelitian administratif seJ gaimana dimaksud dalam 
Pasal 92 ay t (3) huruf a di1 kan untuk meneliti: 
a. status dan bukti k6 emilikan, gambar situasi 

terma uk lokasi tanah,j luas, nilai perolehan tanah, 
dan d ta identitas bar g, untuk data Barang Milik 
Daerah berupa tanah; 

b. tahunJ perolehan, jen s konstruksi, luas, nilai 
peroletan bangunan, n� ai buku, dan data identitas 
baran , untuk data B rang Milik Daerah berupa 
bangu an;dan 

c. tahun perolehan, juml , nilai perolehan, nilai buku, 
dan d ta identitas bar g, untuk data Barang Milik 
Daer berupa selain ah dan/atau bangunan. 

(2) Penelitian isik sebagaiman dimaksud dalam Pasal 92 
ayat (3) hu f b dilakukan d gan cara mencocokkan fisik 
Barang M lk Daerah yang akan dijual dengan data 
administrarf sebagaimana d� aksud pada ayat ( 1). 

(3) Hasil pene itian sebagaiman dimaksud pada ayat (1) dan 
(2) dituan an oleh Tim d1 lam Berita Acara Penelitian 
untuk sela jutnya disampai an kepada Wali Kota melalui 
Pengelola arang. / 

Pasal/ 4 
(1) Berdasark Berita Acara Pen litian sebagaimana dimaksud 

dalam Pa al 93 ayat (3), a1i Kota melalui Pengelola 
Barang enugaskan Penil untuk melakukan penilaian 
atas Baran Milik Daerah y I g akan dijual. 

(2) Hasil peni aian sebagaim dimaksud pada ayat (1) 
dijadikan ebagai dasar pe etapan nilai limit penjualan 
Barang Mil· Daerah. 

(1) 

(3) 

(2) 

( 1) 

I ' 

, , 
' ' ' 

( 1) 
Pasal 5 

arang mengaju permohonan persetujuan 
arang Milik Dae , kepada W a1i Kota. 
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(2) 

(3) 

Apabila pe jualan Barang 
dimaksud da ayat (1) me 
Wali Kota terlebih dahul 
persetujuan penjualan kepad 

I 

j ilik Da�rah sebagaimana 
, 

1rlukan persetujuan DPRD, 
I mengajukan permohonan 
DPRD. 

Pengajuan permohonan ersetujuan sebagaimana 
dimaksud p da ayat (2) dilakukan terhadap: 
a. tanah d / atau bangun sebagaimana dimaksud 

dalam Pa al 74 ayat (1) hur fa; 
b. selain anah dan/ata bangunan sebagaimana 

dimaksu dalam Pasal 74 at (1) hurufb. 

(4) Apabila pe setujuan Wali K ta sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) atau pers� juan DPRD sebagaimana 
dimaksud ada ayat (2) elebihi batas waktu hasil 
penilaian, aka sebelum i akukan penjualan terlebih 
dahulu h s dilakukan penil ian ulang. 

(5) Apabila ha il penilaian ulangl ebagaimana dimaksud pada 
ayat (4) leb tinggi, atau s I a, atau lebih rendah dengan 
hasil penil ian sebelumnya ] ang diajukan kepada DPRD 
sebagaim a dimaksud pad ayat (2), Wali Kota tidak 
perlu me gajukan permb• · onan baru persetujuan 
penjualan arang Milik Daer1 kepada DPRD. 

(6) Wali Kota elaporkan hasil 
J 

enilaian ulang sebagaimana 
dimaksud ada ayat (5) kepa a DPRD. 

Pasal 6 
(1) Wali Kota menetapkan Bar g Milik Daerah yang akan 

dijual berd sarkan hasil pene itian yang dituangkan dalam 
Berita Ac a Penelitian se agaimana dimaksud dalam 
Pasal 93 a at (3) dan perset iuan sebagaimana dimaksud 

I dalam 95 a at (1) dan ayat (2). 
(2) Keputusan penjualan sebag · ana dimaksud pada ayat 

(1) palings dikit memuat: 
g Milik Daerah ang akan dijual; 

nilai buku barang milik 

ang Milik Daerah. 

Pasal 97 
(1) Apabila ke oleh Wali Kota sebagaimana 

dimaksud alam Pasal 96 :i at (1) merupakan penjualan 
Barang · · Daerah ya.r{ dilakukan secara lelang, 
Pengelola Barang mengaju an permintaan penjualan 
Barang M" ik Daerah deng I cara lelang kepada Kantor 
Pelayanan ekayaan Negara an Lelang. 

(2) Apabila ke utusan penjual oleh Wali Kota sebagaimana 
dimaksud alam Pasal 96 a at (1) merupakan penjualan 
Barang ilik Daerah y dilakukan tanpa lelang, 
Pengelola arang melaku an penjualan Barang Milik 
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ana dimaksud dalam Pasal 
Berita Acara Serah Terima 

a langsung k'P.l i calon P'i'"b,li. 

arang Milik Da b sebagaimana dimaksud 
) dan ayat (2) di 

I 
ukan serah terima barang 

elang, apabila pe iualan Barang Milik Daerah 
n secara lelang; d

1 

n 
beli, apabila pe I iualan Barang Milik Daerah 
tanpa lelang. 

Pasal 98 

ang Milik Daer . 
angan penjualan; dan 

rtimbangan dari as ek teknis, ekonomis, dan 
oleh Pengguna 13 ang. 

Pengguna arang melalui P1 
ngelola Barang mengajukan 

usulan pe ohonan penju an sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( ) kepada Wali Ko1 

b. 
c. 

Serah te · barang sebag 
97 ayat (3) dituangkan dal 
(BAST). I 

Berita Acar Serah Terima (BAST) 
sebagaima a dimaksud pad ayat (1), Pengelola Barang 
mengaju usulan pengh,. usan Barang Milik Daerah 
kepada Wal· Kota. . I 

Paragraf KT mpat 
ara Penjualan B ang Milik Daerah 

Pada Pengguri Barang 
I 

Pasal 99 

Penjualan arang Milik Da� ah pada Pengguna Barang 
diawali d ngan menyiapk I permohonan penjualan, 
antara lain 
a. data B 

b. 

a. 

Penjualan 
pada ayat ( 
berdasar 

(2) 

( 1) 

(2) 

( 1) 

(3) 

(3) Tata cara enjualan Barang ilik Daerah pada Pengelola 
Barang s bagaimana dim lsud dalam Pasal 92 sampai 
dengan Pa al 97 berlaku mu tis mutandis pada tata cara 
penjualan arang Milik Daer pada Pengguna Barang. 

( 1) a barang penju 
di I arang ituang 

Barang Milik Daerah pada 
dalam Berita Acara Serah 

(2) Berdasark Berita Acara Serah Terima sebagaimana 
dimaksud ada ayat (1), P9 gguna Barang mengajukan 
usulan p nghapusan Bar g Milik Daerah kepada 
Pengelola arang. 

so 



ParagrafK 
Tata Cara enjualan Kend 
Kepada Pe abat Negara dan 

Pas al 

I 
I 
ima Im Perorangan Dinas 
' . antan Pejabat Negara 
11 

Syarat kendara perorangan d · as yang dapat dijual tan pa 
melalui lelang kepada pejabat egara dan mantan pejabat 
negara, adalah: 
a. telah berusi paling singkat 4 Q i:npat) tahun: 

1. terhitung mulai tanggal, i;:,� · lan, tahun perolehannya, 
untuk per lehan dalam kond si baru; atau 

2. terhitung ulai tanggal, � Ian, tahun pembuatannya, 
untuk per lehan selain tersl ut pada angka 1. 

b. sudah tidak · igunakan lagi u k pelaksanaan tugas. 

Pasal 

(1) Kendaraan perorangan dina dapat dijual tanpa melalui 
lelang kepa a: 
a. pejabat egara; atau 
b. mantan ejabat negara. 

(2) Pejabat Ne ara sebagaimana imaksud pada ayat (1) huruf 
a, yaitu: 
a. W ali Ko ; atau 
b. Wakil W i Kota. 

(3) Mantan Pejabat Negara seba aimana dimaksud pada ayat 
(1) hurufb yaitu: 
a. Mantan 
b. Mantan 

ali Kota; atau 
akil Wali Kota. 

Pasal 03 
(1) Syarat Pej bat Negara yan dapat membeli kendaraan 

perorang dinas tanpa mel i lelang adalah: 
a. telah rniliki masa kJ · a atau masa pengabdian 

selama (empat) tahun tau lebih secara berturut- 
turut, tbrhitung mulai anggal ditetapkan menjadi 
Pejabat Negara; 

b. tidak se ang atau tidak I1 mah dituntut tindak pidana 
dengan ancaman huku an pidana penjara paling 
singkat (lima) tahun. 

(2) Secara be urut-turut sebag irnana dimaksud pada ayat 
(1) huruf adalah secara Ii rkelanjutan menjalani masa 
jabatan pa a instansi yang k a atau pada instansi yang 
berbeda. 
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pennohonan penjualan 
:ada tahun terakhir periode 
I 

I 

Pasal 1 l 
I ara mengajuk 

erorangan dinas 
at Negara. 

(2) Tahun periode Pejabat Negara 
sebagaiman dimaksud pa· ayat (1) adalah tahun 
terakhir p da periode jab� Pejabat Negara sesuai 
dengan ket tuan peraturan Pi rundang-undangan. 

(3) Kendaraan perorangan dinJ yang dijual tanpa melalui 
lelang palin banyak 1 (satu) nit kendaraan bagi 1 (satu) 
orang Pej bat Negara, un uk tiap penjualan yang 
dilakukan. 

J 

Pasal 1 5 

(1) Mantan Pe abat Negara yanl dapat membeli kendaraan 
perorangan dinas tanpa me , ui lelang harus memenuhi 
persyara 
a. telah m miliki masa ke · a atau masa pengabdian 

selama (empat) tahun tau lebih secara berturut­ 
turut, t rhitung mulai ggal ditetapkan menjadi 
Pejabat Negara sampai dengan berakhimya masa 
jabatan; 

b. belum p mah membeli lk ndaraan perorangan dinas 
tanpa elalui lelang pa a saat yang bersangkutan 
menjaba sebagai Pejabat � gara; 

c. tidak se ang atau tidak p mah dituntut tindak pidana 
dengan ancaman huku an pidana penjara paling 
singkat (lima) tahun; dan 

d. tidak iberhentikan di 1 

gan tidak honnat dari 
jabatan a. 

(2) Secara be urut-turut sebag imana dimaksud pada ayat 
(1) huruf adalah secara 9 rkelanjutan menjalani masa 
jabatan pa a instansi yang s a atau pada instansi yang 
berbeda. l Pasal 06 

(1) Kendaraan perorangan din yang dijual tanpa melalui 
lelang kep da mantan Pej� , at Negara paling banyak 1 
(satu) unit kendaraan bagi 1 (satu) orang mantan Pejabat 
Negara, un uk tiap penjuala.t.i yang dilakukan. 

(2) Mantan ejabat Negara I mengajukan pennohonan 
Penjualan kendaraan pero� gan dinas paling lama 1 
(satu) tah n sejak ber · ya masa jabatan Pejabat 
Negara y g bersangkutan. 

(1) Pejabat 
kendaraan 
jabatan Pej 
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Pasal i7 
harga jual kendaraan 

1da Pejabat Negara/mantan 
I , 

pa melalui lelang dengan 

Pengguna B ang menentuk 
perorangan din s yang dijual ke 
Pejabat Negara yang dilakukan 
ketentuan seba ai berikut: 
a. kendaraan d ngan umur 4 (em at) tahun sampai dengan 7 

(tujuh) tahu , harga jualny� adalah 40% (empat puluh 
persen) dari 1j1ilai wajar kendar an; dan 

b. kendaraan dbngan umur lebi11, dari 7 (tujuh) �alu_.in: hai:ga 
jualnya ad lah 20%, (dua pl h persen) dan nilai wajar 
kendaraan. 

Pasal f08 
Pembayaran s penjualan B ang Milik Daerah berupa 
kendaraan p rorangan dinaJ tanpa lelang dilakukan 
denganpembay an sekaligus, agi Pejabat Negara/mantan 
Pejabat Negara 

Pasal 09 
Pembayaran ebagaimana di aksud dalam Pasal 108 
dilakukan m lalui penyetoran ke rekening Kas Umum 
Daerahpaling ama 1 (satu) b lan terhitung sejak tanggal 
berlakunya su tat persetujuan pe jualan, 

Pasal 10 
Dalam hal pe bayaran atas pen ualan kendaraan perorangan 
dinas sebag · ana dimaksud d am Pasal 109 belum lunas 
dibayar maka: I 
a. kendaraan ersebut masih b status sebagai barang milik 

daerah; 
b. kendaraan tersebut tetap igunakan untuk keperluan 

dinas; 
c. biaya perb ikarr/pemelihara menjadi tanggung jawab 

Pejabat Neg a atau mantan � jabat Negara; dan 
d. kendaraan tersebut dilarang untuk dipindahtangankan, 

disewakan, dipinjamkan, ata dijaminkan kepada pihak 
lain. 

(1) Pejabat N gara atau man Pejabat Negara yang tidak 
memenuhi syarat sebagaim a dimaksud dalam Pasal 108 
huruf a, P sal 109 huruf a, · Pasal 110, dicabut haknya 
untuk me beli kendaraan p rorangan dinas. 

(2) Kendara perorangan dina! yang batal dibeli oleh Pejabat 
Negara a u mantan P6 abat Negara sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) digunakan kembali untuk 
pelaksana tugas. 
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(1) Pejabat 

kembali atas ndaraan perorangan dinas 
' a dimaksud pad ayat (1) dapat dilakukan 

sepanjang Pejabat Negara � rsebut masih aktif sebagai 
Pejabat Ne ara secara berkel jutan. 

perorangan 
kendaraan 
jangka w 
pertama. 

(2) 

I 

Pasal 1 12 
(1) Biaya yang telah 

! 
oleh pem�rintah daerah 

untuk perb ikan kendaraan erorangan dinas yang akan 
dibeli dal jangka waktu 1 atu) tahun sebelum adanya 
persetujuan penjualan, m� dadi tanggungan Pejabat 
Negara y g membeli ke daraan perorangan dinas 
tersebut d harus dibayar � bagai tambahan harga jual 
sebagaiman dimaksud dal8:1f Pasal 107. 

(2) Biaya yan telah dikeluar n oleh pemerintah daerah 
untuk per aikan sebagaim a dimaksud pada ayat (1) 
adalah bia a selain pemel aan rutin atas kendaraan 
perorangan dinas. 

Pasal 113 
gara yang p I ah membeli kendaraan 
dinas, dapat embeli lagi 1 (satu) unit 
erorangan dinaJ tanpa melalui lelang setelah 

tu 10 (sepuluh) ahun sejak pembelian yang 

/ 

Pasal iJ.4 
(1) Penjualan endaraan perora gan dinas yang dijual tanpa 

melalui lel g sebagaimana/ imaksud dalam Pasal 102, 
diawali de1\�an pengajuan p9 ohonan penjualan oleh: 
a. Pejabat .fegara, pada t�1 n terakhir periode jabatan 

Pejabat Negara; atau 
b. Mantan Pejabat Negara, aling lama 1 (satu) tahun 

sejak b akhirnya masa j batan Pejabat Negara yang 
bersang tan. I 

(2) ermohonan seba aimana dimaksud pada ayat 
· an oleh: l egara kepada Pe guna Barang; dan 
ejabat Negara ke1 

ada Wali Kota. 
(3) ohonan sebag · ana dimaksud pada ayat (2) 

memuat tara lain: 
a. data p ibadi berupa n a, jabatan, alamat, dan 

tempat/ ggal lahir; dan 
b. alasan ermohonan pem elian kendaraan perorangan 

dinas. 

Pasal 15 
(1) Surat Pe ohonan sebag · ana dimaksud dalam Pasal 

114 ayat ( ) dilampiri dokuni n pendukung. 

54 



f. 

( 1) Berdasar 
dalam Pas 

(2) Dokumen p ndukung sebag · • ana dimaksud pada ayat 
(1) bagi Pej bat Negara/m an pejabat negara, antara 

I lain: , 
a. fotokopi urat keputusan I engangk�tan bagi Pejabat 

Negara tau surat kepl usan pemberhentian bagi 
mantan P jabat Negara; 

b. fotokopi artu identitas; 
c. surat pe yataan yang enyatakan belum pernah 

membeli tau pernah me , beli kendaraan perorangan 
dinas t�a lelang setel · jangka waktu 10 (sepuluh) 
tahun sej k pembelian pe , a bagi Pejabat Negara; 

d. dalam al Pejabat Neg a mengajukan pembelian 
kembali kendaraan pero� gan dinas tanpa lelang, 
dilampir an fotokopi sur keputusan pengangkatan 
menjadi ejabat Negara J cara berkelanjutan dengan 
jangka aktu 10 (sepul I h) tahun sejak pembelian 
pertama kendaraan perd1 angan dinas sebagaimana · 
dimaksu pada huruf c; 

e. surat p rnyataan yang I enyatakan belum pernah 
membeli kendaraan peror gan dinas tanpa melalui 
lelang p da saat yang b� sangkutan menjadi Pejabat 
Negara b gi mantan Pejaba Negara; dan 

yataan yang m� yatakan tidak sedang atau 
ah dituntut tin�ak pidana dengan ancaman 
pidana penjara i ing singkat 5 (lima) tahun. 

Pasal f 16 
Surat Permoho an sebagaimana dimaksud 
114 ayat (3), ngguna Barang melakukan 

ermohonan penj an, antara lain: 
a. data ad inistrasi kendara perorangan dinas; dan 
b. penjelas dan pertimbl gan penjualan kendaraan 

peroranlb dinas tanpa m alui lelang. 
(2) Dalam ha! ersiapan permoh · nan penjualan sebagaimana 

dimaksud ada ayat ( 1) tel selesai, Pengguna Barang 
melalui Pengelola Barang lngajukan usulan penjualan 
kepada 'o/ a1i Kota sel u pemegang kekuasaan 
pengelolaan Barang Milik Da ah disertai: 
a. fotokopi uku Pemilik Ke araan Bermotor; 
b. fotokopi urat Tanda Norn r Kendaraan; 
c. surat permohonan di dokumen pendukung 

sebagai ana dimaksud d I am Pasal 115 ayat (2); 
d. rincian · ikeluarkan oleh pemerintah 

daerah • ntuk perbaikan endaraan perorangan dinas 
yang ak dibeli dalam j gka waktu 1 (satu) tahun 
sebelum adanya persetuju1 n penjualan; dan 
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I 

yataan dari pen 
kuna 

barang bahwa sudah 
aan pengganti. 1 

Wali Kota elakukan peneli j atas usulan permohonan (3) I 
penjualan s bagaimana dim ud pada ayat (2). 

(4) Dalam mel ukan penelitian ebagaimana dimaksud pada 
ayat (3), W i Kota membentu Tim untuk: 

kelayakan alasan dan 
penjualan Barang Milik 

a. melakuk penelitian 
pertimb gan permohon 
Daerah; an / 

b. melakuk penelitian fisik, dengan cara mencocokkan 
fisik ken araan perorangi dinas yang akan dijual 
dengan d ta administratif. 

(5) Basil pen litian sebagaim a dimaksud pada ayat (4) 
dituang dalam berita a ara hasil penelitian untuk 
selanjutn a disampaikan epada Wali Kota melalui 
Pengelola arang. 

(6) Wali Kota melalui Pengelolai arang menugaskan Penilai 
untuk me akukan penilaia atas kendaraan perorangan 
dinas yan akan dijual. 

a dimaksud pada ayat (6) 
etapan nilai limit penjualan 

(7) Basil pen· aian sebagaim 
dijadikan sebagai dasar pe 
Barang · ik Daerah. 

Pasal � 7 
(1) Pengelola arang mengaju!J permohonan persetujuan 

penjualan berdasarkan ha+ 1 penelitian dan penilaian 
sebagaim a dimaksud dala Pasal 116 ayat (5) dan ayat 
(7) kepada ali Kota sesuai I tas kewenangannya. 

(2) Jika perse ujuan Wali Kota ebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) elebihi batas w tu hasil penilaian, sebelum 
dilakukan penjualan terlelii dahulu harus dilakukan 
penilaian u ang. 

(3) Wali Ko menyetujui d menetapkan kendaraan 
perorang� dinas yang I dijual berdasarkan hasil 
penelitian an penilaian sebl aimana dimaksud pada ayat 
(1) dan aya (2), paling sedikit memuat: 
a. data ken araan perorang dinas; 
b. nilai per lehan; 
c. nilai bu u; 
d. rincian biaya yang tel dikeluarkan pemerintah 

daerah;Btuk perbaikan j endaraan perorangan dinas 
yang dibeli dalam gka waktu 1 (satu) tahun 
sebelum adanya persetuj an penjualan sebagaimana 
dimaksu dalam Pasal 112 ayat (1) untuk Pejabat 
Negara. 
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I 
(4) Dalam hal Wali Kata ti, · menyetujui penjualan 

erorangan dina jtanpa melalui lelang Wali 
ritahukan sec 

j 
tertulis kepada pemohon 

elola Barang. 
(5) Berdasar penetapan sebag · ana dimaksud pada ayat 

(3), Pengel la Barang mel kan penjualan kendaraan 
perorangan dinas kepada Pej bat Negara/mantan Pejabat 
Negara. 

Pasal 1 .s 
(1) Pejabat Ne ara melakukan �embayaran ke Kas Umum 

Daerah, ter iri dari: /J 
a. pembeli kendaran pero angan dinas sesuai harga 

jual ke daraan peror gan dinas sebagaimana 
dimaksu dalam Pasal 107!- dan 

b. biaya y g telah dikeluar an oleh pemerintah daerah 
untuk p rbaikan kendar perorangan dinas yang 
akan dib li dalam jangka aktu 1 (satu) tahun sebelum 
adanya , ersetujuan penjJ an sebagaimana dimaksud 
dalam P sal 112 ayat (1). I 

(2) Mantan Pe abat Negara me! kukan pembayaran ke Kas 
Umum Da rah sesuai harga jual kendaraan perorangan 
dinas seba aimana dimaksud dalam Pasal 107. 

(3) Serah te · a barang dilaksi akan setelah lunas dibayar 
yang dibu tikan dengan $ rat keterangan pelunasan 
pembayar dari Pengelola B ang/Pengguna Barang. 

(4) Pengelola arang/Pengguna arang mengajukan usulan 
penghapus Barang Milik aerah sebagai tindak lanjut 

(5) Pengelola Barang dan Pe gguna Barang melakukan 
pengawas dan pengendali I pelaksanaan penjualan dan 
penghapus kendaraan pe1 

rangan dinas sesuai tugas, 
fungsi, d kewenangan sing-masing sesuai dengan 
ketentuan eraturan perund ng-undangan, 

(6) Kendaraan perorangan di as yang tidak dilakukan 
penjualan engan mekanis e sebagaimana diatur dalam 
Pasal 102 serta tidak diguri · untuk penyelenggaraan 
tugas, dap t dilakukan penji!i Ian secara lelang. 

Bagian 
K� 

rnpat 
Tokar Me ukar 
Paragraf � esatu 
Prinsip U um 

Pasal 19 
(1) Tokar me ukar Barang Mili Daerah dilaksanakan dengan 

pertimban an: 
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operasional 

' ilik Daerah; dan 
I 
.BD. 

memenuhi 
araan pemerint 

b. untuk op imalisasi Barang 
c. tidak ters dia dana dalam 

a. untuk 

Daerah atau badan hukum 
g dimiliki negara; 

Pu sat; 
Daerah lainny 

c. Badan U aha Milik Negara 
milik pernerintah lainnya Y, 

d. Pemerinthli Desa; atau 
e. Swasta; 

(5) Swasta se agaimana dim ud pada ayat (4) huruf e 

maupun p rorangan. 

Pasal 20 
(1) Tokar men kar Barang M' · aerah dapat berupa: 

a. tanah an/ atau bangut yang telah diserahkan 
kepada ali Kata; 

b. tanah 
di/atau 

bangunan yang berada pada Pengguna 
Barang; an I 

c. selain t ah dan/ atau barr nan. 
(2) Tarrah d /atau bangunanJ ang berada pada Pengguna 

Barang se agaimana dim ud pada ayat (1) huruf b 
antara 1 ·, tanah dan/Ei. u bangunan yang masih 
dipergun an untuk penye nggaraan tugas dan fungsi 
Pengguna arang, tetapi ti sesuai dengan tata ruang 
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(2) Tukar men kar sebagaim , dimaksud pada ayat (1) 
apabila pemeri ah daerah tidak dapat 

tanah dan/ata1 angunan pengganti. 
(3) bangan sebagai ana dimaksud pada ayat (1), 

ar dapat dilaku 
g Milik Daer I berupa tanah dan/ atau 

bangun sudah tidak esuai dengan tata ruang 
wilayah aitau penataan kota 

b. guna me yatukan Barang ilik Daerah yang lokasinya 
terpenc 

c. dalam rangka pelaks rencana strategis 
pemerin pusat/ pemeri1 daerah; 

d. guna m ndapatkan/memlf. rikan akses jalan, apabila 
objek t kar menukar ad ah Barang Milik Daerah 
berupa ah dan/atau b I gunan; dan/atau 

e. telah ke ggalan teknologj. sesuai kebutuhan, kondisi, 
atau k tentuan perat I an perundang-undangan, 
apabila objek tukar me ukar adalah Barang Milik 
Daerah s lain tanah dan/4 u bangunan. 

(4) Tukar me ukar Barang Mill k Daerah dapat dilakukan 
dengan pih 



dimaksud pada ayat (1) 
; ang. 
I 

dilaksanakan setelah dilakukan kajian 

Pasal 1 

ilikan. 

penataan kota. 
kar sebagaim 
oleh Pengelola 

Pasal 2 
Berdasarkan k jian sebagaiman dimaksud dalam Pasal 121 
terhadap Bar g Milik Daer� berupa tanah dan/ atau 
bangunan, W i Kota dapat me erikan altematif bentuk lain 
pengelolaan arang Milik aerah atas permohonan 
persetujuan kar menukar y g diusulkan oleh Pengelola 
Barang/Pen na Barang. 

Tukar menuk 
berdasarkan: 
a. aspek teknis, antara lain: 

1. kebutuh Pengelola Baran� /Pengguna Barang; dan 
2. spesifikasi barang yang dib� hkan; 

b. aspek ekono is, antara lain jian terhadap nilai barang 
milik daerah yang dilepas dan ilai barang pengganti; 

c. aspek yuridi , antara lain: 
wilayah dan pena an kota; dan 

(3) 

Pasal 23 
kar dapat berupa: ( 1) 

a. barang ejenis; dan/ atau 
b. barang idak sejenis. 

(2) Barang p ngganti utama kar menukar Barang Milik 
Daerah be pa tanah, harus erupa: 

gganti utama \ kar menukar Barang Milik 
pa bangunan, da at berupa: 

(3) 

a. tanah; 
b. tanah d bangunan; 
c. bangun ; dan/ atau 
d. selain ah dan/atau bllj nan. 

(4) Barang pe gganti sebagai , a dimaksud pada ayat (2) 
dan ayat ( ) harus berada d am kondisi siap digunakan 
pada tan al penandatang I an perjanjian tukarmenukar 
atau Berit Acara Serah Te · a. 

( 1) Nilai bar 
seimbang 
dilepas. 

Pasal J 4 
g pengganti atas1 iukar menukar paling sedikit 
engan nilai waj Barang Milik Daerah yang 
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· ana dimaksud pada ayat 
2 (dua) hari kerja sebelum 
datangani. 

Selisih nilai sebagaimana dim sud pada ayat (2) dan ayat 
(3) dituan an dalam perjanji tukar menukar. 

Pasal 1 s 
Apabila pel sanaan tukar m, nukar mengharuskan mitr'.1 
tukar meniar membangun angunan barang pengganti, 
mitra tuk menukar men njuk konsultan pengawas 
dengan per etujuan Wali Ko' berdasarkan pertimbangan 
dari SKPD rkait. I 
Konsultan engawas sebag · ana dimaksud pada ayat (1) 
merupakan badan hukum yang bergerak di bidang 

Apabila nil barang pengg · lebih kecil dari pada nilai 
wajar Bar g Milik Daerah �ang dilepas, mitra tukar 
menukar ajib menyetork , ' ke rekening Kas Umum 
Daerah ata sejumlah seli · 1 nilai antara nilai wajar 
Barang M' · Daerah yang · epas dengan nilai barang 
pengganti. I 
Penyetoran elisih nilai sebag 
(2) dilaksan an paling lamb 
Berita Acar Serah Terima di 

(2) 

( 1) 

(4) 

(3) 

(2) 

pengawas konstruksi. 
(3) Biaya kons ltan pengawas bagaimana dimaksud pada 

ayat (1) me jadi tanggungja/ b mitra tukar menukar. 

Pasal t26 
Tukar menu dilaksanakan oi, h pengelola barang setelah 

' mendapat p rsetujuan Wal Kota sesuai dengan 
kewenanganny . 

Paragraf dua 
sanaan Tukar Me ukar Barang Milik Daerah 

' Pada Pengelol Barang 

Pasal 27 
g Milik Daerah yang berada 

berdasarkan: 
g untuk melakukan tukar 

dari pihak sebagaimana 
t (4). 

u 
tukar menuk 

am Pasal 119 ay 

menukar; a 
b.permohon 

dimaksudd 

Pelaksanaan t kar men ukar Balj 
Barang dilaku 

Pasal 28 

(1) Pelaksan� tukar menuk , Barang Milik Daerah yang 
didasark pada keb� uhan pengelola barang 
sebagaim a dimaksud dal3r Pasal 127 huruf a, diawali 
dengan p1embentukan Ti , oleh Wali Kota untuk 
melakuk penelitian l mengenai kemungkinan 
melaksan an tukar men ar yang didasarkan pada 
pertimban an sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 
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imaksud pada ayat (2) huruf 
. cocokan fisik Barang Milik 

dengan data administratif 
yat (3). 

sik sebagaimana 
dengan cara m 

g akan ditukar 
a dimaksud pad 

(4) 

ayat (1) dan ayat (3). 
(2) Penelitian s bagaimana dim ud pada ayat (1) meliputi: 

a. peneliti kelayakan tuk jmenukar, baik dari aspek 
teknis, e nomis, maupun j uridis; 

b. peneliti data administra ; dan 
c. peneliti fisik. / 

(3) Penelitian a ministratif sebaJ imana dimaksud pada ayat 
(2) huruf b ilakukan untuk ' eneliti: 
a. status p nggunaan dan ukti kepemilikan, gambar 

situasi t asuk lokasi ta ah, luas, peruntukan, kode 
barang, kode register, I ama barang, dan nilai 
peroleh , untuk data B ang Milik Daerah berupa 
tanah; I 

b. tahun p mbuatan, kode oarang, kode register, nama 
barang, onstruksi banguri , luas, status kepemilikan, 
lokasi, n ai perolehan, d nilai buku, untuk data 
Barang ilik Daerah berup bangunan; dan 

c. tahun p rolehan, kode � 
ang, kode register, nama 

barang, umlah, nilai per lehan, nilai buku, kondisi 
' barang, an bukti kepemi :kan kendaraan untuk data 

Barang · ik Daerah be , pa selain tanah dan/ atau 
bangun 

(5) Hasil penel tian sebagaiman dimaksud pada ayat (3) dan 
(4) dituan dalam berita J ara penelitian. 

(6) Tim men ampaikan berit acara hasil penelitian 
sebagaim a dimaksud pad1 ayat (5) kepada Wali Kota 
untuk pe etapan Barang ilik Daerah menjadi objek 
tukar men kar. 

Pasal 29 
penetapan se agaimana dimaksud dalam 

yat (6), Pengelof Barang menyusun rincian 
rencana b · ang pengganti st agai berikut: 
a. tanah eliputi luas danl lokasi yang peruntukannya 

sesuai d ngan tata ruang r . ayah; 
b. bangun meliputi: je is, luas, dan konstruksi 

bangun · serta sarana d prasarana penunjang; atau 
c. selain ah dan bangu an meliputi jumlah, jenis 

ondisi barang d spesifikasi barang. 
(2) Pengelola Barang mela.ki.� penilaian sebagaimana 

dimaksud alam Pasal 69 � n Pasal 70 terhadap Barang 
Milik Da rah yang ak ditukarkan dan barang 
pengganti. 

( 1) 
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(3) = �_Ji dimaks�d pada ayat (2) 
'==i Pengelola Baran 

j 
kepada W ali Kota. 

I 
Pasal 1 o 

' 

g pengganti sesuai dengan 
termasuk menyelesaikan 

inistratif yang diperlukan, 
Milik Daerah berupa selain 

(1) Berdasark hasil penilai sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 129 ayat (3), wai'· Kota melakukan penetapan 
mitra tukar enukar. I 

(2) enerbitkan kepu1 san tukar menukar paling 
uat: 

a. mitra tuk menukar; 
b. Barang ilik Daerah yang a an dilepas; 
c. nilai waj Barang Milik DJ rah yang akan dilepas yang 

masih be laku pada tanggal keputusan diterbitkan; dan 
d · · b I ti . . nnc1an r ncana arang pen an . 

(3) Pengelola arang mengajukl permohonan persetujuan 
tukar men ar kepada Wali 1 ta. 

(4) Dalam h tukar menuka memerlukan persetujuan 
DPRD, Wali Kota terlebih d� lu mengajukan permohonan 
persetuju tukar menukar k pada DPRD. 

(5) Berdasark surat perJ tujuan tukar menukar 
sebagaim a dimaksud pad ayat (3) dan ayat (4), Wali 
Kota dan�·tra tukar menu I menandatangani perjanjian 
tukar men kar. 

(6) Setelah enandatangani erjanjian tukar menukar 
sebagaim a dimaksud pa a ayat (5), mitra tukar 
menukar elaksanakan: 
a. pekerja pembangunan/ , ngadaan barang pengganti 

sesuai d ngan perjanjian ukar menukar, untuk tukar 
menuk atas Barang ilik Daerahberupa tanah 
dan/ ata bangunan; atau 

pengadaan bar 
perjanji tukar menuk 
penguru an dokumen ad 
tukar m nukar atas Baran 
tanah d / atau bangunar:I. 

l 

Pasal 31 
(1) Wali Kota embentuk Tim I ntuk melakukan monitoring 

pelaksanaan pengadaan/ pe bangunan barang pengganti 
berdasarkan laporan konsui an pengawas dan penelitian 
lapangan. / 

(2) Sebelum d akukan penyeral Barang Milik Daerah yang 
dilepas, Pengelola Bar g melakukan penilaian 
sebagaim a dimaksud d Pasal 69 dan Pasal 70 
terhadap k sesuaian barang engganti sesuai dengan yang 
tertuang d am perjanjian t menukar. 
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(3) Dalam hal asil penilaian s agaimana dimaksud pada 
ayat (2) m nunjukkan bah k terdapat ketidaksesuian 
spesifikasi an/ a tau jumla j barang pengganti dengan 
perjanjian tukar menukar, , mitra tukar menukar 
berkewajib melengkapi/ . emperbaiki ketidaksesuai 
terse but. 

(4) Dalam hal kewajiban mitr tukar menukar untuk 
melengkapi memperbaiki se agaimana dimaksud pada 
ayat (3) tid dapat dipenuh� maka mitra tukar menukar 
berkewajib untuk menyef rkan selisih nilai Barang 
Milik Daer dengan barang pengganti ke rekening Kas 
UmumDae ah. 

Menukar sebagaimana 
ayat (5) Pengelola Barang 
g, yang dituangkan dalam 

ntuk melakukan penelitian 
g pengganti, antara lain· 

iapkan Berita Acara Serah 
oleh Pengelola Barang dan 

(5) Wali Kota , embentuk Tim 
kelengkap dokumen bar 
bukti kepe ilikan, serta me I 

Terima un k ditandatang I 

mitra tukar menukar. l Pasal 
(1) Berdasark perjanjian Tu . ' dirnaksud alam Pasal 129 

melakukan serah terima bar1 

teknis; 

(2) Berdasark Berita Acara erah Terima sebagaimana 
dimaksud , ada ayat (1), Pe gelola Barang mengajukan 
usulan pe ghapusan Baran Milik Daerah yang dilepas 
dari daf barang Pengel kepada Wali Kota serta 
Pengelola Barang mencatat an mengajukan permohonan 

tatus pengguna terhadap barang pengganti 
ang Milik DaerahJ 

I 
Pasal [33 

(1) tukar menukar Barang Milik Daerah yang 
didasarkan pada permohon dari pihak sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 12ri huruf b, diawali dengan 
mengajuk permohonan se1 a tertulis kepada Wali Kota. 

(2) Permohonan sebagaimana di aksud pada ayat (1) disertai 
data pendu ng berupa: 

ntukan; 

sebagaiman 
Pasal 132 

d. perkiraan nilai barang pen anti; dan 
e. hal lain y g diperlukan. / 

(3) tukar menukffij Barang Milik Daerah yang 
pada kebut han Pengelola Barang 

dimaksud dal I Pasal 128 sampai dengan 
erlaku mutatis utandis pada Pelaksanaan 

tukar menu ar Barang Milik , ,aerah yang didasarkan pada 
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dimaksud dalam 

I 
I . 
gaimana 

: 
permohonan dari pihak seb 
Pasal119ay t(4). 

af 
1. 

Paragr �I: tiga 
Tata Cara Pelaksanaai} �ukar Menukar 

Pada Penggun Barang 
I 

Pasal 13 
(1) Pengguna arang mengajuk' permohonan persetujuan 

tukar men kar kepada W · Kota melalui Pengelola 
Barang, de gan disertai: 

f 

a. penjelas /pertimbangan t kar menukar; 
yataan atas p lunya dilaksanakan tukar 
ang ditandatang i oleh Pengguna Barang; 

I c. Peratur daerah mengen · tata ruang wilayah atau 
penataan kota; I 

:: !:�dr �c:a:b::�J ��:gD::::g 
dilepas; 

(2) Data ad · istratif Barang I ilik Daerah yang dilepas 
sebagaim a dimaksud da ayat (1) huruf d, 
diantarany : 
a. status enggunaan dan ukti kepemilikan, gambar 

situasi t rmasuk lokasi ah, luas, kode barang, kode 
register, nama barang, an nilai perolehan, untuk 

ilik Daerah berup tanah; 
b. tahun p mbuatan, kode arang, kode register, nama 

barang, onstruksi bangu , , luas, status kepemilikan, 
nilai per lehan, dan nil I buku, untuk Barang Milik 
Daerah erupa bangunan; I, an 

c. tahun p rolehan, kode i rang, kode register, nama 
barang, [urnlah, nilai per lehan, nilai buku, kondisi 
barang, dan bukti kep ilikan kendaraan, untuk 
barang milik daerah be upa selain tanah dan/atau 
ban gun 

(3) Rincian encana kebut� an barang pengganti 
sebagaim a dimaksud pada: yat (1) huruf e, meliputi: 
a. luas dan lokasi yang perun ukannya sesuai dengan tata 

ruang "· ayah, untuk ' ang Milik Daerah berupa 
tanah; 

konstruksi bangunan, serta 
sarana an prasarana pe unjang, untuk Barang Milik 
Daerah erupa bangunan; an/ atau 

c. jumlah, ienis barang, ko disi barang dan spesifikasi 
barang ntuk Barang Mill Daerah berupa selain tanah 
dan/ ata I bangunan. 

( 4) Pelaksana 
Pengelola 

tukar menu 
arang sebagaim 

Barang Milik Daerah pada 
1 
� dimaksud dalam Pasal 127 
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I 
I 

sampai d ngan Pasal 
!33 

ayat (1) berlaku 
mutatismu dis pada pe sanaan tukar menukar 
Barang Mili Daerah pada Perp. · guna Barang. 

(5) Berita Acara Se)� 
1 

Terima, Pengguna Barang 
mengajuk usulan penghaf san Barang Milik Daerah 
yang dilep s dari Daftar I I arang Pengguna kepada 
Pengelola Barang serta Pen na Barang mencatat dan 
mengajuk permohonan p� etapan status penggunaan 
terhadap b ang pengganti se iagai Barang Milik Daerah. 

Paragraf KJ mpat 
jian dan Berita � ara Serah Terima 

Pasal l 5 
(1) Tukar men kar dituangkan d am perjanjian. 
(2) Perjanjian ekurang-kurangn! a memuat: 

a. identitas ihak; I 
b. jenis dan nilai Barang M� Daerah; 
c. spesifika i barang penggarr : ; 
d. klausal bahwa dokumen ke emilikan barang pengganti 

diatas narakan pemerin daerah; 
e. jangka w�tu penyerahan b 'dek tukar menukar; 
f. hak dan ewajiban para pi ak; 
g. ketentu dalam hal terjacl kahar; 

i. penyeles ian perselisihan. 
(3) Perjanjian ukar menukar di datangani oleh mitra tukar 

menukar d ngan Wali Kota. 

Pasal 36 

a sebagaimana dimaksud 
ing lambat 1 (satu) bulan 
ganan perjanjian tukar 

engganti yang telah siap 
perjanjian tukar menukar 

Barang Milik D erah dan barang pengganti 
dalam Berita Ac a Serah Terima sebagaimana 

dimaksud alam Pasal 132 a1 at (1) . 
(2) Berita Acara Serah Terima ! ebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) d�'tandatangani ole mitra tukar menukar dan 
Pengelola Barang, I 

(3) Penandat ganan Berita A 
pada ayat (2) dilakukan p1 

setelah ggal penanda 
menukar untuk barang 
digunakan pada tanggal 
ditandatan ani. 

(1) 

(4) Penanda ganan Berita A ara sebagaimana dimaksud 
pada ayat ,2) dilakukan palii g lama 2 (dua) tahun setelah 
tanggal p nandatanganan I perjanjian tukar menukar 
untuk bar g pengganti Ya!/" belum siap digunakan pada 
tanggal pe [anjian tukar men kar ditandatangani. 
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{5) Penandatan anan Berita 

Aj 

Serah T;rlma hanya dapat 
dilakukan dalam hal mi a tukar menukar telah 
memenuhi eluruh ketentu I dan seluruh klausul yang 
tercantum am perjanjian t ar menukar. 

Pasal 
Wali Kota berw nang membatalk perjanjian Tukar Menukar 
secara sepihak dalam hal Berl Acara Serah Terima tidak 
ditandatangani sampai dengan I batas waktu sebagaimana 
dimaksud dal Pasal 136 ayat ( ) dan ayat (4). 

dengan dilakukan 

Bagian Ke 'ma 
Hibali 

Paragraf Kl satu 
Prinsip U um 

Pasal 1 8 
ang Milik D erah 

untuk kepenti an: 

d. kemanus aan; 
e. pendidi yang bersifat n komersial; dan 
f. penyelen araan pemerin an daerah. 

I (2) Penyelengg aan pemerintj an daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) uruf f adalah termasuk 
hubungan antara pemerin pusat dan pemerintah 
daerah, h bungan antara I emerintah daerah dengan 
pemerintah daerah lainnya, ubungan antara pemerintah 
daerah de gan masyarakat embaga internasional, dan 
pelaksana kegiatan yang enunjang penyelenggaraan 
tugas dan fungsi pusat atau pemerintah 
daerah. 

(1) Hibah 
pertimbang 
a. sosial; 
b. budaya; 

(1) 
Pasal 39 

Daerah dapa dihibahkan jika memenuhi 

asia negara; 
ang menguasai hajat hidup 

penyelenggaraan tugas dan 
erintahan daerah. 
dalam proses pelaksanaan 
oleh pihak penerima hibah. 

persyara 
a. bukan m rupakan barang 
b. bukan erupakan barang 

yak; atau 
nakan lagi dal 
yelenggaraan pe 
a yang timbul 

ggung sepenuhn 

fungsi p 
(2) Segala bi 

hibah di 
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( 1) Barang Mil· 
sebagaiman 
hi bah. 

Pasal 
Daerah yang 
ketentuan yan 

I 
lo 
I 

ibahkan wajib digunakan 
I ditetapkan dalam naskah 

(2) Hibah seba aimana dimaksu pada ayat (1) dilaksanakan 
oleh Pengel la Barang. 

Pasal l 1 
I 

t menerima hib adalah: 
a. lembaga so ial, lembaga b aya, lembaga keagamaan, 

lembaga ke anusiaan, atauj lembaga pendidikan yang 
bersifat no komersial b dasarkan akta pendirian, 
anggaran d sar/rumah tang , atau pernyataan tertulis 
dari instans teknis yang ko peten bahwa lembaga yang 
bersangku adalah sebagai mbaga dimaksud; 

· aerah lainnya; 
d.perorangan tau masyarakat 

dengan krit ria masyarakat 
I ketentuan p raturan perund , 

e. pihak lain sesuai ketent! 
undangan. 

ang terkena bencana alam 
rpenghasilan rendah sesuai 
-undangan; atau 

peraturan perundang- 

Pasal 42 
(1) Hibah dap t berupa: 

a.tanah 
kepada 

b. tanah d 

c. selain 

an/ atau bangu yang telah diserahkan 
a1i Kata; 
/ atau bangunan yang berada pada Pengguna 

nan. 
(2) Tanah d ang berada pada Pengguna 

ud pada ayat (1) huruf b 
tanah dan/ ata bangunan yang dari awal 

pengadaan ya direncanak I untuk dihibahkan sesuai 
I yang terc tum dalam Daku en Pelaksanaan Anggaran. 

(3) Barang M" ik Daerah selai� tanah dan/atau bangunan 
sebagaim a dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: 
a. Barang ilik Daerah sel4 . tanah dan/ atau bangunan 

yang d · awal pengadaan ya untuk dihibahkan; dan 
b. Barang ilik Daerah selai� tanah dan/atau bangunan 

yang leb optimal apabil� eihibahkan. 
(4) Penetapan Barang Milik D erah yang akan dihibahkan 

sebagaim a dimaksud pad ayat (1) dilakukan oleh Wali 
Kota. 
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Hi bah 

4 
ilik Daerah pada Pengelola 
pada inisiatif Wali Kata 
dalam 143 huruf a, diawali 

oleh Wali Kata untuk 

g dapat menerima 
asal 141. 

kua 
I 

· g Milik Daerah 
' IBarang , 
3 
Daerah yang berada pada 
sarkan: 

(1) Pelaksana hibah Barang 
Barang y g didasarkan 
sebagaim a dimaksud Pas 
dengan p mbentukan T" 1 

melakukan penelitian. 
(2) Penelitian 8iebagaimana dim sud pada ayat (1) meliputi: 

a. peneliti uh data administra f; dan 

Paragraf 
Tat Cara Hibah Bar 

Pada Pengelol 
Pas al 

Pelaksanaan h bah Barang Mili 
Pengelola Bar g dilakukan ber 
a. inisiatif Wali Kata; atau 
b. permohonan dari pihak y 

sebagaiman dimaksud dalam 

b. penelitia fisik. 
(3) Penelitian ata administratif ebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) hu fa dilakukan u1 uk meneliti: 
a. status d n bukti kepemili , gambar situasi termasuk 

lokasi t�ah, luas, kode arang, kode register, nama 
barang, J1:ilai perolehan, peruntukan, untuk data 
Barang ilik Daerah beru , tanah; 

b. tahun p mbuatan, konstr ksi, luas, kode barang, kode 
' register, nama barang, ni i perolehan, nilai buku, dan 

status epemilikan untu data Barang Milik Daerah 
berupa iangunan; 

c. tahun erolehan, spesifi asi/identitas teknis, bukti 
kepemili an, kode barang( kode register, nama barang, 
nilai pe olehan, nilai bu u, dan jumlah untuk data 
Barang ilik Daerah be1 

pa selain tanah dan/ atau 
bangun ; dan 

d. data cal n penerima hibah 
(4) Dalam lakukan penel.l ian terhadap data calon 

ibah sebagaim , a dimaksud pada ayat (3) 
huruf d, T" dapat melaku klarifikasi kepada instansi 
yang berw nang dan berko peten mengenai kesesuaian 
data calon enerima hibah. 

(5) Penelitian isik sebagaimana imaksud pada ayat (2) huruf 
b dilakukap dengan cara m ncocokan fisik Barang Milik 
Daerah yapg akan dihibahU dengan data administratif 
sebagaim a dimaksud pada ayat (3). 

(6) Hasil pene itian sebagaiman I dimaksud pada ayat (3), ayat 
(4) dan ay (5) dituangkan Iam berita acara penelitian. 
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basil penelitian kepada 
milik daerah 

acara penelitian 
(7) Hibah dapat 

Pengelola Barang 
esediaan menerima hibah 

, 
meminta st rat pernyataan 
kepada calo penerima hibah 

(7) Tim menya paikan berita a 
Wali Kota untuk menetap 
menjadi obj k hibah, 

(8) Dalam h berdasarkan 
dimaksud p 

Wali Kota 

terhadap barang yang 
untuk selain tanah 

uku terhadap barang yang 
, untuk tanah dan/ a tau 

Pasal 5 
(1) Pengelola arang mengajukl permohonan persetujuan 

hibah kepa a Wali Kota. I 
(2) Dalam hal hibah memerluka persetujuan DPRD, Wali 

Kota terl bib dahulu J mengajukan permohonan 
persetuju Hibah kepada DI D. 

(3) Dalam hal permohonan bib disetujui oleh Wali Kota 
sebagaim�:�ia dimaksud ayatl ada (1) atau disetujui oleh 
DPRD seb gaimana dimaks pada ayat (2), Wali Kota 
menetapk keputusan pel I sanaan hibah, yang paling 
sedikit me uat: 
a. penerim hibah; 
b. objek bib ; 
c. nilai per, lehan dan nilai 

dapat diakukan penyusu 
ban gun 

d. nilai per lehan dan nilai 
dapat d akukan penyu 
dan/ ata bangunan; dan 

e. peruntu an hibah, 

dilakukan hibah; 

Pasal r 46 
(1) Berdasark keputusan pel sanaan Hibah sebagaimana 

dimaksud alam Pasal 145 at (3), Wali Kota dan pihak 
penerima h bah menandatan ani naskah hibah. 

(2) Naskah hi ah sebagaiman dimaksud pada ayat (1) 
memuat p ing sedikit: 
a. identitas para pihak; 
b. jenis d nilai barang y 

peruntukan bi1 ah; 
ewajiban para p · ak; 

e. klausul beralihnya tan ng jawab dan kewajiban 
kepada ihak penerima bib h; dan 

f. penyeles ian perselisihan. 
(3) Berdasark naskah hibah ebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), Pe gelola Barang m akukan serah terima barang 
milik daer kepada pene · a hibah yang dituangkan 
dalam Berl Acara Serah Te a. 
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(4) Berdasark Berita Acara 
dimaksud ada ayat (3), Pe· 
usulan pe ghapusan Bar 
dihibahkan. 

I 

lrah Terima sebagaimana 
1elola Barang mengajukan 
I Milik Daerah yang telah 

Milik Daerah yang 

Milik Daerah yang di 

f. lokasi/d ta teknis; dan 
g. surat r kesedia menerima hibah. 

Pas al 
(1) Berdasar , permohonan s agaimana dimaksud dalam 

Pasal 147 ayat (1), Wali K ta membentuk Tim untuk 
melakukan penelitian. 

J 

(2) Tata cara penelitian sampai dengan pelaksanaan serah 
terima pa a pelaksanaan fu bah yang didasarkan pada 
inisiatifwi· Kata sebagaim a dimaksud dalam Pasal 144 
sampai d ngan Pasal 1461 berlaku mutatis mutandis 
terhadap t ta cara penelitian sampai dengan pelaksanaan 
serah te · a pada pelaksanaan hibah yang didasarkan 
pada permohonan pihak pe-[ UI hon sebagaimana dimaksud 
dalam Pasd.i 14 7. I 

(3) Dalam hal permohonan hib tidak disetujui, Wali Kata 
melalui Pe· gelola Barang nt mberitahukan kepada pihak 
yang men ajukan permoh an hibah, disertai dengan 
alasannya. 

Pasal 1 7 
( 1) Pelaksana hibah Barang ilik Daerah pada pengelola 

barang y g didasarkan p a permohonan dari pihak 
yang dapat menerima hibah � bagaimana dimaksud Pasal 
143 huruf b, diawali deng I penyampaian permohonan 
oleh pihak pemohon kepada a1i Kata. 

(2) Permohon I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
memuat: 
a. data pem hon; 
b. alasan p rmohonan; 
c. peruntu an hibah; 
d.jenis/sp sifikasi/nama B1 

dimohon untuk dihibalj1 
e. jumlah/1 as/volume Bar 

mohonk untuk dihibahk! 

' -- 

Pelaksanaan Hib Barang Milik Daerah 
Pada Penggu a Barang 

Pasal 49 
( 1) Pelaksana hibah Barang ilik Daerah pada Pengguna 

Barang di wali dengan pe!f · entukan Tim Internal pada 
SKPD oleh Pengguna Barang ntuk melakukan penelitian. 
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yang Daerah 

i. lokasi. 
(7) Penyamp · surat permo 

pada ayat (6) disertai deng 
menerima ibah. 

b.peneliti 
(3) Penelitian ata administratif ebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) hu fa dilakukan un uk meneliti: 
a. status d bukti kepemili , , gambar situasi termasuk 

lokasi ah, luas, kode arang, kode register, nama 
barang, ilai perolehan, , peruntukan, untuk data 
Barang ilik Daerah beru� tanah; 

b. tahun p mbuatan, konstr ksi, luas, kode barang, kode 
register, ama barang, ni11 

• perolehan, nilai buku, dan 
status pemilikan untuJ data Barang Milik Daerah 
berupa b gunan; 

c. tahun erolehan, spesifi asi/Identitas teknis, bukti 
kepemili an, kode barang] kode register, nama barang, 
nilai pe olehan, nilai bu u, dan jumlah untuk data 
Barang ilik Daerah: b�

1 

pa selain tanah dan/ atau 
bangun ; dan 

d. data cal n penerima Hib 
(4) Penelitian fisik sebagaiman dimaksud pada ayat (2) 

huruf b dil kan dengan c I a mencocokkan fisik Barang 
Milik Da ah yang ak� dihibahkan dengan data 
administra · sebagaimana di aksud pada ayat (3). 

(5) Hasil penelitian sebagaimanl dimaksud pada ayat (3) dan 
ayat (4) d tuangkan dalam� berita acara penelitian dan 
selanjutny disampaikan Ti kepada Pengguna Barang. 

(6) berita acarr1 hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada 
ayat (5), P ngguna Barang ngajukan permohonan hibah 
kepada Pe gelola Barang y g memuat: 
a. data cal n penerima hib� 
b. alasan untuk menghibahJ ; 
c. data d dokumen atas , ah dan/ atau bangunan; 
d. peruntu n hibah; J , 
e. tahun p rolehan; 

;._;r�:;:; �:�;: kep:ar�j 

Milik 
dimoho kan untuk dihib kan; dan 

I ;nan sebagaimana dimaksud 
surat pernyataan kesediaan 

(2) Penelitian s bagaimana dim sud pada ayat (1) meliputi: 
I 

a. peneliti data administra · ,; dan 
fisik. I 
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milik daer kepada pene . a hibah yang dituangkan 
I , 

dalam Beri a Acara Serah Te a. 
Berita Acara erah Terima sebagaimana 

ada ayat (7), Pe gguna Barang mengajukan 
Bar , Milik Daerah yang telah 

(8) 

Pasal 52 
Pelaksanaan ibah Barang ilik Daerah berupa tanah 
dan/ atau ban nan dan selairli tanah dan/ atau bangunan 
yang dari aw pengadaanya d": ncanakan untuk dihibahkan 
sebagaimana imaksud dalam Ri sal 142 ayat (2) dan ayat (3) 
huruf a men · uti ketentuan pen turan perundang-undangan. 

Bagian Ke nam 
Pe yertaan Modal P, erintah Daerah 

Paragraf satu 
Prinsip Urum 

Pasal 53 
( 1) Penyerta modal pemerin h daerah atas Barang Milik 

Daerah dilakukan _d� am rangka pendirian, 
pengemb gan, dan pemn atan kinerja Badan Usaha 
Milik Negara/Daerah atau adan hukum lainnya yang 
dimiliki N!egara sesuai d gan ketentuan peraturan 
perundangf undangan. l 

(2) Penyerta modal peme daerah sebagaimana 
dimaksud ada ayat (1) dil I ukan dengan pertimbangan 
sebagai be ikut: I 
a. Barang Milik Daerah y g dari awal pengadaannya 

okumen peng garan diperuntukkan bagi 
saha Milik Negai /Daerah atau badan hukum 
ang dimiliki Neg a dalam rangka penugasan 

pemerin ; atau [ 
b. Barang ilik Daerah lebi� optimal apabila dikelola oleh 

Badan saha Milik Negar /Daerah atau badan hukum 
lainnya yang dimiliki N ara baik yang sudah ada 
maupu yang akan dibent 'k, 

(3) Penyerta modal pemerint daerah ditetapkan dengan 
Peraturan aerah. 

(4) Barang M" ik Daerah sebagai ana dimaksud pada ayat (2) 
yang telah disertakan dalaml enyertaan modal pemerintah 
daerah ke ada Badan Us a Milik Negara/Daerah atau 
badan h m lainnya y g dimiliki Negara menjadi 

ang dipisahkan I engikuti ketentuan peraturan 
undangan. 
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Pasal 
elitian Barang 

dihibahkan ya g berada pada P 
dimaksud dal m Pasal 144 
terhadap tata ara penelitian at 
oleh Pengguna Barang kepada P 
dimaksud dal · Pasal 149. 

Pas al 

0 . 
I 
iMilik Daerah yang akan 
. gelola Barang sebagaimana 
I erlaku mutatis mutandis 
permohonan yang diajukan 
gelola Barang sebagaimana 

1 
(1) Pengelola arang mengajuk n permohonan persetujuan 

hibah kepa a W ali Kota. 
(2) Dalam hal hibah memerlu · persetujuan DPRD, Wali 

Kota ter� bih dahulu mengajukan permohonan 
persetuju hibah kepada D� R D. 

(3) Apabila p ohonan Hib disetujui oleh Wali Kota 
sebagaim a dimaksud pad yat (1) atau disetujui DPRD 
sebagaim a dimaksud I1 da ayat (2) Wali Kota 
menetapk pelaksanaan hibah, yang sekurang­ 
kurangnya emuat: 
a. penerimj hibah; 
b. objek hib ; 
c. nilai per lehan dan nilai uku terhadap barang yang 

dapat di akukan penyusJ an, untuk tanah dan/atau 
bangun ; 

d. nilai per lehan dan nilai uku terhadap barang yang 
dapat d akukan penyu tan, untuk selain tanah 
dan/ ata bangunan; dan 

e. peruntu n hibah. 
(4) Apabila pe ohonan Hibrui; tidak disetujui, Wali Kota 

melalui Pe gelola Barang enerbitkan surat penolakan 
kepada Pe gguna Barang y · g mengajukan permohonan 
disertai de gan alasannya. I 

(5) Berdasar penetapan pelf\ .sanaan Hibah sebagaimana 
dimaksud ada ayat (3), E' ngelola Barang dan pihak 
penerima h bah menandatan i naskah hibah. 

(6) Naskah hil ah sebagaiman] dimaksud pada ayat (5) 
memuat se urang-kurangnya 
a. identitas para pihak; 
b. jenis d nilai barang yan dilakukan hibah; 

peruntukan hi? 
ewajiban para pi ak; 

e. klausul beralihnya tangg · ng jawab dan kewajiban 
kepada p/hak penerima hit, ; dan 

f. penyelesaian perselisihan. 
(7) Berdasark<>l naskah hibah ebagaimana dimaksud pada 

ayat (5), P;tgelola Barang m6 akukan serah terima barang 
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daerah atas barang milik 
pada ayat (1) dilaksanakan 
mendapat persetujuan Wali 

. / a tau bangunan ada Pengguna Barang; atau 
c. selain ah dan/ atau ban nan. 

(2) Penyertaan modal pemerin 
daerah seb gaimana dimaks 

I 
oleh Pengel la Barang setel 
Kota, sesu · batas kewenang 

I 

Pasal � 4 
(1) Penyertaan modal pemerint,11 daerah atas Barang Milik 

Daerah dap t berupa: I · 
/atau bangun yang telah diserahkan Wali 

Pasal 56 
odal pemerin daerah dilaksanakan 

I 
alisa kelayakan · vestasi mengenai penyertaan 

dengan keten an peraturan perundang- 

Penyertaan 
berdasarkan 
modal sesu 
undangan. 

Pasal 1 5 
(1) Penetapan Barang Milik Da ah berupa tanah dan/atau 

bangunan yang akan isertakan sebagai modal 
pemerintah daerah sebagai I ana dimaksud dalam Pasal 
154 ayat ( ) huruf a dilak kan oleh Wali Kota, sesuai 
batas kewe angannya. 

(2) Tanah dan atau bangunan ang berada pada Pengguna 
Barang se agaimana dimaks d dalam Pasal 154 ayat (1) 
huruf b tara lain tanah i / atau bangunan yang sejak 
awal pen adaannya diren1 anakan untuk disertakan 
sebagai m dal pemerintah er erah sesuai yang tercantum 
dalam d · kumen peng1 1 

garan, yaitu Dokumen 
Pelaksana Anggaran. 

(3) Barang Mi · Daerah sel · tanah dan/ atau bangunan 
yang ber da pada Pen na Barang sebagaimana 
dimaksud alam Pasal 154 yat (1) huruf c antara lain 
meliputi: 
a. Barang ilik Daerah selai tanah dan/ atau bangunan 

yang d · awal pengada ya untuk disertakan sebagai 
modal p merintah daerah;I 

b. Barang ilik Daerah sel · tanah dan/ atau bangunan 
yang le ih optimal untu disertakan sebagai modal 

daerah. 

I . 
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ikan hasil penilaian kepada 

embentuk Tim ntuk melakukan penelitian (3) 
terhadap: 
a. hasil analisis kelayakan investasi yang dilakukan 

sesuai k !tentuan peratur� perundang-undangan; 
b. data ad inistratif, di� aranya: tahun perolehan, 

spesifika i/identitas tekni , bukti kepemilikan, kode 
barang, ode register, nam ,1 barang, dan nilai perolehan 
atau nil buku; dan 

c. kesesuai tujuan pen.y rtaan modal pemerintah 
daerah, sebagaimana dim sud dalam Pasal 153. 

(4) Tim 'lelakukan kaji bersama dengan calon 
pene4apenyertaan odal pemerintah daerah 
dan/ a, u SKPD terkai , yang dituangkan dalam 
doku en hasil kajian. I 

(5) Apabila be dasarkan hasil k iian sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( ), penyertaan mo al pemerintah daerah layak 
dilaksanak n, maka calon enerima penyertaan modal 
pemerintah daerah meny paikan surat pernyataan 
kesediaan enerima penye1 modal pemerintah daerah 
yang beras dari barang mit daerah. 

(6) Tim meny paikan dokum1 hasil kajian sebagaimana 
dimaksud ,ada ayat (4) dan surat pernyataan kesediaan 
menerima penyertaan J dal pemerintah daerah 
sebagaima a dimaksud "" yat (5) kepada Wali Kota. 

Pasal f 8 
(1) Pengelola arang mengaju permohonan persetujuan 

penyertaan modal pemerinta' daerah kepada Wali Kota. 
(2) Dalam hal penyertaan odal pemerintah daerah 

memerlukah persetujuan DP D, Wali Kota terlebih dahulu 
mengajuk permohonan pe . etujuan kepada DPRD. 

(2) Pengelola 
Wali Kota. 

Paragraf 1dua 
Tata Car Penyertaan Mo 1 Pemerintah Daerah 
Atas Bar ng Milik Daerah , 1 da Pengelola Barang 

I 

Pasal ll 7 
( 1) Pengelola Barang melaks · akan penilaian dengan 

menugask 
a. Penilai s bagaimana dima ud dalam Pasal 69, untuk 

tanah d / atau banguni yang akan dijadikan objek 
penyerta modal; 

b. Tim y g ditetapkan ol h Wali Kota dan dapat 
meliba Penilai sebagai ana dimaksud dalam Pasal 
70, untu selain tanah d ! / atau bangunan yang akan 
dijadik objek penyerta odal. 
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(3) Apabila p rmohonan tidak disetujui oleh Wali Kota 
sebagaim a dimaksud pad ayat (1) atau tidak disetujui 
oleh DPRD sebagaimana di 

1aksud pada ayat (2), Wali 
Kota mel i Pengelola B I g memberitahukan pada 
calon pene 'ma penyertaan m dal disertai dengan alasan. 

(4) Apabila pe ohonan penye I . modal pemerintah daerah 
atas Bar g Milik Daer� disetujui oleh Wali Kota 
sebagaim a dimaksud pada ayat (1) atau disetujui oleh 
DPRD seb gaimana dimaksDd pada ayat (2), Wali Kota 
menetap keputusan ata� Barang Milik Daerah yang 
akan dise an sebagai peny rtaan modal. 

(5) Pengelola arang menyiJ kan rancangan Peraturan 
Daerah te tang penyerta::} modal pemerintah daerah 
dengan melibatkan SKPD ter1. it. 

(6) Rancangan Peraturan Daer tentang penyertaan modal 
pemerintah daerah sebagairn a dimaksud pada ayat (5) 
disampaik kepada DPRD i.lt tuk dilakukan pembahasan 
bersama d selanjutnya 1,1:etapkan sebagai Peraturan 
Daerah ten g penyertaan mbdal, 

Pasal 9 
(1) Peraturan Daer h tentang Penyertaan Modal 

Pemerint Daerah sebagai ana dimaksud dalam Pasal 
158 ayat ( ), Pengelola Bar g melaksanakan penyertaan 
modal pe erintah daerah * rpedoman pada keputusan 
Wali Kota sebagaimana di aksud dalam Pasal 158 
ayat (4). I 

(2) Berdasar peraturan daer h dan keputusan Wali Kota 
sebagaim a dimaksud pa I . ayat (1), Pengelola Barang 
melakukan serah terima ngan penerima Penyertaan 
Modal Pem rintah Daerah y ng dituangkan dalam Berita 
Acara Ser Terima. 

Pasal 160 
Berdasarkan Berita Acara S rah Terima sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 159 I yat (2), Pengelola Barang 
mengajukan u ulan penghapus Barang Milik Daerah yang 
telah dijadik penyertaan mod pemerintah daerah. 

a Penyertaan Mo al Pemerintah Daerah 
g Milik Daer ada Pengguna Barang 

Pasal 161 
(1) Penyertaan modal pemerin daerah yang dari awal 

pengadaan ya direncanaka untuk dijadikan sebagai 
penyertaan modal pemerinf daerah, maka Pengguna 
Barang me 'alui Pengelola Bal- ng mengajukan usul kepada 
Wali Kota disertai pertimb I gan dan kelengkapan data 
berupa: 
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dokumen dan/atau 
a. data ad inistratif, antara 

1. doku anggaran 
perenc aannya; 

2. nilai r alisasi pelaksana anggaran; dan 
3. keput san penetapan s �us penggunaan. 

b.dokumen hasil analisis k 'ayakan investasi mengenai 
penye modal ses ai ketentuan peraturan 
perund · g-undangan. J (2) modal pemerin daerah yang diarahkan 

untuk op · alisasi Barang lik Daerah, maka pengajuan 
usu] oleh Pengguna Baran melalui Pengelola Barang 
kepada W · Kota disertai p[ 1 

• bangan dan kelengkapan 
data berup : I 
a. data a inistratif, ant a lain tahun perolehan, 

spesifika i/identitas tekni , bukti kepemilikan, kode 
barang, ode register, nl 1 barang, dan nilai perolehan 
atau nil · buku; 

b. dokume hasil analisa , Jayakan investasi mengenai 
penyerta modal ses ai ketentuan peraturan 
perund g-undangan. 

(3) Tata cara enyertaan modal emerintah daerah mengenai 
penilaian ampai dengan rah terima barang yang 
disertakan sebagai penyert modal pemerintah daerah 
yang ber da pada Peng Iola Barang sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 157 sampai dengan Pasal 159 
berlaku m tatismutandis p! a penilaian sampai dengan 
serah teri a barang yan] akan disertakan sebagai 
penyerta modal pemerint' daerah yang berada pada 

ketentuan 

aerah dilakukan dalam 

dapat digunakan, 
, dan/atau tidak dapat 

Pasal 62 
Terima Pengguna Barang 
Barang Milik Daerah yang 

Pemerintah Daerah. 

Pas al 

Berdasarkan 
mengajukan 
telah dijadik 

a. barang ilik Daerah 
tidak dap t dimanfaatk 
dipindaht gankan; atau 

b. terdapat asan lain s suai dengan 
peraturan erundang-un ! gan. 
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dilakukan den an cara: 

ketentuan Peraturan 

I 

a dimaksud pada ayat 
ta cara sesuai dengan 

, ndang-undangan. 

64 
I , , oleh Pengguna Barang 
1juan Wali Kota, untuk 
'Pengguria Barang. 

oleh Pengelola Barang 
juan Wali Kota, untuk 
Pengelola Barang. 
sebagaimana dimaksud 

, dalam berita acara dan 

Pasal 65 

kan; atau 
sesuai deng 

-undangan. 

an sebagaim 
kan dengan 

I peraturan pe , 

(4) Pemusn 
( 1) dil 
ketentu 

Pasal 

Pemusnah 
a. dibakar; 
b. dihancur an; 
c. ditimbun; 
d. ditenggel 
e. cara 1 

Perund 

(1) Pemusn 
setelah endapat perse 
Barang M lik Daerah pad 

(2) Pemusn an dilaksanak I 
setelah endapat perset 
Barang M · Daerah pad I 

I 
(3) Pelaksanlan pemusnah 

pada aya (1) dituangka 
dilapork kepada Wali 

Pasallf66 
Penghapus Barang Milik �0aerah meliputi: 
a. penghap san dari D , tar Barang Pengguna 

dan/atau Daftar Barang uasa Pengguna; 
b. penghap arang Pengelola;dan 
c. Barang Milik Daerah. 

(1) Penghap san dari ar Barang Pengguna 
dan/ata Daftar B g Kuasa Pengguna 
sebagaim a dimaksud 

J 

alam Pasal 63 huruf a, 
dilakuk dalam hal B ang Milik Daerah sudah 
tidak ber da dalam pen I asaan Pengguna Barang 
dan/ ata Kuasa Penggu , a Barang. 

(2) dari D tar Barang Pengelola 
alam Pasal 63 huruf b, 
ang Milik Daerah sudah 

,asaan Pengelola Barang. 
(3) Penghap san dari Daft Barang Milik Daerah 

a dimaksud dalam Pasal 63 huruf c 
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dilakuk 

a. pemin 
b. putus 

huku 
huku 

c. 

dalam h 
a dimaksud 
karena: 

ahtanganan at 
pengadilan 

tetap dan 
lainnya; 

kan ketentu 

terjadi penghapusan 
da ayat (1) dan ayat (2) 

l Barang Milik Daerah; 
ang telah berkekuatan 
dah tidak ada upaya 

undang-undang; 
d. pemu ahan; atau 
e. sebab ain. 

ahtanganan at s Barang Milik Daerah; 
pengadilan I ang telah berkekuatan 

tetap dan dah tidak ada upaya 
lainnya; 

kan ketentu peraturan perundang- 

Pasal 68 
ilik Daerah s1t ah tidak berada dalam 

Pengelola Barang, Pengguna 
I atau Kuaa Pengguna Barang 
karena: 
an Barang M ik Daerah; 

an status p ggunaan Barang Milik 

( 1) Barang 
penguasa 
Barangd 
disebabk 
a. 
b. 

c. pemin 
d. putus 

huku 
huku 

e. 

f. 
g. 

(2) Sebab 1 · sebagaiman dimaksud pada ayat (1) 
huruf g merupakan s bab-sebab yang secara 
normal pertimbangkan wajar menjadi penyebab 
penghap seperti, ilang karena kecurian, 
terbakar, susut, rnerrgtraj , mencair, kadaluwarsa, 
mati, dan sebagai akibat ari keadaan kahar. 

Pasal 69 
(1) Penghap san sebagaim a dimaksud dalam Pasal 

167 ayat (1), untuk B ang Milik Daerah pada 
Pengguna Barang dilaku an dengan menerbitkan 
keputus penghapus84 oleh Pengelola Barang 
setelah m ndapat persetu uan Wali Kota. 

(2) Penghap san sebagaima I a dimaksud dalam Pasal 
167 ayat (1), untuk B ang Milik Daerah pada 
Pengelola Barang dilaku an dengan menerbitkan 
keputus penghapusan leh Wali Kota. 

(3) Dikecu · dari ketentuan mendapat 
persetuju penghapus Wali Kota sebagaimana 
dimaksu pada ayat (1) d alah untuk Barang Milik 
Daerah y ng dihapuskanl : arena: 

an status pe11! naan; 

79 



b. pemin 
c. pemus 

(4) Wali Kot 

'u 

dapat me lelegasikan persetujuan 
' penghapu an Barang M" · Daerah berupa barang 

persedia� kepada Penge ola Barang untuk Daftar 
Barang P ngguna dan/at u Daftar Barang Kuasa 
Pengguna I 

(5) Pelaksan an atas pen apusan Barang Milik 
Daerah s bagaimana di ' sud pada ayat (1) dan 
ayat (4) di aporkan kepa4T Wali Kota. 

BAB�I 

PENATAU AHAAN 

Bagian ,-j" satu 
Uml 

Pasal : 70 

(1) Objek Pe bukuan, Inve tarisasi, dan Pelaporan 
Barang Mflik; Daerah meli uti: 
a. semu barang yang .ibeli atau diperoleh atas 

beban APBD; dan 
b. semu barang yang berasal dari perolehan 

lainny yang sah, melf uti: 
1. bar g yang _di�ero� h dari hibah/ sumbangan 

ata yang sejenasny ; 
2. bar g yang diper? eh sebagai pelaksanaan 

jian/kontrak;J 
g yang dipe1 leh sesuai dengan 
tuan peratur . perundang-undangan; 
g yang diperq eh berdasarkan putusan 

adilan yang tel· memperoleh kekuatan 
hu m tetap; atau I 

5. bar g yang diper leh kembali dari hasil 
dive tasi atas pen� rtaan modal Pemerintah 
Daerah, I 

(2) Objek P bukuan, Inv tarisasi, dan Pelaporan 
Barang ilik Daerah seb gaimana dimaksud pada 
ayat (1) klasifikasikan ! enjadi: 

car berupa p sediaan; a. 
b. 

. 
' 2. per atan dan mes· ; 

3. ged ng dan bangu , an; 
4. jal , irigasi, dan j · gan; 
5. ase Tetap lainnya; 

J 

. an 
6. ko struksi dalam p ngerjaan. 

c. aset iririya, melipu 
1. ke itraan dengan ihak ketiga; 
2. ase tidak berwuju , ; dan 
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3. aset lain-lain. 

Pelaporan Barang (1) Pembuku , Inventarisa i, dan 
Milik Dae ah dilakukan p da: 
a. Kuasa engguna Bar 
b. Pen na Barang;dan 
c. Pengel la Barang. 

(2) Pelaksan an Pembuku Inventarisasi, dan 
Pelapor Barang Mil" Daerah pada Kuasa 
Penggun Barang aimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf a anakan oleh Pengurus 
Barang P mbantu. 

(3) , Inventarisasi, dan 
Daerah pada Pengguna 

sud pada ayat (1) huruf 
rus Barang Pengguna. 

(4) , Inventarisasi, dan 
Daerah pada Pengelola 
sud pada ayat (1) huruf 

c dilaks akan oleh P gurus Barang Pengelola 
melalui P jabat Penatau aan Barang. 

(5) Pelaksan an Pembu� , Inventarisasi, dan 
Pelapor Barang Mil Daerah sebagaimana 
dimaksu pada ayat (3, ayat (3), dan ayat (4) 
dapat dib tu oleh pernb tu pengurus barang. 

Inventarisas 
a. Pengguna 

pengguna 
b. Pengelola 

pengelola 

Bagi an 
Inventj 

Pasall 
Barang Milik D 
barang untJ 
arang; dan I 
barang untu 
arang. 

erah dilaksanakan oleh: 
daftar barang pada 

daftar barang pada 

Pasal 1 3 
(1) Objek in entarisasi Bar g Milik Daerah meliputi: 

a. perse iaan; 
b. tanah 
c. perala an dan mesin; 
d. gedu g dan bangun 
e. jalan, [artrigarr dan i gasi; 
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f. aset te ap lainnya; 
g. aset ti ak berwujud; 
h. konst ksi dalam pen rjaan. 

I 
(2) Objek i ventarisasi I arang Milik Daerah 

sebagaim a dimaksud pada ayat (1) huruf b 
sampai dengan huru g dapat dilakukan 
inventaris si secara seren k atau bertahap. 

(3) Inventarisasi secara ertahap sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) itetapkan oleh Wali Kota 
dengan m mpertimbarigk' . paling sedikit: 
a. tangg , bulan, tahuJ perolehan; 

ainnya 

Pasal 74 
(1) Pengguna barang atau uasa pengguna barang 

melakuk inventarisasi arang Milik Daerah yang 
am penguasan ya berupa: 

a. aan dan kons ruksi dalam pengerj aan 
akan paling J dikit sekali dalaml(satu) 

tahun; dan 
b. Selain ersediaan d konstruksi dalam 

penge aan dilaksan ' an paling sedikit sekali 
dalam (lima) tahun. 

(2) Dikecuali an dari � tentuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 11- ruf a berupa persediaan 
yang ak diserahkan ke ada masyarakat. 

I Pasal 75 
(1) Pengelola barang mel an inventarisasi Barang 

Mil� Dae.� yang bera� dalam �enguasaannya 
paling se t 1 (satu) kalt dalam 5 (lima) tahun. 

(2) Inventarisasi Barang Mi · Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) berupa tanah dan/atau 
ban gun 

a. 
b. pengguna 
c. 
d. 

terdiri dari: 
penerimaan; 

internal Pen na Barang; 
internal Pen na Barang; 

e. pemanfaa an; 
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g. koreksi; 
h. penyusut 
i. persedia 
j. pengam 
k. penghap 

atau amortis si; 
' 

Pasal 77 
Ketentuan mengenai T a cara pelaksanaan 
Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang 
Milik Daer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
169 sampai dengan Pasal ,76 dilaksanakan sesuai 

raturan perunj g-undangan. 

BAB .III 
PEMBIN , PENGENDAIL AN DAN PENGAWASAN 

I 
Bagian esatu 

(1( Wall Ko a me�I 
::binaan 

Pengelolaan 
Barang ilik Daerah � pada Perangkat Daerah 
dalam be tuk: 
a. bimbin an teknis; 
b. pendid · an dan pelatili 

I 
c. sosialis si kebijakan; d 
d. bentu lainnya sesu, kebutuhan. 

(2) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksan an oleh P: rangkat Daerah yang 
melaks akan fungsi I? ngelolaan Barang Milik 
Daerah. 

Bagian edua 
engawasan d , Pengendalian 

Pengawasan dan 
dilakukan ol h: 

Milik Daerah 

dan 

dani 

pemantauan 

pemantauan 

ui 
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Barang 
; dan/atau 

Barang 

a. Pengguna 
penertib 

b. Pengelola 
nvestigasi. 
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penertiban 
untuk unit 
oleh Kuasa 

peratur 

(4) Penggun 
menind 
dimaksu 

(3) 

I 
i 

Pasal 80 

(1) Pengguna Barang mel I kan pemantauan dan 
penertib terhadap p 

1ggunaan, pemanfaatan, 
pemind anganan,penaT usahaan, pemeliharaan, 
dan pen amanan Bar g Milik Daerah yang 
berada di alam penguasa nya. 

I (2) Pelaksan an pemanta an dan 
sebagaim a dimaksud ada ayat (1) 
kerja Per gkat Daerah ilaksanakan 
Pengguna Barang. 

Barang dan uasa Pengguna Barang 
eminta Apar t Pengawasan Intern 

' Daerah untu melakukan audit tindak 
asil pemant uan dan penertiban 
a dimaksud J ' da ayat (1) dan ayat (2). 

Barang dan uasa Pengguna Barang 
anjuti has· audit sebagaimana 
pada ayat (3) esuai dengan ketentuan 
perundang-un1 angan. 

Pasal 181 

kan pemantauan dan 
sanaan penggunaan, 

indahtanganan Barang 
rangka penertiban 

anfaatan, dan 
g Milik Daerah sesuai 
eraturan perundang- 

an, p 
tanganan Bar 

ketentuan 

penggun 
pemind 
dengan 
undang 

(2) an dan vestigasi sebagaimana 
pada ayat (1) apat ditindaklanjuti oleh 

Pengelola Barang de gan meminta Aparat 
Pengawa an Intern PemJ 'intah untuk melakukan 
audit ata pelaksanaan p nggunaan, pemanfaatan, 
dan pemi dahtanganan arang Milik Daerah. 

(3) Hasil a1jdit 
sebagaim� dimaksud pada ayat (2) 

disamp� kepada engelola Barang untuk 
ditind�_t'j_1:1ti sesuai de gan ketentuan peraturan 
perund g-undangan. 

( 1) Pengelola Barang mel 
investiga i atas I 

pemanfa tan, 
Milik aerah, 
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BAB V 
PENG LOLAAN B,�ru, 1 

G MILIK DAERAH 
PADA PE,�nGKAT DAE I YANG MENGGUNAKAN 

PO A PENGELOL I KEUANGAN 
B AN LAYANAN MUM DAERAH 

Pasal 82 
digunakan oleh Badan 
merupakan kekayaan 

dipisahkan untuk 
tan Badan Layanan 
gkutan. 

(1) Barang ilik Daerah y g 
Layanan Umum Daer , 
Daerah yang tidalf. 
menyelen arakan ke · 

I Umum D erah yang bers 
I 

(2) Pengelola Barang Mijl Daerah sebagaimana 
dimaksu pada ayat (1) I empedomani ketentuan 
peratur perundang-un angan mengenai Barang 
Milik Dae ah. J (3) Dalam barang g dikelola dan/ atau 

I dimanfaa an Sy, enuhnya untuk 
menyelen garakan kegi tan pelayanan umum 
sesuai d ngan tugas d I fungsi Badan Layanan 
Umum Daerah, dilt sanakan berdasarkan 
ketentu peraturanl perundang-undangan 
mengen · Badan Layan Umum Daerah. 

BAB 
BARANG M LIK DAERAH BERUPA RUMAH NEGARA 

Pasal ,83 

Rumah Neg 
diperuntuk 
sarana pe 
tugas peja 
Daerah. 

a merupakan 
sebagai temp 

binaan serta 
at dan/atau 

arang Milik Daerah yang 
tinggal atau hunian dan 
enunjang pelaksanaan 

ASN pada Pemerintah 

Pasal 84 

(1) Wali menetap status penggunaan 
golongan rumah negara. 

(2) Rumah egara sebagai a dimaksud pada ayat 
(1) dibagi 'kedalam 3 (tiga) golongan, yaitu: 

I a. rumah egara golong I; 
I b. rumah Negara golong II;dan 

c. rumah Negara golong I III. 

(3) Penetap status p1 I ggunaan sebagaimana 
dimaksu pada ayat ( 1) didasarkan pada 
pemohon penetapan tatus penggunaan yang 
diajukan oleh Pengguna arang. 
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Pasal 85 

gara golongan ! sebagaimana dimaksud 
I al 184 ayat ( huruf a, adalah rumah 

Negara ipergunakan agi pemegang jabatan 
tertentu dan karena ifat jabatannya harus 
bertempa tinggal diru ah tersebut serta hak 
penghuni nya terbataf selama pejabat yang 
bersang tan masih me egang jabatan tertentu 
terse but. 

(2) Rumah N gara golongan I sebagaimana dimaksud 
dalam pa al 184 ayat (2 huruf b, adalah rumah 
Negara y g mempuny1 

• hubungan yang tidak 
dapat dip sahkan dari su� tu Perangkat Daerah dan 
hanya di ediakan untu1 didiami oleh ASN pada 
Pemerint Daerah. 

(3) Termasu · dalam rumah egara golongan II adalah 
rumah N gara yang ber da dalam satu kawasan 
dengan P rangkat Daer atau Unit Kerja, rumah 
susun d mess/ asram emerintah Daerah. 

(4) Rumah N gara golongan I sebagaimana dimaksud 
dalam P sal 184 ayat (2, huruf c, adalah rumah 
Negara ang tidak te . asuk golongan I dan 
golongan I yang dapat dir· al kepada penghuninya. 

Pasal 186 

(1) Barang ilik Daerah be pa rumah Negara hanya 
dapat di nakan sebag · tempat tinggal pejabat 
atau Peg wai Negeri Sip· Pemerintah Daerah yang 
bersang tan yang memiliki Surat Izin 
Penghuni 

(2) Penggun Barang ajib mengoptimalkan 
penggun an Barang M* Daerah berupa rumah 
negara G longan I dan r mah Negara golongan II 
dalam m nunjang pelaka aan tugas dan fungsi. 

(3) Penggun Barang rum Negara golongan I dan 
I rumah egara golong II wajib menyerahkan 

barang ilik daerah be pa rumah Negara yang 
' tidak di nakan kepada ali Kota. 

Pasal 87 

( 1) 

(1) Surat Iz n Penghunian 
dalam P sal 186 ayat 
golongan I ditandatang 

(2) Surat Iz Penghunian 
dalam P sal 186 ayat 

II dan golo 

sebagaimana dimaksud 
1) untuk rumah Negara 
Pengelola Barang. 
sebagaimana dimaksud 

1.) untuk rumah Negara 
.gan III ditandatangani 
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Pas 188 
' 

(1) istri yang I asing-niasing berstatus 
Aparatur Sipil Negara ada Pemerintah Daerah 
yang ber angkutan, hari .a dapat menghuni satu 
rumah ne ara. [ 

(2) Pengecu iari terhadap ketentuan sebagaimana 
dimaksu pada ayat (1 hanya dapat diberikan 
apabila uami dan is tersebut bertugas dan 
bertempa tinggal di daer yang berlainan. 

Pasal 89 

Ketentuan mengenai ta a cara penggunaan, 
pemindaht ganan, peng I pusan, penatausahaan, 
pengawasan dan pengend · an Barang Milik Daerah 
berupa Rum Negara dilak anakan sesuai ketentuan 
peraturan p rundang-und, an. 

BAB !)iCVI 
SISTEM INFORMASI B lil:,A G MILIK DAERAH 

Daerah paling 

dan penganggaran; 

an, inventarisasi, dan 
Daerah. 
ana dimaksud pada ayat 

rpadu dan terintegrasi. 
informasi sebagaimana 

ilaksanakan oleh Pejabat 

190 

d.pem 

( 1) Sistem I formasi Bar 
sedikit m 

j. pengh 
k. pelaks aan pembu 

pelapo an Barang Mi · 1 

(2) S. t . . b J rs em orrnasa se agru 
(1) dilaks akan secara t 

(3) araan sisteJ 
pada ayat (1) 
aan Barang. 
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(4) Periyelerig ar'aari Sistem t.. Barang Milik 
Daerah ebagaimana ·, aksud: pada ayat (1) 

I IM . berpedom pada aturan , enten yang 
menyelen arakan urus I perrrerirrtab.an dalam 
negeri. 

BAB 
PEMB RIAN INSENTI DAN TUNJANGAN 

III BAB 

Pasal 91 

(1) Pejabat atau pegawai yang elaksanakan Pengelolaan 
Barang M" · Daerah yang I enghasilkan penerimaan 
Daerah dapa diberikan ins : tif. 

(2) Pengurus arang dalam melaksanakan tugas 
rutinnya dap t diberikan tu 1 [angan. 

(3) Ketentuan 1 bih lanjut merr- enai pemberian insentif 
dan tunjang diatur deng Peraturan Wali Kota. 

sanaan tugas pokok dan 
gan SKPD sebagaimana 

tidak mengikat. 

KOORD NASI 
PasalI 

92 

alam Pengelol Barang Milik Daerah 
ntuk optim sasi penggunaan dan 

dalam 

I 
nunjang pembangunan 

ebagaimana di aksud pada ayat (1) 
leh SKPD y I g membidangi urusan 

dibidang P · gelolaan Barang Milik 

/atau 
b. Sumber 1 yang sah d 

(3) ang dalam pel 
fungsinya b rkoordinasi dci 
dimaksud pa a ayat (2). 

PEND 
Pasal '93 

Pendanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah 
bersumber 

( 1) Koordinasi 
dilakukan 
pengelolaan 
Daerah. 

(2) Koordinasi 
dilakukan 

/ . 
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BAB 
GANTI 

Pasal 

hukum yang melanggar 
iatur dalam Pasal 3 ayat 
al 45 ayat (2), Pasal 51 
) , Pasal 65 ayat (1), dan 
an sanksi administratif. 

gian Daer akibat kelalaian, 
' an atau pe� ggaran hokum atas 

arang Milik Da rah diselesaikan melalui 
ti rugi seJ ai dengan ketentuan 

I ndang-undan 

I 
BAB 

(1) Setiap or g atau bad 
ketentu sebagaimana 
(1), Pasal 41 ayat (1), P 
ayat (5), asal 59 ayat 
Pasal 186 ayat (3) diken I 

Setiap ke 
penyalahgun 
Pengelolaan 
tuntutan g 
peraturan pe 

pengenaan sanksi 
dimaksud pada ayat (2) 
ketentuan peraturan 

ministratif seb gaimana dimaksud pada 

lisan; 
tertulis; 
an/atau 
an perjanjian 

mengenai 
tif sebagaiman 
an sesuai 
-undangan. 

a. tegur 
b. tegur 

Pasal 96 
Pengurus arang Peng� : la, Pengurus Barang 
Pembantu, Pengguna B ang yang melanggar 
ketentuan s bagaimana di br dalam Pasal 14 ayat 
(6), Pasal 15 ayat (5), dan P sal 16 ayat (4) dikenakan 
sanksi se uai dengan ketentuan peraturan 
perundang- ndangan. 

(2) 

(2) Ketentu 

BAB· II 
KETENTUA AIN-LAIN 

Pasal 97 
Ketentuan engenai: 
a. format p rencanaan k butuhan Barang Milik 

Daerah; / 
b. format pe ggunaan Baran Milik Daerah; 
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c.format lap ran hasil penel }an pemeliharaan Barang 
Milik Daer 

d. format pe ghapusan Bar 1g Milik Daerah;dan 
dilaksanakan sesuai 

perundang-undangan. 

BAB 
I 

KETENTUAN ERALIHAN 

Pemanfaa 
dilaksanak 
ini, masih t 
perjanjian. 

Pasal f 98 
Barang M·� Daerah yang telah 

sebelum berl nya Peraturan Daerah 
tap berlaku se ai dengan jangka waktu 

ari Peraturan Daerah ini 
lama 6 ( enam bulan) 

daerah ini diundangkan. 

BAB I 
KETENTU4 PENUTUP 

Pasall 99 
Peraturan ID erah ini mulai berlaku, 

I eraturan Pe ndang- Undangan yang 
peraturan p 'aksanaan dari Peraturan 

ota Bau-Bau 'Nomor 4 Tahun 2009 
Pengelolaan Barang Milik Daerah 

Daerah Kot Bau-Bau Tahun 2009 
), dinyatakari masih tetap berlaku 
tidak bertent gan atau belum diganti 

y g baru berdasarkan 

Peraturan rah mr mulai berlaku 
aerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang 
Barang Milik aerah (Lembaran Daerah 
u Tahun 20(1) Nomor 4, Tambahan 
aerah Kota B1 bau Nomor 4), dicabut 
an tidak berl 

Pada saat 
Pera tu ran 
Pengelolaan 
Kota Baub 
Lembaran 
dan dinyat 

(1) Pada s 
semua 
merupak 
Daerah 
ten tang 
(Lem bar 
Nomor 
sepanjan 
dengan 
Peratur 

(2) Peratur pelaksanaan 
harus d · etapkan p� 
terhitun sejak peratur 
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uinya, memerintahkan 
Daerah irn dengan 

Daerah Kota 

Pasal 01 
I 
1
• berlaku pada tanggal 

I 

orang menge , 
Peraturan 
dalam 

Peraturan 
diundangk 

Ditetap an di Baubau 
pada t ggal, 5 Mei 2023 
WALI J TA BAUBAU, 

Diundangkan di Bau au 
pada tanggal, 5 Mei 2 , 23 

fj. SEKRETARIS DAE,""'-u• 

SITT MUN AR 

LEMBARAN DAERAH KO A BAUBAU T UN 2023 NOMOR . 1. 

NOREG PERATURAN DAE H KOTA BA BAU PROVINS! SULAWESI 
TENGGARA NOMOR (1/ 13/2123). 
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PENJELASAN 
ATAS 

BAUBAU 
23 TAHUN 

TENT ANG 
BARANG M, IK DAERAH 

PERATU 

PENGELOL 

I. UMUM 
Salah satu hal pen · g yang perl mendapatkan perhatian 

dalam pemberian layan publik adal I dukungan sarana dan 
prasarana. Dalam korite s penyelenggar1 

an pemerintahan daerah, 
sarana dan prasarana tersebut dal ! bentuk Barang Milik 
Daerah. Ketersediaan arang Milik I Daerah memiliki peran 
strategis dalam men ukung penyd enggaraan kewenangan 
pemerintahan guna m mberikan la� , an publik dan pada 
akhirnya layanan p blik tersebut dapat meningkatkan 
kesejahteraan masyar at sebagaim I a tujuan negara yang 
tertuang dalam Alinea IV Pembukaan UU 1945. 

Pemerintah Kata B ubau berupJ a melakukan penataan 
Barang Milik Daerah m lalui Peraruran Daerah Nomor 4 Tahun 
2009 tentang Perigelol an Barang Mi ik Daerah. Keberadaan 
peraturan daerah ini sudah tid I sesuai lagi dengan 
perkembangan tata kel la Barang Mi · Daerah. Akibat adanya 
perubahan terhadap ta a kelala Baran· Milik Daerah tersebut, 
perintah untuk melakuk pengaturan terkait Pengelalaan Barang 
Milik Daerah sebag mana diam I atkan aleh Peraturan 
Pemerintah Nomor 27 T�un 2014 yang! kemudian diubah dengan 
Peraturan Pemerintah N mar 28 Tahuri 2020 dan ditindaklanjuti 
dengan Peraturan Ment ri Dalam Neg 1 

• Nomor 19 Tahun 2016 
perlu diatur melalui Pera uran Daerah. 

Oleh karena itu, u tuk mengupa akan tata kelola Barang 
Milik Daerah yang aik sekaligus1 sebagai upaya untuk 
melaksanakan peratur perundang-u dangan yang ada, maka 
diperlukan kebijakan h m di Kata IIBaubau berupa Peraturan 
Daerah tentang Perigelol an Barang M. · Daerah 

II. PASAL DEMI PASAL 
Pasal 1 

Cukup jelas. 
Pasal 2 

Cukup jelas. 
Pasal 3 

Cukup jelas. 
Pasal 4 

Cukup jelas. 
Pasal 5 

Cukup jelas. 
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Pasal 6 
Cukup jelas. 

Pasal 7 
Cukup jelas. 

Pasal 8 
Cukupjelas. 

Pasal 9 
Cukup jelas. 

Pasal 10 
Cukup jelas. 

Pasal 11 
Cukup jelas. 

Pasal 12 
Cukup jelas. 

Pasal 13 
Cukup jelas. 

Pasal 14 
Cukup jelas. 

Pasal 15 
Cukup jelas. 

Pasal 16 
Cukup jelas. 

Pasal 17 
Cukup jelas. 

Pasal 18 
Cukup jelas. 

Pasal 19 
Cukup jelas. 

Pasal 20 
Cukup jelas. 

Pasal 21 
Cukup jelas. 

Pasal 22 
Cukup jelas. 

Pasal 23 
Cukup jelas. 

Pasal 24 
Cukup jelas. 

Pasal 25 
Cukup jelas. 

Pasal 26 
Cukup jelas. 

Pasal 27 
Cukup jelas. 
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Pasal 28 
Cukup jelas. 

Pasal 29 
Cukup jelas. 

Pasal 30 
Cukup jelas. 

Pasal 31 
Cukup jelas. 

Pasal 32 
Cukup jelas. 

Pasal 33 
Cukup jelas. 

Pasal 34 
Cukup jelas. 

Pasal 35 
Cukup jelas. 

Pasal 36 
Cukup jelas. 

Pasal 37 
Cukup jelas. 

Pasal 38 
Cukup jelas. 

Pasal 39 
Cukup jelas. 

Pasal 40 
Cukup jelas. 

Pasal 41 
Cukup jelas. 

Pasal 42 
Cukup jelas. 

Pasal 43 
Cukup jelas. 

Pasal 44 
Cukup jelas. 

Pasal 45 
Cukup jelas. 

Pasal 46 
Cukup jelas. 

Pasal 47 
Cukup jelas. 

Pasal 48 
Cukup jelas. 

Pasal 49 
Cukup jelas. 
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Pasal 182 
Cukup jelas. 

Pasal 183 
Cukup jelas. 

Pasal 184 
Cukup jelas. 

Pasal 185 
Cukup jelas. 

Pasal 186 
Cukup jelas. 

Pasal 187 
Cukup jelas. 

Pasal 188 
Cukup jelas. 

Pasal 189 
Cukup jelas. 

Pasal 190 
Cukup jelas. 

Pasal 191 
Cukup jelas. 

Pasal 192 
Cukup jelas. 

Pasal 193 
Cukup jelas. 

Pasal 194 
Cukup jelas. 

Pasal 195 
Cukup jelas. 

Pasal 196 
Cukup jelas. 

Pasal 197 
Cukup jelas. 

Pasal 198 
Cukup jelas. 

Pasal 199 
Cukup jelas. 

Pasal 200 
Cukup jelas. 

Pasal 201 
Cukup jelas. 

TAMBAHAN LEMBARAN D RAH KOTA BAU :u NOMOR 1 
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Pasal 160 
Cukup jelas. 

Pasal 161 
Cukup jelas. 

Pasal 162 
Cukup jelas. 

Pasal 163 
Cukup jelas. 

Pasal 164 
Cukup jelas. 

Pasal 165 
Cukup jelas. 

Pasal 166 
Cukup jelas. 

Pasal 167 
Cukup jelas. 

Pasal 168 
Cukup jelas. 

Pasal 169 
Cukup jelas. 

Pasal 170 
Cukup jelas. 

Pasal 171 
Cukup jelas. 

Pasal 172 
Cukup jelas. 

Pasal 173 
Cukup jelas. 

Pasal 174 
Cukup jelas. 

Pasal 175 
Cukup jelas. 

Pasal 176 
Cukup jelas. 

Pasal 177 
Cukup jelas. 

Pasal 178 
Cukup jelas. 

Pasal 179 
Cukup jelas. 

Pasal 180 
Cukup jelas. 

Pasal 181 
Cukup jelas. 
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Pasal 138 
Cukup jelas. 

Pasal 139 
Cukup jelas. 

Pasal 140 
Cukup jelas. 

Pasal 141 
Cukup jelas. 

Pasal 142 
Cukup jelas. 

Pasal 143 
Cukup jelas. 

Pasal 144 
Cukup jelas. 

Pasal 145 
Cukup jelas. 

Pasal 146 
Cukup jelas. 

Pasal 147 
Cukup jelas. 

Pasal 148 
Cukup jelas. 

Pasal 149 
Cukup jelas. 

Pasal 150 
Cukup jelas. 

Pasal 151 
Cukup jelas. 

Pasal 152 
Cukup jelas. 

Pasal 153 
Cukup jelas. 

Pasal 154 
Cukup jelas. 

Pasal 155 
Cukup jelas. 

Pasal 156 
Cukup jelas. 

Pasal 157 
Cukup jelas. 

Pasal 158 
Cukup jelas. 

Pasal 159 
Cukup jelas. 
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Pasal 116 
Cukup jelas. 

Pasal 117 
Cukup jelas. 

Pasal 118 
Cukup jelas. 

Pasal 119 
Cukup jelas. 

Pasal 120 
Cukup jelas. 

Pasal 121 
Cukup jelas. 

Pasal 122 
Cukup jelas. 

Pasal 123 
Cukup jelas. 

Pasal 124 
Cukup jelas. 

Pasal 125 
Cukup jelas. 

Pasal 126 
Cukup jelas. 

Pasal 127 
Cukup jelas. 

Pasal 128 
Cukup jelas. 

Pasal 129 
Cukup jelas. 

Pasal 130 
Cukup jelas. 

Pasal 131 
Cukup jelas. 

Pasal 132 
Cukup jelas. 

Pasal 133 
Cukup jelas. 

Pasal 134 
Cukup jelas. 

Pasal 135 
Cukup jelas. 

Pasal 136 
Cukup jelas. 

Pasal 137 
Cukup jelas. 
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Pasal 94 
Cukup jelas. 

Pasal 95 
Cukup jelas. 

Pasal 96 
Cukup jelas. 

Pasal 97 
Cukup jelas. 

Pasal 98 
Cukup jelas. 

Pasal 99 
Cukup jelas. 

Pasal 100 
Cukup jelas. 

Pasal 101 
Cukup jelas. 

Pasal 102 
Cukup jelas. 

Pasal 103 
Cukup jelas. 

Pasal 104 
Cukup jelas. 

Pasal 105 
Cukup jelas. 

Pasal 106 
Cukup jelas. 

Pasal 107 
Cukup jelas. 

Pasal 108 
Cukup jelas. 

Pasal 109 
Cukup jelas. 

Pasal 110 
Cukup jelas. 

Pasal 111 
Cukup jelas. 

Pasal 112 
Cukup jelas. 

Pasal 113 
Cukup jelas. 

Pasal 114 
Cukup jelas. 

Pasal 115 
Cukup jelas. 
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Pasal 72 
Cukup jelas. 

Pasal 73 
Cukup jelas. 

Pasal 74 
Cukup jelas. 

Pasal 75 
Cukup jelas. 

Pasal 76 
Cukup jelas. 

Pasal 77 
Cukup jelas. 

Pasal 78 
Cukup jelas. 

Pasal 79 
Cukup jelas. 

Pasal 80 
Cukup jelas. 

Pasal 81 
Cukup jelas. 

Pasal 82 
Cukup jelas. 

Pasal 83 
Cukup jelas. 

Pasal 84 
Cukup jelas. 

Pasal 85 
Cukup jelas. 

Pasal 86 
Cukup jelas. 

Pasal 87 
Cukup jelas. 

Pasal 88 
Cukup jelas. 

Pasal 89 
Cukup jelas. 

Pasal 90 
Cukup jelas. 

Pasal 91 
Cukup jelas. 

Pasal 92 
Cukup jelas. 

Pasal 93 
Cukup jelas. 
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Pasal 50 
Cukup jelas. 

Pasal 51 
Cukup jelas. 

Pasal 52 
Cukup jelas. 

Pasal 53 
Cukup jelas. 

Pasal 54 
Cukup jelas. 

Pasal 55 
Cukup jelas. 

Pasal 56 
Cukup jelas. 

Pasal 57 
Cukup jelas. 

Pasal 58 
Cukup jelas. 

Pasal 59 
Cukup jelas. 

Pasal 60 
Cukup jelas. 

Pasal 61 
Cukup jelas. 

Pasal 62 
Cukup jelas. 

Pasal 63 
Cukup jelas. 

Pasal 64 
Cukup jelas. 

Pasal 65 
Cukup jelas. 

Pasal 66 
Cukup jelas. 

Pasal 67 
Cukup jelas. 

Pasal 68 
Cukup jelas. 

Pasal 69 
Cukup jelas. 

Pasal 70 
Cukup jelas. 

Pasal 71 
Cukup jelas. 
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pada tanggal 

Pasal 01 ! 

I. ber1alrn 
I I 

orang menge uinya, memerintahkan 
Peratur� Daerah rm dengan 

ya dalam embaran Daerah Kota 

aerah ini mu Peraturan 
diundangk 

Ditetapl 
padat 
WALi 

an di Baubau 
ggal, 5 Mei 2023 
TABAUBAU, 

Diundangkan di Bau au 
pada tanggal, 5 Mei 2 23 

Fj. SEKRETARIS DAE_rcn_= 

WAR 

LEMBARAN DAERAH KO A BAUBAU TA! UN 2023 NOMOR . 1 . 

NOREG PERATURAN DAE H KOTA BA BAU PROVINS! SULAWESI 
TENGGARA NOMOR (1/ 13/2 23). 
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pada tanggal Peraturan 
diundangk 

Pasal 

orang menge 
Peratur 
dalam 

01 

I. ber1aiu 
I i 

uinya, memerintahkan 
Daerah irn dengan 

embarari Daerah Kota 

an di Baubau 
ggal, 5 Mei 2023 

I TABAUBAU, 

I 

AODE I �MAD MONIANSE 

Ditetap 
padat 
WALI 

Diundangkan di Bau au 
pada tanggal, 5 Mei 2 23 

Fj. SEKRETARIS DAE 

LEMBARAN DAERAH K A BAUBAU T UN 2023 NOMOR . 1 . 

NOREG PERATURAN DAE H KOTA BA BAU PROVINS! SULAWESI 
TENGGARA NOMOR (1/13/2 23). 
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uinya, memerintahkan 
Daerah rm dengan 

Daerah Kota 

orang menge 
Peraturan 
dalam 

Pasal 01 
I 

aerah ini mu '· berlaku pada tanggal Peraturan 
diundangk 

Ditetap an di Baubau 
' 
ggal, 5 Mei 2023 
TABAUBAU, 

Diundangkan di Bau au 
pada tanggal, 6 Mei 2 1 23 

Fj. SEKRETARIS DAE,.,,,,,., 

SIT 

LEMBARAN DAERAH KO A BAUBAU T UN 2023 NOMOR . 1 . 

NOREG PERATURAN DAE KOTA BA BAU PROVINSI SULAWESI 
TENGGARA NOMOR (1/ 13/2 1 23). 
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